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KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah
berhasil menyusun dokumen usulan dan peta jalan (roadmap) Reformasi
Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019. Peta
jalan tersebut mencakup delapan program area perubahan, sebagaimana
yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010—2025 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11
tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015—2019.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 7 tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden
RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, maka peta jalan reformasi birokrasi Kemendikbud juga
dilakukan penyesuaian/perubahan mengacu pada Perpres tersebut.

Delapan program area perubahan yang menjadi fokus reformasi
birokrasi di lingkungan Kemendikbud yaitu, 1) Manajemen Perubahan;
2) Penguatan Pengawasan; 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 4)
Penguatan Kelembagaan; 5) Penguatan Tata Laksana; 6) Penguatan
Sistem Manajemen SDM Aparatur; 7) Penguatan Peraturan Perundang-
Undangan; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
(a) Layanan Peserta Didik; (b) Layanan Satuan Pendidikan; (c) Layanan
Substansi Pendidikan; (d) Layanan Guru dan Tendik; (e) Layanan
Kebudayaan; (f) Layanan Kebahasaan.

Agar seluruh program area perubahan dan layanan tersebut dapat
lebih efektif dan efisien, maka tiga pendekatan utama yang menjadi
dasar arah kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud,
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yaitu 1) Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan
mutu dan akses; dan 3) Pengembangan efektifitas birokrasi melalui
perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. Kemendikbud setiap
tahunnya mengelola anggaran lebih dari Rp53 triliun, 16.890 pegawai,
156 satuan kerja, dengan total aset lebih dari Rp10,681 triliun. Sumber
daya yang sangat besar tersebut apabila tidak dikelola dengan baik akan
menjadi beban bagi organisasi. Oleh sebab itu, perlu komitmen yang
tinggi dari seluruh pimpinan dan pegawai Kemendikbud untuk selalu
meningkatkan kinerja dan menyukseskan Reformasi Birokrasi.

Sekretaris Jenderal selaku

Ketua Tim Pelaksana RBI Kemendikbud,

Didik Suhardi, Ph.D

- Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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RINGKASAN EKSEKUTIF

isi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Renstra

Kemendikbud 2015—2019 yaitu Mewujudkan Pelaku Pendidikan
dan Kebudayaan yang Kuat; Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan
Berkeadilan; Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu; Mewujudkan
Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa; Mewujudkan
Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan
Pelibatan Publik. Untuk mencapai misi tersebut, Kemendikbud
melakukan Reformasi Birokrasi yang meliputi delapan area perubahan:
1) Manajemen Perubahan; 2) Penguatan Pengawasan; 3) Penguatan
Akuntabilitas Kinerja; 4) Penguatan Kelembagaan; 5) Penguatan Tata
Laksana; 6) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 7) Penguatan
Peraturan Perundang-Undangan; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik yang terdiri atas: (a) Layanan Peserta Didik; (b) Layanan Satuan
Pendidikan; (c) Layanan Substansi Pendidikan; (d) Layanan Guru dan
Tendik; (e) Layanan Kebudayaan; (f) Layanan Kebahasaan.

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen perubahan merupakan salah satu program yang
disusun untuk membantu Kemendikbud dalam memahami perubahan,
merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan serta
memudahkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Empat dimensi dasar
yang penting dan patut untuk diperhatikan dan dikelola dengan baik

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 _
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selama jalannya masa transisi atau perubahan, yaitu:

1.

Navigasi, merupakan dimensi yang terkait dengan perencanaan
dan pengelolaan perubahan atau transisi dari keadaan organisasi
sekarang menuju kondisi organisasi yang diinginkan;
Kepemimpinan, merupakan dimensi untuk membangun dan
mengkomunikasikan visi perubahan di dalam kondisi yang
diinginkan dan mengarahkan organisasi ke arah yang dituju;
Kepemilikan adalah dimensi yang berupaya menciptakan kebutuhan
untuk berubah melalui reformasi birokrasi;

Penggerak,ialah dimensiyangterkaitdengan penyediaan kompetensi
atau keahlian, struktur dan lingkungan pendukung serta sumber
daya lain untuk mendukung perubahan dan memastikan manfaat
yang diharapkan dapat terealisasi.

Memperhatikan empat dimensi tersebut di atas, program manajemen

perubahan ini memuat enam kegiatan utama dalam pengelolaan

perubahan, yaitu sebagai berikut.

1.

Pembentukan Tim Manajemen Perubahan, yang terbagi ke dalam
dua jenis, yaitu tim di tingkat kementerian dan tim di tingkat satuan
kerja yang selanjutnya akan berperan sebagai agen perubahan;
Perumusan budaya yang dibutuhkan dan kesenjangannya untuk
mendapatkan model budaya yang dibutuhkan;

Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;
Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka
reformasi birokrasi;

Penerapan budaya kerja sesuai dengan tata nilai Kemendikbud;
Penguatan pengukuran dan evaluasi hasil perubahan.

Rencana yang akan dilakukan dalam implementasi Program

Sosialisai dan internalisasi manajemen perubahan selama tahun 2015—

2019 antara lain adalah membuat infografis tentang peta jalan Reformasi

Birokrasi, menyusun materi sosialisasi berbentuk poster, stiker, dan

banner. Penanggung jawab Program Manajemen Perubahan selaku

Manajer Pelaksana adalah Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat.
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B. PENGUATAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal selaku APIP (Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah) di lingkungan Kemendikbud bertanggungjawab untuk
mengkoordinasikan program Penguatan Pengawasan. Inspektorat
Jenderal berfokus pada pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern pada
unit utama dan satuan-satuan kerja Kemendikbud untuk menjalankan
perannya sebagai mitra pimpinan dan melakukan konsultasi serta
penjaminan mutu di samping tugas utama pengawasannya.

Capaian-capaian yang berhasil diraih dalam kurun waktu 2010-2014
antara lain adalah telah terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi,
tersusunnya peta risiko di seluruh unit utama, tersusunnya Profil
Kecurangan (Fraud) di lingkungan Kemendikbud, tersertifikasikannya
auditor Inspektorat Jenderal sebagai auditor kecurangan dan auditor
internal bertaraf internasional, terbangunnya sistem whistle blower,
diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 2 tahun terakhir
berturut-turut, dan meningkatnya kepatuhan wajib lapor LHKAPN
hingga mencapai 97%.

Rencana yang akan dilakukan dalam implementasi Program
Penguatan Pengawasan selama tahun 2015—2019 antara lain adalah
penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penguatan sistem anti korupsi,
penguatan peran Satuan Pengawasan Intern, penguatan karakter SDM
Pengawasan, dan Kampanye Publik. Penanggung jawab Program
Penguatan Pengawasan adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala
Bagian Hukum dan Kepegawaian Inspektorat Jenderal, dan Kasubbag
Kepegawaian Inspektorat Jenderal.

C. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (Good Governance)
dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada
hasil (result oriented) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab
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serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan
hal tersebut diperlukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang
merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada
instansi pemeritah, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan telah mengulirkan peraturan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
mengatur tentang pelaksanaan SAKIP dimulai dari perencanaan,
pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja, sehingga
setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Satuan Kerja di lingkungan
Kemendikbud diwajibkan menyusun dan menyampaikan LAKIP secara
tertulis, periodik dan melembaga sebagai perwujudan pertanggungjawab
atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal
tersebut sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 53 tahun
2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan
tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan laporan
pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan anggaran yang
bersangkutan untuk disampaikan kepada atasan sebagai pelaksanaan
mandat yang diberikan untuk dilaksanakan.

D. PENGUATAN KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
1 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69
Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
25 Tahun 2012 dengan susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan terdiri atas:
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1. Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan
Informal;

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar;

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;

L

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
Direktorat Jenderal Kebudayaan;
Inspektorat Jenderal;

Badan Penelitian dan Pengembangan;

Y XN W

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;

11. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;

12. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat;

13. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional;

15. Staf Ahli Bidang Hukum;

16. Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan;

17. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;

18. Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen; dan

19. Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan.

Sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian
dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019,
Peraturan Presiden Republik Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Republik Nomor
14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dan memperhatikan Nawa Cita agenda prioritas 6 serta Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah melakukan
restrukturisasi organisasi Kementerian melalui kegiatan evaluasi dan
penyusunan struktur organisasi, tugas dan fungsi dan telah ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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Adapun susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan terdiri atas:
1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat;
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
Direktorat Jenderal Kebudayaan;

4

5.

6. Inspektorat Jenderal;

7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan;

9. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;

10. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan

12. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Penataan organisasi yang telah dilakukan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan antara lain penyatuan Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
penyatuan tugas dan fungsi direktorat yang menangani urusan pendidik
dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan
dan Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan, penggabungan urusan pendidikan
kesetaraan ke Ditjen PAUDNI dan perubahan nomenklaturnya menjadi
Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, integrasi fungsi
hubungan masyarakat yang semula ditangani oleh Pusat Informasi
dan Hubungan Masyarakat ke dalam Biro Komunikasi dan Layanan
Masyarakat, integrasi Pusat Arkeologi Nasional ke Balitbang, integrasi
fungsi penelitian dan pengembangan kebijakan kebudayaan ke dalam
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan menjadi Pusat Penelitian
Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, pemisahan urusan pendidikan
dan pelatihan pegawai yang semula berada di Badan PSDMPK dan
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PMP menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, pendirian Pusat
Pengembangan Perfilman dan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan.
Selain hal tersebut telah dan akan dilakukan penyesuaian kedudukan,
tugas dan fungsi unit pelaksana teknis bidang pendidikan sesuai dengan
unit pembinanya dan penataan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis
bidang kebudayaan.

Penyesuaian UPT bidang pendidikan yang telah selesai meliputi
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala
Sekolah, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi
dan Komunikasi, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Adapun
penataan UPT lainnya yaitu Pusat Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini Nonformal dan Informal, Balai Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Balai/Kantor Bahasa, dan
Balai Pengembangan Media Radio/Televisi/Multimedia Pendidikan dan
UPT bidang kebudayaan yang meliputi Balai Arkeologi, Galeri Nasional
Indonesia, Museum Nasional, Museum Benteng Vredeburg, Museum
Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan
Naskah Proklamasi, Museum Basoeki Abdullah, Museum Kepresidenan
Balai Kirti, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Balai Pelestarian Cagar
Budaya, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Balai Konservasi
Borobudur, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film masih menunggu
pembahasan dan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

Program lain yang akan dilakukan adalah penyusunan rincian
tugas yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja di
lingkungan kementerian dan penguatan UPT yang saat ini struktur
organisasinya belum sesuai dengan beban kerja serta kebijakan
pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Di samping hal tersebut
juga akan dilakukan evaluasi organisasi untuk melihat efektivitas unit
kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap
tahun dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi serta organisasi setiap unit kerja sehingga dapat diketahui
keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan tugas dan fungsi setiap unit
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kerja dan permasalahannya sebagai bahan dalam penyempurnaan
organisasi selanjutnya.

Sementara itu sebagai Kementerian yang bertanggungjawab secara
teknis terhadap penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan,
maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dituntut untuk
melakukan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah
dengan menyusun pedoman sebagaimana diamanakan UU No 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 211 dalam
rangka penguatan organisasi pendidikan dan kebudayaan di daerah.

E. PENGUATAN TATA LAKSANA

Reformasi bidang tatalaksana diharapkan dapat mendukung
terciptanya layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
cepat, transparan, dan akutabel. Hal ini tentu memerlukan dukungan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dan aman.
Untuk itu bidang tatalaksana mengusulkan program perencanaan RBI
2015—2019 yaitu: 1) Pembangunan Peta Ketatalaksanaan Kemendikbud
yang meliputi, (a) Penyempurnaan dan Penyusunan Peta Bisnis Proses
Kemendikbud, (b) Penyempurnaan dan Penyusunan Subproses Peta
Bisnis; 2) Pengembangan e-government secara terintegrasi yang meliputi,
(a) Pengembangan dan integrasi sistem pendataan di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (b) Pengembangan dan
implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis TIK, (c)
Pengembangan dan implementasi sistem kepegawaian berbasis TIK,
(d) Pengembangan dan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan berbasis TIK. 3) Managemen kearsipan birokrasi berbasis TIK
melalui kegiatan pengembangan sistem dan implementasi persuratan
online (e-office) pada seluruh unit utama,

Kegiatan-kegiatan tersebut saling terkait dan akan melibatkan
seluruh unit utama Kemendikbud mulai dari proses perencanaan,
pengembangan, sosialisasi, implementasi, pengukuran dan evaluasi.
Hasil Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2015 yang terkait
dengan Bidang Tata Laksana adalah sebagai berikut:

1. Peta Bisnis Proses Kemendikbud;
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2. Prosedur Operasional Standar (POS) Kemendikbud;

3. Standar Pelayanan Kemendikbud;

4. Portal layanan prima Kemendikbud (www.kemdikbud.go.id) sebagai
sarana informasi yang terpadu di lingkungan Kemendikbud telah
dikembangkan dan dikelola secara berkesinambungan;

5. Permendikbud Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola TIK
di Lingkungan Kemendikbud sebagai dasar pengembangan dan
pengelolaan TIK di seluruh unit utama;

6. Penerapan sistem persuratan elektronik (e-office) pada beberapa unit
di lingkungan Kemendikbud sebagai sarana manajemen dokumen
persuratan berbasis TIK;

7. Portal satuan kerja, portal layanan dan portal data dan informasi
di seluruh unit utama Kemendikbud telah menggunakan laman
resmi kemdikbud.go.id;

8. Pemanfaatan e-procurement dalam proses pengadaan barang dan
jasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kriteria keberhasilan reformasi bidang penguatan tata laksana,
antara lain tersedianya peta bisnis dan subproses peta bisnis di
lingkungan Kemendikbud. Selain itu, seluruh unit utama dilingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat melakukan
penerapan e-government secara benar dan terintegrasi antara lain untuk
sistem pendataan pendidikan, sistem perencanaan dan penganggaran,
sistem kepegawaian, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, dan
sistem dokumentasi persuratan di lingkungan Kemendikbud.

F. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM
APARATUR

Program penguatan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan
meningkatkan profesionalisme SDM aparatur dilingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Peningkatan profesionalisme SDM
aparatur, mencakup aspek perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan
penempatan pegawai, penilaian kinerja pegawai, penggajian/ remunerasi,
pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan
kompetensi serta sistem prosedur administrasi kepegawaian. Terkait
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dengan reformasi birokrasi maka penguatan SDM tentunya harus

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor

penunjang terlaksananya reformasi birokrasi secara efektif dan efisien.

Berbagai perangkat peraturan yang telah ada menjadi pedoman bagi

terselenggaranya pengelolaan SDM yang berkualitas antara lain:

1.
2.

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

PP Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas PP nomor
98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam
Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13
Tahun 2002;

PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil;

Permendikbud No.7 Tahun 2013 tentang pedoman penataan pegawai
berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

Permendikbud No. 8 tahun 2015 tentang Uraian Jabatan.

Saat ini hal-hal yang sudah dicapai untuk reformasi birokrasi bidang

penguatan sistem manajemen SDM aparatur, antara lain sebagai berikut.

1.

Telah dilaksanakannya rekrutmen CPNS secara terbuka (transparan,
objektif, adil, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas KKN)
dengan sistem seleksi menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
di lingkungan Kementerian, sedangkan khusus untuk pelaksanaan
Tes Kompetensi Bidang (TKB) di lingkungan unit utama sedang
menggunakan Computer Based Test (CBT);

Telah selesainya proses evaluasi jabatan pada tahun 2014, sebagai
dasar pelaksanaan penataan pegawai pada tahun 2015;

Telah dilaksanakannya assessment terhadap pejabat Eselon II, III,
dan IV, serta assessment terhadap para staf di lingkungan unit utama
Kemendikbud;

Telah dilakukannya promosi jabatan secara terbuka (open biding)
dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan
pratama pada tahun 2015;

Telah diterapkannya penetapan kinerja pegawai yang dinilai secara



Ringkasan Eksekutif

periodik (semester), dan pada tahun 2015 ini mulai menggunakan
aplikasi SKP;

6. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun dan terus
disempurnakan sesuai kebutuhan dan telah dilakukan pemutakhiran
database kepegawaian secara terus menerus;

7. Telah dilakukan pengembangan pegawai melalui diklat teknis dan
bimbingan teknis berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan tahun
2014.

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, fokus pengelolaan SDM
adalah upaya membenahi sistem manajemen sumber daya manusia
aparatur, yang meliputi:

1. Pengembangan dan penyebarluasan kebijakan manajemen SDM;

2. Penataan dan pengembangan pola rekrutmen sistem karir pegawai
dengan mengedepankan aspek-aspek fairness, keterbukaan,
akuntabilitas, kesempatan yang sama, dan kinerja;

3. Analisis jabatan untuk mendapatkan peta dan uraian jabatan yang
akurat;

4. Evaluasi jabatan untuk mendapatkan peringkat dan harga jabatan
yang akurat;

5. Pengembangan dan penerapan sistem penilaian kinerja individu;

6. Pengembangan database pegawai sehingga data pegawai yang
mutakhir dan akurat dapat diperoleh;

7. Pengembangan dan penyebarluasan strategi untuk peningkatan
kompetensi pegawai yang meliputi keseluruhan perencanaan
pelatihan sesuai kebutuhan instansi dan individu pegawai saat ini
dan masa yang akan datang;

8. Identifikasi dan menyusun standar kompetensi jabatan untuk
mendapatkan kualifikasi jabatan pegawai yang dipersyaratkan;

9. Assessment individu berdasarkan standar kompetensi yang telah
dikembangkan untuk memperoleh profil kompetensi individu;

10. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis
kompetensi agar mampu melayani publik dan pemangku
kepentingan dengan baik;

11. Pengkajian dan evaluasi dampak program diklat dikaitkan dengan
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12.

biaya diklat melalui monitoring dan pelaksanaan analisis biaya
manfaat;

Pengembangan kemampuan manajerial dan kepemimpinan seperti
halnya kemampuan kehumasan instansi, masyarakat, mitra dan
pemangku kepentingan, serta mendukung dan membantu pegawai
baru dalam bentuk mentoring, coaching, dan tutorial.

Reformasi birokrasi bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM

aparatur diharapkan dapat mewujudkan SDM aparatur yang profesional

dan mampu memberikan nilai tambah (value-added) kepada organisasi

dengan pengelolaan yang baik dan bijak. Bentuk pengelolaan tersebut

dijabarkan dalam langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap
sejak 2015 hingga 2019 sebagai berikut.

1.

10.
11.

12.

Rekrutmen CPNS dilakukan secara terbuka (transparan, objektif,
adil, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas KKN) dengan seleksi
menggunakan Computer Based System (CBT) di seluruh unit kerja;
Penyempurnaan sistem penerimaan online dan sistem seleksi (CBT)
yang digunakan;

Pelaksanaan sistem rekrutmen CPNS secara terbuka untuk formasi-
formasi khusus yang diamanahkan kepada Kemendikbud;
Pelaksanaan  redistribusi/penataan = pegawai  sesuai  hasil
penghitungan ulang analisis jabatan dan analisis beban kerja tahun
2012;

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan berdasarkan OTK baru;
Pembentukan assessment center dan penyelenggaraan diklat
assessor;

Penyempurnaan sistem seleksi Promosi jabatan secara terbuka yang
digunakan pada 2015;

Sinkronisasi sistem penilaian kinerja pegawai dengan peraturan
disiplin pegawai;

Peningkatan pengendalian yang lebih baik dengan membentuk
komite kode etik;

Penerapan reward dan punishment;

Monitoring dan evaluasi penerapan penetapan kinerja pegawai
yang dinilai secara periodik (semester);

Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian di seluruh proses kerja
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layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem BKN;
13. Penetapan kebutuhan diklat berdasarkan persyaratan yang ada
dalam standar kompetensi jabatan tahun 2016.

Kriteria keberhasilan reformasi birokrasi bidang Penguatan Sistem
Manajemen SDM aparatur, sebagai berikut:
1. Kriteria keberhasilan rekrutmen CPNS dilakukan secara terbuka,
yakni:

a. Website/portal mudah diakses oleh pelamar yang ditunjukkan
dengan data traffic akses dan jumlah pelamar per hari selama
dibukanya penerimaan CPNS

b. Rangkaian tahapan dalam proses rekrutmen berlangsung lebih
cepat

c. Seleksi TKB menggunakan sistem CBT dilakukan di seluruh
unit kerja

d. Lulusan/CPNS yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan
organisasi

2. Kriteria keberhasilan penataan pegawai berbasis kompetensi, yakni:

a. Pegawai lebih profesional, bertanggung jawab, dan memiliki
integritas yang baik

b. Kinerja individu menjadi lebih nyata

3. Kriteria keberhasilan dari evaluasi jabatan, yakni:

a. Pelaksanaan tugas sesuai job description

b. Peningkatan kinerja dan motivasi

c. Peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan kinerja

4. Kriteria keberhasilan dari assessment pegawai, yakni:

a. Kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi yang
ditetapkan

b. Diketahuinya potensi/minat pegawai

c. Pengembangan pegawai yang lebih baik

5. Kriteria keberhasilan dari promosi jabatan secara terbuka, yakni:

a. Pejabat memahami tugas dan target kinerja

b. Penempatan pejabat sesuai kompetensi

6. Kiriteria keberhasilan dari penetapan kinerja pegawai, yakni:

Kinerja PNS yang direncanakan akan lebih mudah

diimplementasikan, dimonitor, diukur, dan dievaluasi capaiannya



Ringkasan Eksekutif

7. Kriteria keberhasilan dari sistem informasi kepegawaian, yakni:
a. Tersedianya profil pegawai
b. Data digunakan dan bermanfaat bagi pengambil keputusan

8. Kiriteria keberhasilan pengembangan pegawai berbasis kompetensi,
yakni: Pegawai dapat melaksanakan diklat sesuai bidang tugas dan
kompetensi.

G. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BeBerdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012,
susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri
atas:

1. Sekretariat Jenderal;

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan
Informal;

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar;

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

Direktorat Jenderal Kebudayaan;

Inspektorat Jenderal;

Badan Penelitian dan Pengembangan;

Y X NN W

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;

11. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;

12. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat;

13. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional;

15. Staf Ahli Bidang Hukum;

16. Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan;

17. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;
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18. Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen; dan
19. Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan.

Sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian
dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019,
Peraturan Presiden Republik Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Republik Nomor 14
tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
memperhatikan Nawa Cita agenda prioritas 6 serta Rencana Strategis
Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan maka Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan restrukturisasi organisasi
Kementerian dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Penataan organisasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan antara lain:

1. Penggabungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat
Jenderal Pendidikan Menengah menjadi Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Penggabungan tugas dan fungsi direktorat yang menangani urusan
pendidik dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
menjadi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;

3. Pengintegrasian kembali urusan pendidikan kesetaraan ke Ditjen
PAUDNI dan perubahan nomenklaturnya menjadi Direktorat
Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

4. Pengembalian fungsi hubungan masyarakat ke Sekretariat Jenderal,
dengan membentuk Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat yang
semula ditangani oleh Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat;

5. Pengintegrasian Pusat Arkeologi Nasional ke Balitbang, integrasi
fungsi penelitian kebijakan kebudayaan ke dalam Pusat Penelitian
Kebijakan Pendidikan sehingga menjadi Pusat Penelitian Kebijakan
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Pendidikan dan Kebudayaan, pemisahan urusan pendidikan dan
pelatihan pegawai yang semula berada di Badan PSDMPK dan PMP
menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, pembentukan
Pusat Pengembangan Perfilman dan Pusat Analisis dan Sinkronisasi
Kebijakan.

Sejalan dengan penataan unit utama, dilakukan pula penyesuaian
kedudukan, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis (UPT) bidang
pendidikan sesuai dengan unit pembinanya dan penataan tugas dan
fungsi unit pelaksana teknis bidang kebudayaan. Penyesuaian UPT
bidang pendidikan yang telah selesai meliputi Pusat Pengembangan
dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Adapun penataan UPT lainnya
yaitu Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan
Informal, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal
dan Informal, Balai/Kantor Bahasa, dan Balai Pengembangan Media
Radio/Televisi/Multimedia Pendidikan dan UPT bidang kebudayaan
yang meliputi Balai Arkeologi, Galeri Nasional Indonesia, Museum
Nasional, Museum Benteng Vredeburg, Museum Kebangkitan Nasional,
Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi,
Museum Basoeki Abdullah, Museum Kepresidenan Balai Kirti,
Balai Pelestarian Nilai Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai
Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Balai Konservasi Borobudur,
dan Sekretariat Lembaga Sensor Film masih menunggu pembahasan
dan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Program lain yang akan dilakukan adalah penyusunan rincian
tugas yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja di
lingkungan kementerian dan penguatan UPT yang saat ini struktur
organisasinya belum sesuai dengan beban kerja serta kebijakan
pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Untuk melihat efektivitas
unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dilakukan monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
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organisasi untuk mengetahui keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan
tugas dan fungsi setiap unit kerja dan permasalahannya sebagai bahan
penyempurnaan organisasi.

Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
khususnya pasal 211 dan dalam rangka penguatan organisasi pendidikan
dan kebudayaan di daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
juga dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengendalian penataan
perangkat daerah dengan menyusun pedoman organisasi pengelola
pendidikan dan kebudayaan di daerah.

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan
kebudayaan yang terdiri atas: 1) Layanan Peserta Didik; 2) Layanan
Satuan Pendidikan; 3) Layanan Substansi Pendidikan; 4) Layanan Guru
dan Tendik; 5) Layanan Pendidikan Orang Tua/Keluarga; 6) Layanan
Kebudayaan; 7) Layanan Kebahasaan.

1. Layanan Peserta Didik

Reformasi birokrasi didasarkan pada suatu asumsi bahwa kebijakan
publik dalam memberikan layanan kepada semua warga tidak
bersifat diskriminatif. Kebijakan pendidikan bertujuan menjamin
kesejahteraan pedagogis peserta didik tanpa membeda-bedakan
yang pada dasarnya memfasilitasi proses pendidikan peserta didik
sesuai dengan minat dan bakatnya. Pelayanan pendidikan tidak
mendeskriminasi peserta didik berdasarkan faktor geografis,
agama, dan latar belakang sosial ekonomi keluarga siswa. Namun
demikian, faktor minat dan bakat siswa menjadi faktor pembeda
antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya.

Dalam upaya menjamin kesejahteraan pedagogis tersebut, reformasi
menitikberatkan pada dua core business, yaitu sistem perizinan,
pemberian beasiswa, dan bantuan finansial bagi siswa serta sistem
pendukung berupa sistem pendataan pendidikan. Sistem pendataan
ditujukan untuk menjamin sistem perizinan bagi siswa WNI yang
belajar di luar negeri dan ingin melanjutkan pendidikannya di
dalam negeri. Pemberian beasiswa mempunyai sasaran para peserta
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didik yang mempunyai prestasi bidang akademis dan bidang non-
akademis (misal kesenian dan olah raga). Sedangkan pemberian
bantuan finansial mempunyai sasaran siswa yang berasal dari
keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah teriolir dan
pinggiran.

2. Layanan Satuan Pendidikan
Untuk menjamin kepastian layanan satuan pendidikan,
Kemendikbud mengagendakan reformasi birokrasi bidang layanan
satuan pendidikan. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk
menciptakan sistem pelayanan satuan pendidikan yang prima
sebagaimana visi misi Kemendikbud. Untuk mencapai pelayanan
prima tersebut, ada tiga pendekatan yang dilakukan yaitu, optimasi
prosedur, mergerisasi dan penerapan teknologi.
Reformasi bidang pelayanan satuan pendidikan diharapkan
dapat mendukung terciptanya layanan Kemendikbud yang cepat
dan transparan. Untuk itu, bidang Layanan Satuan Pendidikan
mengusulkan program perencanaan 2015—2019 meliputi:
a. sistem perizinan;

penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja melalui perizinan;

penyediaan sistem pengakreditasian;

penyaluran hibah dan pemantauannya;

o a0 o

penyediaan sistem terpadu yang mengintegrasikan sistem
perizinan, akreditasi, dan penyaluran hibah;

=

penyusunan standar pelayanan minimal, standar nasional dan

internasional pendidikan;

g. tersedianya sistem pemetaan kondisi sekolah, daya tampung,
dan cakupan layanan yang mengimplementasikan teknologi
informasi;

h. sistem pemantauan pemberdayaan partisipasi masyarakat
berbasis teknologi informasi.

Kegiatan-kegiatan tersebut saling terkait dan akan melibatkan

semua unit utama Kemendikbud, mulai dari proses perencanaan,

pengembangan, sosialisasi, implementasi, pengukuran, dan evaluasi.

Kondisi saat ini, hal-hal yang sudah dicapai reformasi bidang layanan

satuan pendidikan adalah 1) prosedur perizinan satuan pendidikan
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tinggi, 2) sistem akreditasi sekolah/madrasah dan perguruan tinggi,
3) panduan pemberian hibah dari unit-unit pelaksana hibah, dan 4)
standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Secara umum kriteria
keberhasilan layanan satuan pendidikan ialah: tersedianya portal
sistem layanan satuan pendidikan terintegrasi yang dapat melayani
semua jenjang/jenis satuan pendidikan.

Layanan Substansi Pendidikan
Untuk menjamin kepastian layanan substansi pendidikan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengagendakan
reformasi birokrasi bidang layanan substansi pendidikan.
Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem
pelayanan substansi pendidikan yang prima sebagaimana Visi-
Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mencapai
pelayanan prima, ditempuh melalui tiga pendekatan, yaitu: a)
optimasi prosedur, b) mergerisasi dan c) penerapan teknologi.
Reformasi bidang pelayanan substansi pendidikan diharapkan
dapat mendukung terciptanya layanan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan yang cepat, transparan, dan akuntabel. ~Untuk
mengelola perubahan dan menciptakan budaya kinerja yang tinggi,
serta mampu mempertanggungjawabkan beban pembangunan
pendidikan secara akuntabel, telah disiapkan berbagai program
perangkat layanan substansi pendidikan dengan menyiapkan dan
mengembangkan tiga program berikut.
a. Pendidikan karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan;
b. Sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman (rumah belajar);
c. Sistem pembelajaran dan berbagi materi yang meliputi: 1) Materi
e-pembelajaran, 2) Informasi kurikulum, 3) Sistem informasi
materi dan nilai ujian nasional, serta 4) Sistem informasi hasil-
hasil penelitian pendidikan.
Hal-hal yang sudah dicapai dalam reformasi bidang layanan
substansi pendidikan, sebagai berikut.
a. Layanan substansi pendidikan secara bertahap. Telah
dimulainya, yaitu: sistem regulasi pendidikan yang mendukung
penerapan pendidikan karakter, ekonomi kreatif dan

kewirausahaan, meliputi:
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1) konsep nilai-nilai pendidikan karakter;

2) panduan pelaksanaan pendidikan karakter;

3) konsep kompetensi dasar kreativitas;

4) pedoman pendidikan kewirausahaan di satuan pendidikan
dasar menengah;

5) konsep model kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP) dengan pengintegrasian nilai-nilai karakter.

b. Telah diterapkannya model sistem berbagi pengetahuan dan
pengalaman (rumah belajar), meliputi: hal-hal berikut.

1) Identifikasi sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman
yang ada;

2) Identifikasi fungsi sistem berbagi analisis proses sistem
berbagi pengetahuan dan pengalaman;

3) Penentuan kebutuhan teknologi untuk peningkatan
kecepatan;

4) Jangkauan dan akurasi proses bisnis sistem berbagi
pengetahuan dan pengalaman;

5) Penentuan beban kerja, jumlah, dan kualifikasi SDM untuk
tiap tahap proses pembangunan sistem berbagi pengetahuan
dan pengalaman;

6) Penentuan indikator kinerja sistem berbagi pengetahuan
dan pengalaman;

7) Analisis proses sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;

8) Pembangunan sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;

9) Penyusunan kebijakan dan regulasi untuk mendukung
pelaksanaan sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;

10) Sosialisasi fungsi sistem berbagi pengetahuan dan
pengalaman;

11) Sosialisasi proses bisnis sistem berbagi pengetahuan dan
pengalaman;

12) Sosialisasi kebijakan kebijakan dan regulasi untuk
mendukung pelaksanaan sistem berbagi pengetahuan dan
pengalaman;

13) Instalasi sistem hasil rancangan dan pengembangan,
termasuk pengadaan dan instalasi perangkat keras;
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14) Implementasi sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;

15) Peningkatan kapabilitas SDM pengelola sistem berbagi
pengetahuan dan pengalaman.

. Tersusunnya konsep awal sistem pembelajaran dan berbagi

materi yang meliputi hal-hal berikut:

1) Identifikasi kebutuhan visualisasi dan interaksi untuk
pembelajaran secara elektronik di tiap jenjang pendidikan;

2) Penyusunan pola dan format standar untuk materi dan
metode pendidikan serta manajemen lembaga pendidikan;

3) Penyusunan pola keterhubungan antarmodul materi
maupun metode serta modul evaluasinya;

4) Penyusunan standar tingkat kesulitan modul materi dan
modul evaluasi yang digunakan untuk perhitungan skor
pencapaian pengguna;

5) Konversi buku sekolah elektronik (BSE) ke format modul
standar;

6) Peletakan modul-modul dalam kerangka kurikulum;

7) Pengisian keterhubungan antarmodul BSE yang relevan;

8) Penilaian tingkat kesulitan untuk setiap modul;

9) Konversi metode pendidikan yang menjadi standar
pembelajaran di sekolah formal dan nonformal ke dalam
format modul standar;

10) Pemantauan umpan balik dan masukan pengguna atas
modul-modul yang tersedia;

11) Evaluasi keterdukungan kurikulum oleh respon modul-
modul materi pendidikan yang ada dalam sistem;

12) Analisis kebutuhan modul untuk diprioritaskan pada
pengisian konten gelombang kedua dengan memperhatikan
keterdukungan kurikulum secara merata serta minat
pengguna;

13) Pembuatan modul-modul materi dan metode pendidikan
gelombang kedua;

14) Pemberian penghargaan atas kontribusi modul oleh PTK
yang mendapat rating/dukungan tinggi dari pengguna yang
tersebar secara geografis;
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15) Perumusan klasifikasi, kriteria dan aturan lomba kontribusi;

16) Pengumuman dan sosialisasi lomba;

17) Penjurian dan pengumuman hasil lomba;

18) Perumusan kriteria yang dapat menjamin kesinambungan
jejaring sebagai dasar pemberian penghargaan secara
periodik. informasi awal sejumlah hasil penelitian
pendidikan hard copy dan soft copy, jaringan penelitian di
270 kabupaten/kota dan 32 provinsi, dan konsep model
pengembangan/pembangunan  pangkalan  penelitian
pendidikan (clearing house).

Secara umum, kriteria keberhasilan layanan substansi pendidikan
ialah sebagai berikut. a) Terlaksananya pendidikan karakter,
ekonomikreatif, dan kewirausahaan pada tingkat satuan pendidikan;
b) Tersedianya dan berfungsinya sistem berbagi pengetahuan dan
pengalaman; ¢) Tersedianya dan berfungsinya sistem pembelajaran
dan berbagi materi dalam bentuk: 1) materi e-pembelajaran, 2)
informasi kurikulum, 3) sistem informasi materi dan nilai UN, serta
4) sistem informasi hasil-hasil penelitian pendidikan.

4. Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan

Reformasi bidang peningkatan layanan guru dan tenaga
kependidikan diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan
Kemendikbud yang cepat, transparan, dan akutabel. Hal ini tentu
memerlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) yang handal dan aman. Untuk itu, Koordinator Reformasi
Birokrasi Bidang Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan
mengusulkan program perencanaan RBI 2015—2019 meliputi:
1) pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, 2)
sertifikasi pendidik, 3) peningkatan kualifikasi dan profesionalisme
berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, 4)
penghargaan dan perlindungan, 5) kesejahteraan pendidik dan
tenaga kependidikan, dan 6) sistem informasi manajemen pendidik
dan tenaga kependidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut saling
terkait, mulai dari proses perencanaan, pengembangan, sosialisasi,
implementasi, pengukuran dan evaluasi.

Peningkatan layanan bidang Guru dan Tenaga Kependidikan ini
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bertujuan tercapainya pemenuhan standar rasio peserta didik:
pendidik pada setiap satuan pendidikan per jenis dan per jenjang
pendidikan serta Peningkatan kualifikasi dan profesionalisme
berkelanjutan bagi PTK dengan didukung oleh layanan terhadap
penghargaan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
serta Kesejahteraannya melalui Sistem Informasi manajemen
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akuntabel.
Kondisi saat ini yang sudah dicapai untuk reformasi bidang
peningkatan layanan pendidik dan tenaga kependidikan antara lain
sebagai berikut.
1) Perluasan dan pemerataan akses yang meliputi:
a) Pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan,
b) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,
c) Peningkatan pendidikan jalur nonformal,
d) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan,
e) Penghargaan dan pelindungan pendidik dan tenaga
kependidikan,
f) Penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga
kependidikan,
g) Perluasan akses guru,
h) Perluasan PTK-PNE
i) Perluasan akses tenaga kependidikan
2) Peningkatan mutu, daya saing dan relevansi yang meliputi:
a) Kulifikasi Akademik Guru,
b) Sertifikasi Guru,
c) Peningkatan Profesionalisme PTK Berkelanjutan,
d) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan, dan
e) Peningkatan Mutu PNE
Kriteria keberhasilan reformasi bidang peningkatan layanan
pendidik dan tenaga kependidikan ini antara lain sebagai berikut.
1) Tersajinya data dan informasi pendidik dan tenaga
kependidikan dalam portal layanan PTK yang sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
2) Diterapkannya e-layanan integratif dalam pendataan, sistem

informasi;
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3) manajemen serta perencanaan dan penganggaran PTK.

Anggaran yang di rencanakan untuk seluruh kegiatan ini dalam
tahun 2016 sebesar Rp13.119.000.000.000,- (Tiga Belas Trilyun
Seratus Sembilan Belas Milyar) yang digunakan untuk kegiatan
pengkajian, pengadaan infrastruktur, pengembangan sistem dan
aplikasi, sosialisasi, implementasi, serta pengukuran dan evaluasi.

5. Layanan Pendidikan Orang Tua/Keluarga

Keterlibatan orang tua di sekolah berhubungan erat dengan
kemampuan kognitif dan nonkognitif peserta didik. Hal ini juga
berpengaruh terhadap kemampuan membaca anak dan remaja.
Selanjutnya, mengikutsertakan anak dalam diskusi bersama orang
tuanya, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memberikan
teladan yang baik. Keterlibatan orang tua di sekolah dasar telah
dirintis sejak tahun 1985-an.
Hal ini dimuat dalam laporan sistem pembinaan profesional
dan cara belajar siswa aktif (SPP-CBSA) yang merupakan kerja
sama pemerintah Inggris dengan Indonesia (Harlen, et all. 2001)
yang menunjukkan bahwa: kemitraan dan peran aktif orang tua
dalam membantu pembelajaran di sekolah dapat meningkatkan
kemajuan dan kesuksesan putra-putri mereka. Studi Bank Dunia
(2013) menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran kunci
karena intervensi yang dilakukan terhadap keluarga telah berhasil
meningkatkan pencapaian perkembangan peserta didik sesuai
dengan yang diharapkan. Data terkait praktik pengasuhan anak
dan karakteristik rumah tangga untuk penelitian ini menghasilkan
sejumlah pandangan mendalam yang berguna.

Indikator kriteria keberhasilan pendidikan keluarga adalah sebagai

berikut:

a) Satuan pendidikan/lembaga melaksanakan kemitraan orang tua
untuk membangun pendidikan karakter dan budaya prestasi;

b) Satuan pendidikan dan lembaga menyelenggarakan pendidikan
karakter dan pendidikan kecakapan hidup termasuk pendidikan
gizi bagi orang tua;

c) Satuan pendidikan dan lembaga menyelenggarakan pendidikan
kemandirian dan kepribadian karakter bangsa antikorupsi,
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antikekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan seksual pada
anak;

d) Pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua/wali dan
pengasuh memiliki kapasitas menerapkan pendidikan keluarga;

e) Konten/materi diunggah ke Kanal Pendidikan Keluarga;

f) Kanal/Laman Pendidikan Keluarga dan aplikasi media sosial
berbasis gadget.

Layanan Kebudayaan

Indonesia memiliki kekayaan budaya benda dan tak benda, tradisi,
kesenian, dan sejarah yang luar biasa banyak jumlah dan tinggi
nilainya. Potensi kebudayaan yang luar biasa dimiliki oleh Bangsa
Indonesia tersebut merupakan kewajiban Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan untuk melindungi, mengembangkan, dan
memanfaatkan sesuai dengan Permendikbud No. 1 Tahun 2012.
Melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, peningkatan layanan
kebudayaan menjadi salah satu rencana aksi dalam proses reformasi
birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Program peningkatan layanan kebudayaan dikemas menjadi 9
(sembilan) rencana aksi yang diharapkan dapat memberikan
dampak yang besar dan meluas serta menjawab kebutuhan akan
layanan kebudayaan yang lebih baik. Rencana aksi tersebut adalah:
a. Registrasi Cagar Budaya;

b. Pencatatan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Tak
Benda);

Peningkatan Fungsi Museum;

Peningkatan Fungsi Taman Budaya;

Penyensoran Film;

Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri);
Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan;

s e Ao

Pemberdayaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
i. Pemberdayaan Komunitas Adat dan Tradisi.

Layanan Kebahasaan

Bahasa Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan
wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kualitas kedaulatan
dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain,

bahasa Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar

pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman

budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia

berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan

sebagai sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara,

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan peran yang sangat

penting dan strategis dalam upaya mencerdaskan, memperkukuh

jati diri, karakter, dan martabat untuk memperkuat daya saing

bangsa sejalan dengan visi Kemdiknas 2014, yaitu terselenggaranya

layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan

Indonesia cerdas komprehensif.

Penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan, baik

pengembangan maupun pembinaannya, berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, merupakan amanat

dari rakyat Indonesia untuk dilaksanakan secara sistematis dan

berkelanjutan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dirumuskan

arah layanan kebahasaan sebagai berikut.

1. Mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia

2. Meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia

3. Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan
sastra

4. Meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan
kesastraan

5. Meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan

6. Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa
internasional

7. Mengembangkan kerja sama kebahasaan dan kesastraan

8. Mengembangkan pengelolaan organisasi dan kelembagaan

Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan

akses layanan kebahasaan sebagaimana tertuang dalam delapan
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arah layanan kebahasaan tersebut, program reformasi birokrasi
internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
mempertajam layanan kebahasaan menjadi enam program kegiatan
berikut.

Secara umum, delapan area perubahan tersebut akan dilaksanakan
dalam kurun waktu lima tahun (2015—2019) dengan sasaran
KKN,
meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Tabel 1. Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud RI

NO | DASAR TENTANG

1. KEPPRES 14/2010; 23/2010 Pembentukan Komite Pengarah
Reformasi Birokrasi Nasional dan
TimPengarah Reformasi Birokrasi
Internal

2. PERPRES 81/2010 Grand Design Reformasi Birokrasi
Nasional 2010-2014

3. PERMENPAN 20 TAHUN 2010 | Road Map Reformasi Birokrasi Nasional
2010-2014

4. PERMENPAN 7 TAHUN 2011 Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan
Reformasi Birokrasi

5. PERMENPAN 8 TAHUN 2011 Pedoman Penilaian Dokumen Usulan
dan Road Map Pelaksanaan RB

6. PERMENPAN 9 TAHUN 2011 Pedoman Penyusunan Road Map
Reformasi Birokrasi di K/L

7. PERMENPAN 10 TAHUN 2011 | Pedoman Pelaksanaan Program
Manajemen Perubahan

8. PERMENPAN 11 TAHUN 2011 | Kriteria dan Ukuran Keberhasilan
Reformasi Birokrasi

9. PERMENPAN 12 TAHUN 2011 | Pedoman Penaaan Tata Laksana
(Business Process)

10. | PERMENPAN 13 TAHUN 2011 | Pedoman Pelaksanaan ‘Quick Wins’

11. | PERMENPAN 14 TAHUN 2011 | Pedoman Pelaksanaan Program
Manajeman Pengetahuan (knowledge
management)

12. | PERMENPAN 15 TAHUN 2011 | Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan RB

dan Tunjangan Kinerja
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PENDAHULUAN

A. KONDISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden
dalam  menyelenggarakan pemerintahan negara, sebagaimana
diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;

2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan
kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;

4. Koordinasi  pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 _
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lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;

8. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa
dan sastra;

9. DPelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan

10. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
terdiri dari 8 (delapan) unit utama, yaitu:
1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat;
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
Direktorat Jenderal Kebudayaan;

4

5.

6. Inspektorat Jenderal;

7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan;

9. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;

10. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan

12. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Semua unit utama didukung oleh 47 Eselon II yang terdiri dari
direktorat dan pusat-pusat, serta 131 UPT yang tersebar di seluruh
provinsi di Indonesia. Sebagian UPT dipimpin oleh pejabat eselon II/b,
I1l/a, 11I/b, IV/a, dan IV/b. Jumlah pegawai Kemendikbud di seluruh
Indonesia sebanyak 16.890 orang (sumber Biro Kepegawaian per 31
Desember 2014).
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Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019:

Visi Kemendikbud 2019:
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan

yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi
sebagai berikut:

KODE MISI
M1 Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2 Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3 Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4 Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5 Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan
Publik

Dalam menjalankan misi tersebut, Kemendikbud melakukan
reformasi internal yang meliputi penguatan pelaku pendidikan dan
kebudayaan, Peningkatan mutu dan akses, dan Pengembangan efektifitas
birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. Reformasi
internal tersebut diharapkan mampu mengungkit terjadinya reformasi
layanan sehingga misi Kementerian dapat dicapai. Dengan terbitnya
Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun
2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015—2019, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan reformasi birokrasi pada
8 area perubahan yakni:

1. Manajemen Perubahan

Penguatan Pengawasan

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Kelembagaan

Penguatan Tata Laksana

Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

® N

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
a. Layanan Peserta Didik
b. Layanan Satuan Pendidikan
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Layanan Substansi Pendidikan

Layanan Guru dan Tendik

Layanan Pendidikan Orang Tua/Keluarga
Layanan Kebudayaan

® ™o oo

Layanan Kebahasaan

B. PERMASALAHAN

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2014
menunjukkan keberhasilan yang nyata, namun masih terdapat banyak
permasalahan penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2015—
2019.

1. Permasalahan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan dan

kebudayaan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu
lima tahun mendatang akan diuraikan pada bagian berikut ini.

a. Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan belum Optimal,
meskipun sebagian pelaku sudah mengalami peningkatan peran
yang cukup besar di era sebelumnya. Pada masing-masing jenjang
pendidikan, ada pelaku yang masih kurang kuat peran dan
keterlibatannya. Sebagai contoh: dalam pendidikan dasar, peran
orang tua sering masih terbatas pada urusan administrasi dan
penyediaan sarana pribadi siswa saja; dalam pendidikan jenjang
menengah, para siswa belum menjadi subjek pendidikan atau
kurang dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran; penguatan
peran guru dan tenaga pendidikan masih terlampau menekankan
peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru.
Selain itu, penguatan peran pelaku pada keseluruhan jenjang
pendidikan juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari
ekosistem pendidikan.

b. Peran Pelaku Budaya belum Signifikan dalam Melestarikan
Kebudayaan Ketergantungan pada peran danbantuan pemerintah
dan pemerintah daerah masih cukup tinggi. Inisiasi pelaku
budaya masih banyak yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan
kurang tersinergi. Sementara itu peran pemerintah juga belum
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optimal dalam upaya memberdayakan serta melibatkan para
pelaku tersebut.
. Belum Semua Penduduk Memperoleh Layanan Akses PAUD
yang Berkualitas
Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan,
sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD yang baru
sebesar 68,1% pada tahun 2014. Kualitas penyelenggaraan PAUD
pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses,
antara lain dengan Standarisasi layanan PAUD.
. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas
belum Maksimal
Ketika Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun ditetapkan sebagai salah
satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya
masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan.
Permasalahan itu harus segera diatasi agar seluruh siswa yang
telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/MTs
dan paket Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan
menengah. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut.
1) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang
berkualitas belum maksimal
Meskipun capaian APK pendidikan dasar pada tahun 2012—
2013 telah di atas 100%, masih ada permasalahan dari segi
pemerataan baik sisi spasial maupun tingkat ekonomi. Dari
sisi spasial sebanyak 146 kabupaten dan kota (29,4%) masih
memiliki APM SD di bawah 95%, sedangkan sebanyak 169
kabupaten/kota (34%) masih memiliki APK SMP di bawah
95%. Dari sisi tingkat ekonomi, angka partisipasi penduduk
usia 13-15 tahun sangat dipengaruhi oleh kemampuan
ekonomi keluarga sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 di
bawah.
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Gambar 2.1 APS Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut
Kelompok Pengeluaran Keluarga, 2012

2)

3)

Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses
pendidikan menengah yang berkualitas

Belum semua anak usia 16-18 tahun memperoleh layanan
pendidikan yang berkualitas, sebagaimana ditunjukkan
pada Capaian APK SMA/MA/SMK yang masih rendah yaitu
sebesar 80% pada tahun 2014. Masih banyaknya kecamatan
yang belum memiliki SMA/MA/SMK menjadi penyebab
kantung-kantung putus sekolah. Saat ini 947 kecamatan
atau 13,9% kecamatan belum memiliki SMA/MA/SMK.
Demikian pula perbedaan kemampuan melanjutkan sekolah
antarkemampuan ekonomi sangat tinggi serta keterbatasan
fisik masih menjadi kendala. Hal ini sebagaimana terlihat
pada Gambar 2.1 di atas.

Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan
kebutuhan dunia kerja belum maksimal

Hasil layanan pendidikan SMK belum seperti yang
diharapkan, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat
pengangguran lulusan SMK yang relatif lebih rendah
dibandingkan dengan lulusan SMA yaitu 9,10% untuk SMA
dan 7,21% untuk SMK pada bulan Februari tahun 2014.
Selain itu, juga karena jumlah rata-rata penghasilan yang
tidak terlalu berbeda antara lulusan SMA dan SMK. Hal
ini menunjukkan belum signifikannya persepsi dunia kerja
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antara lulusan SMK dan SMA, sebagaimana dapat dilihat
pada Gambar 2.2. Ketidakselarasan antara dunia kerja dan
kualitas lulusan SMK merupakan salah satu faktor yang
mendorong rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia

kerja.
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Sumber: Susenas 2013
Gambar 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Pendapatan Per Bulan menurut Pendidikan
yang Ditamatkan, Agustus 2013

e. Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik
diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa.
Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran
di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga
tidak dapat menumbuhkan kreativitas dan daya kritis, dan
kemampuan analisis siswa. Selama ini kompetensi sebagai hasil
dari pembelajaran yang sangat penting untuk diukur dan dimiliki
siswa justru kurang diperhatikan. Hasil belajar siswa juga masih
belum menggembirakan. Pada Ujian Nasional (UN) tahun 2013,
hanya sekitar 56 siswa SMP/MTs dan 66% siswa SMA/SMK/
MA yang mencapai batas minimal nilai UN murni. Selain itu,
hasil UN masih sangat senjang baik dilihat secara antarsiswa,
antarsekolah, maupun antardaerah di samping mengindikasikan
terjadinya kesenjangan gender.

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 _
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Capaian mutu pendidikan Indonesia yang masih jauh di bawah
capaian negara maju atau bahkan di bawah negara-negara
tetangga Indonesia menjadi catatan dalam pembenahan mutu
pendidikan di Indonesia. Nilai PISA Matematika tahun 2012
menunjukan rata-rata capaian kompetensi siswa Indonesia
berada pada level 1. Kondisi ini mendudukkan Indonesia di
bawah Singapura, Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam,
sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3.

MATEMATIKA - PISA 2012
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Sumber: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2013
Gambar 2.3 Capaian Mutu Pendidikan Indonesia

Sementara itu, dalam hal kemahiran membaca, Indonesia
mendapat nilai rata-rata PISA Tahun 2012 sebesar 396. Posisi
Indonesia masih di bawah nilai rata-rata Malaysia (398) dan
Thiland (441) sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1 berikut.
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Tabel 2.1 Rata-Rata Nilai PISA Tahun 2012

Country Adjusted PISA Adjusted PISA Adjusted PISA | Adjusted PISA | Adjusted PISA
2000 results 2003 results 2006 results 2009 results 2012 results
Mean | S.E Mean | S.E Mean | S.E Mean | S.E Mean | S.E
Score Score Score Score Score
Japan 538 (3,4) 511 (3,5) 501 (3,5) | 520 (3,2) | 538 (3,4)
Korea 461 (21,9) 474 (21,5 560 (3,2) | 540 (2,9) | 461 (21,9)
Indonesia 373 (3,4) 390 (4,4) 396 (5,8) | 402 (3,1) | 396 (3,7)
Malaysia m m m m m m 412 (3,6) | 398 (2,9)
Singapore | m m m m m m 529 (1,1) | 542 (1,2)
Thailand 444 (2,7) 434 (3,4) 428 (2,4) | 424 (2,1) | 441 (2,5)
Sumber: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2013

Terdapat tiga faktor utama penyebab rendahnya kualitas proses

pembelajaran di Indonesia. Tiga faktor itu berkenaan dengan hal

berikut.

1) Rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan
Belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk
memenuhi SPM pendidikan dasar sebagai acuan dalam
pelaksanaan urusan wajib daerah. Sementara itu dalam
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 ditetapkan bahwa
setiap kabupaten dan kota wajib memenuhi SPM sekurang-
kurangnya dalam waktu 3 tahun setelah SPM tersebut
disahkan. Selain itu belum tersedianya SPM pendidikan
menengah mengakibatkan daerah belum memiliki acuan
dalam memenuhi urusan wajib pengelolaan pendidikan
menengah.
Sampai dengan tahun 2013 sebanyak 68,7% SD/MI
dan 62,5% SMP/MTs terakreditasi minimal B. Hal itu
menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan dasar
masih rendah, sedangkan di sisi lain kualitas layanan
pendidikan menengah belum merata antara SMA dan
SMK. Saat ini sebanyak 73,5% SMA/MA sudah terakreditasi
minimal B sementara hanya 48,2% kompetensi keahlian
SMK berakreditasi minimal B. Penyebab utama rendahnya
kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah berkaitan
dengan terbatasnya pemahaman sekolah akan kewajiban
untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di
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2)

3)

samping itu, peningkatan mutu layanan pendidikan belum
dirancang berdasarkan proses penjaminan mutu pendidikan
sehingga mutu pembelajaran sering tidak tepat sasaran dan
tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Lemahnya pelaksanaan kurikulum

Penerapan Kurikulum 2013 secara cukup masif pada
tahun 2014 secara berdampingan dengan Kurikulum 2006,
menimbulkan beberapa masalah. Kurikulum 2013 dinilai
sebagian pihak belum cukup dikaji dan belum mengalami uji
coba yang memadai untuk diterapkan secara demikian masif.
Masalah bertambah karena keterbatasan materi ajar serta
masih rendahnya pemahaman pendidik, kepala sekolah,
dan orang tua. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi
secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013.
Lemahnya sistem penilaian pendidikan

Sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan
terpercaya belum sepenuhnya terbangun. Hal ini antara
lain dapat dilihat dari belum adanya: (i) keandalan dan
kesahihan sistem ujian nasional; (ii) minimnya upaya
untuk memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang
independen; (iii) belum adanya peninjauan ulang atas peran,
struktur, dan sumber daya pusat penilaian pendidikan; (iv)
belum dimanfaatkannya hasil pemantauan capaian belajar
siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran
secara berkesinambungan; serta (v) terbatasnya kemampuan
pendidik dalam memberikan penilaian formatif.

f. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan
Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

1)

Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih
baik

Kondisi distribusi guru yang belum merata di daerah tidak
dapat semata-mata hanya dilihat dari rasio pendidik terhadap
siswa secara nasional yang telah baik/memadai. D1 sisi lain,
proses rekrutmen guru belum terintegrasi antardaerah
sehingga banyak daerah yang kelebihan guru sementara
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3)
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daerah lainnya mengalami kekurangan guru. Pemenuhan
kekurangan guru di daerah 3T akan sulit terlaksana karena
terbatasnya suplai guru. Keterbatasan distribusi guru antara
lain disebabkan oleh, (i) terbatasnya kapasitas pemerintah
kabupaten dan kota dalam mengelola perekrutan,
penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan
efisien; (ii) kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan
dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang
ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota; (iii) belum
terwujudnya efisiensi pemanfaatan guru melalui perbaikan
rasio guru-murid dan maksimalisasi beban mengajar; dan
(iv) minimnya kerja sama antara LPTK dan semua tingkat
pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru
yang merata.

Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus
ditingkatkan

Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme
guru masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini tidak
terdapat hubungan linier antara peningkatan kualifikasi dan
sertifikasi profesi pendidik terhadap hasil belajar siswa. Hal
ini antara lain disebabkan oleh, (i) belum diterapkannya
sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses
penilaian hasil belajar siswa; (ii) belum dilaksanakannya
penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan
berkesinambungan;  (iii) belum dipertimbangkannya
perbaikan desain program dan keselarasan disiplin
ilmu sebagai dasar peningkatan kualifikasi akademik
dan sertifikasi guru; serta (iv) belum dilaksanakannya
Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi
guru.

Kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru
berkualitas

Terbatasnya kualitas layanan pendidikan oleh LPTK
berdampak belum adanya perbaikan yang signifikan pada
peningkatan kualitas guru. Keterbatasan ini antara lain
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disebabkan oleh, (i) belum adanya reformasi LPTK secara
menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan
pendidikan keguruan; (ii) minimnya keterlibatan LPTK
dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan
analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten dan kota);
(iii) belum tersedianya mekanisme penjaminan kualitas
calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses
seleksi berdasarkan merit system; (iv) kurang maksimalnya
pelaksanaan program induksi dan pemantauan guru;
(v) belum dikembangkannya kurikulum pelatihan guru
yang responsif dengan kebutuhan aktual; dan (vi) belum
dilaksanakannya pendidikan profesi guru bagi calon guru
baru melalui pola beasiswa dan berasrama.

g. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan
Orang Dewasa (Pendidikan Masyarakat) belum Maksimal
Banyaknya lembaga kursus dan pelatihan yang terstandar tidak
menjamin meningkatnya kualitas pendidikan, keterampilan
kerja, dan keterserapan peserta didik di dunia kerja. Hal ini
disebabkan antara lain oleh, (i) belum diterapkannya Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); (ii) belum adanya revitalisasi
BLK dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas
pelatihan; (iii) rendahnya kualitas pendidikan nonformal,
khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja
muda; (iv) belum adanya jaminan standardisasi layanan lembaga
pendidikan dan pelatihan keterampilan; (v) belum selarasnya
pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah
dan swasta dilihat dari kebutuhan pembangunan daerah dan
DUDL

h. Pengentasan Keniraksaraan belum Merata
Keberhasilan menurunkan jumlah penduduk niraksara secara
signifikan, yang telah memenuhi target deklarasi Dakkar
tentang education for all, masih menyisakan masalah dalam
hal pemerataannya. Capaian keaksaraan tersebut belum merata
di seluruh provinsi terutama di daerah terdepan, terluar,



Pendahuluan

dan tertinggal (3T). Sebagai contoh, dapat disebutkan masih
tingginya angka niraksara di Provinsi Papua yang mencapai
30,93%. Terbatasnya kemampuan insan penyelenggara program
niraksara, kondisi geografis, dan jauhnya jarak tempat tinggal
menjadi kendala dalam mempercepat pengentasan niraksara.

i. Peningkatan Pendidikan Keluarga belum Seperti yang

Diharapkan

Saat ini program keluarga yang dilaksanakan melalui pendidikan
keorangtuaan baru berhasil menjangkau 45% kabupaten
dan kota. Selain itu, capaian keberhasilan itu pun belum
memadai karena baru terbatas pada pemangku kepentingan
untuk memberikan peningkatan wawasan. Wawasan tentang
pentingnya peran ayah dan bunda dalam mendidik anak sedini
mungkin, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mencegah
perilaku destruktif, memahani gizi dan pola hidup sehat
serta menerapkan pengarusutamaan gender. Program belum
menyentuh sasaran akhir serta belum meningkatkan peran
orang tua dalam mencapai hasil belajar yang optimal.

j. Rendahnya Mutu Kemahiran Membaca dan Semakin Punahnya

Penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah

Rendahnya mutu kemahiran membaca siswa di Indonesia
ditunjukkan antara lain, survei PISA Tahun 2012 dengan
perolehan nilai sebesar 396. Posisi Indonesia di bawah nilai rata-
rata Malaysia (398) dan Thailand (441). Kendala peningkatan
mutu kemahiran membaca siswa dipengaruhi oleh kompetensi
pendidik, standar mutu penggunaan bahasa pembelajaran,
sistem pembelajaran, dan sumber daya pembelajaran bahasa dan
sastra.

Ada masalah terkait dengan penanganan pembelajaran bahasa di
dunia pendidikan. Ada kecenderungan jika pembelajaran bahasa
berlangsung dengan baik dapat memacu bertambahnya jumlah
penutur yang berbahasa ibu bahasa Indonesia. Akibatnya,
penutur muda bahasa daerah semakin berkurang. Padahal,
bahasa dan sastra daerah masih perlu dilindungi dan dilestarikan
sebagai kekayaan bangsa yang multibahasa. Perlu diperhatikan
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tentang pengembangan budaya baca dan perluasan penggunaan
bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan
pengelolaan pemerintahan. Semangat penggunaan bahasa
Indonesia itu harus seiring dengan semangat menjaga dan
melindungi kekayaan bahasa dan sastra daerah.

Di sisi lain, sebagai salah satu unsur pemersatu bangsa,
bahasa Indonesia berperan penting dalam memperkukuh
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komunikasi
antarkelompok etnis dengan menggunakan bahasa Indonesia
dapat menjembatani kesenjangan pemahaman antarbudaya
sehingga bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai media
penyelesaian konflik antaretnis.

Persentase Penduduk menurut Bahasa Sehari-hari

Tahun 2010
Bahasa
Tidak Asimg
Terjawab 035% Bahata
0.26% Incdoiiin
19.94%
LEgRLE]
Lhaigr ah
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Sumber: Susenas 2010
Gambar 2.4 Persentase Penduduk menurut Bahasa Sehari-hari Tahun 2010

Dengan demikian, pengembangan dan pembinaan bahasa
Indonesia di daerah perlu tetap dilakukan dengan bertahap,
sistematis, dan berkelanjutan. Namun, tetap menjaga dan
melindungi kekayaan budaya lokal (bahasa daerah) serta
berupaya agar unsur-unsur bahasa daerah dapat diangkat
menjadi unsur pembentuk bahasa Indonesia.

Bahasa daerah/bahasa ibu dapat digunakan sebagai bahasa
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pengantar pendidikan bagi daerah yangbelum memahamiBahasa
Indonesia, sambil secara perlahan mengembangkan kepahaman
atas Bahasa Indonesia. Bertambahnya jumlah penutur yang
berbahasa ibu bahasa Indonesia dan yang berbahasa sehari-
hari bahasa Indonesia tidak terlepas dari posisi strategis bahasa
Indonesia bagi bangsa Indonesia, baik dalam politik maupun
ekonomi. Adapun yang menarik dari sensus penduduk tahun
2010 adalah munculnya fenomena penggunaan bahasa asing
sebagai bahasa sehari-hari (0,35%). Kondisi itu bisa jadi muncul
sebagai efek globalisasi yang menuntut penguasaan bahasa asing
sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing warga negara
di tingkat internasional. Sementara itu, kondisi riil yang ada pada
tahun 2010 masih terdapat 16,1 juta (7,5%) penduduk yang tidak
mampu berbahasa Indonesia. Hal itu menunjukkan kondisi
yang sangat bertolak belakang. Sebagian kecil (0,35%) penduduk
Indonesia sudah siap memasuki daya saing tingkat Internasional,
tetapi di sisi lain sebagian penduduk Indonesia (7,5%) tidak siap
memasuki daya saing bahkan, pada tingkat nasional sekali pun.
. Gejala Memudarnya Karakter Siswa dan Jati Diri Bangsa
Peningkatan kasus-kasus narkotika, perkelahian antarpelajar,
antarkelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan
sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan, dan
pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa.  Demikian
pula halnya dengan menurunnya kualitas pembelajaran dan
pendidikan serta menurunnya mutu penggunaan bahasa
Indonesia dalam aktivitas keseharian yang disertai dengan
menurunnya kecintaan terhadap produk dalam negeri
menunjukan semakin lemahnya jati diri bangsa dalam
menjunjung sifat saling menghargai keragaman, toleransi, etika,
moral, dan gotong royong. Keterbukaan informasi memang
membawa banyak kemajuan, tetapi juga membuka akses yang
luas ke berbagai muatan informasi yang tidak sesuai dengan
karakter Indonesia.

Pemerintah selama ini telah melakukan wupaya untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya
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karakter siswa dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman
dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-
hari. Namun berbagai permasalahan masih dihadapi antara
lain, adanya kecenderungan: (i) menurunnya pemahaman,
penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari; (ii) menurunnya kualitas penggunaan
bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri;
(iii) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-
nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap
adat, tradisi, dan kepercayaan; (iv) menurunnya daya juang
dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan
toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya
konflik sosial; (v) menguatnya nilai-nilai priomordialisme dan
fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.

1. Minimnya Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya
Rendahnya apresiasi seni dan karya budaya yang ditunjukkan
dengan tingginya tingkat pembajakan karya seni dan budaya.
Keterbatasan sarana dan prasarana budaya merupakan salah
satu kendala dalam membangun menghasilkan seni dan karya
budaya. Minimnya kepedulian daerah dalam membangun
kecintaan pada budaya lokal membuat seni dan karya budaya
lokal semakin terpinggirkan.

m. Pelestarian Warisan Budaya belum Efektif
Banyaknya warisan budaya yang dicuri, hilang, atau diakui pihak
lain menunjukkan masih minimnya peran pemerintah dalam
melindungi kekayaan warisan budaya. Basis data yang belum
jelas membuat pemerintah kesulitan dalam mengelola seluruh
warisan budaya. Rendahnya diplomasi budaya Indonesia ke
dunia internasional membuat banyak warisan budaya Indonesia
yang dimiliki oleh negara lain hilang begitu saja.

n. Belum Optimalnya Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya
Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi
budaya dan hubungan kerja sama internasional pada
bidang kebudayaan antara lain, (i) terbatasnya pengetahuan
masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesia sehingga
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representasi budaya Indonesia di luar negeri dan apresiasi
terhadap kebudayaan Indonesia masih terbatas; (ii) terbatasnya
pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antardaerah
sehingga diperlukan promosi budaya untuk meningkatkan
rasa persatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya
bangsa; dan (iii) belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian
bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya
keikutsertaan pelaku budaya dari Indonesia pada even budaya
di luar negeri. Di samping itu pemanfaatan promosi budaya
dengan menggunakan berbagai media, baik nasional maupun
internasional, belum optimal.

. Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan belum Maksimal
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya
kebudayaan antara lain, (i) terbatasnya manusia kebudayaan
yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan
profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah,
kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya
regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang
yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga
dalam tata kelola di bidang kebudayaan, baik pada tingkat
pusat maupun daerah; (ii) belum optimalnya hasil penelitian
dan pengembangan kebudayaan; (iii) terbatasnya sarana dan
prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi; (iv)
terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan;
(v) belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang
dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan
dan pengambilan kebijakan; (vi) belum optimalnya koordinasi
antarinstansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya
kerja sama antarpihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.
. Pemanfaatan Anggaran Pendidikan belum Efektif dan Efisien
Penerapan anggaran 20% APBN belum dapat sepenuhnya
dinikmati masyarakat. Proses penggunaan anggaran pendidikan
yang berasal dari APBN melalui mekanisme transfer daerah
belum sepenuhnya transparan dan belum berdampak langsung
pada peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah.
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Meskipun belanja pemerintah untuk pendidikan meningkat
hampir tiga kali sejak tahun 2001, masih terjadi inefisiensi
dalam pembiayaan pendidikan antara lain, (i) pengelolaan dan
distribusi guru yang kurang baik; (ii) rasio guru dan murid yang
makin rendah; (iii) pemanfaatan BOS lebih banyak untuk guru
dibandingkan dengan peningkatan kualitas pembelajaran; (iv)
penggunaan belanja transfer ke daerah melalui DAU dan DAK
untuk bidang pendidikan belum optimal; dan (v) pengeluaran
untuk guru meningkat karena bertambahnya jumlah guru dan
jenis pengeluaran (termasuk karena sertifikasi).

q. Belum Optimalnya Tata Kelola Organisasi Kemendikbud
Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja
instansi tetap merupakan agenda utama kementerian ke depan.
Kementerian harus menjaga agar kualitas Laporan keuangan
Kemendikbud tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian
pula dengan akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian/
lembaga dengan kategori B (baik) memberi celah kepada
kementerian untuk terus meningkatkan kinerja dari perencanaan
hingga pelaksanaan program kerja dan anggaran. Konsistensi
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk
mendorong Kemendikbud menjadi kementerian yang selalu
memberikan layanan prima kepada masyarakat, menjadi wilayah
bebas korupsi dan transparan kepada publik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan terkait dengan 8 area perubahan tersebut antara

lain:

1. Manajemen Perubahan
Birokrasi yang ada saat ini sudah terjadi perubahan antara
lain dalam bidang keterbukaan informasi, layanan publik,
pemanfaatan IT, koordinasi antar unit, penataan SDM, dan
budaya kerja, namun untuk lebih memaksimalkan kondisi
organisasi lebih baik masih perlu ditingkatkan untuk
tercapaiannya reformasi birokrasi secara optimal.
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Penguatan Pengawasan

Satuan Pengawasan Intern pada satuan-satuan kerja di
lingkungan Kemendikbud belum berperan dan kurang dapat
menjalankan mandatnya secara optimal. SPI belum mampu
menjalankan perannya sebagai mitra pimpinan satuan kerja
yang memberikan masukan dan kontribusi pemikiran/
gagasan positif untuk peningkatan kinerja secara optimal.
Hasil pengawasan yang dilakukan SPI belum menjadi bahan
dan referensi utama bagi pimpinan satuan kerja dalam
mengambil kebijakan.

Kapasitas SDM pengawasan perlu ditingkatkan agar dapat
berperan sebagai konsultan manajemen (Consultant) dan
penjamin mutu (Quality Assurance). Berdasarkan amanat
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah, maka Inspektorat
Jenderal dan Satuan Pengawasan Intern tidak hanya berperan
sebagai pengawas tetapi juga membantu satuan kerja dalam
hal konsultasi dan penjaminan mutu. Namun demikian
hal tersebut belum dapat diwujudkan karena keterbatasan
kemampuan dan kompetensi aparatur pengawas.

Belum dapat diselenggarakannya kegiatan pencanangan
(launching) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi di lingkungan Kemendikbud. Pencanangan akan
segera dilaksanakan sebagai wujud komitmen yang tinggi
dari jajaran pimpinan Kemendikbud untuk mencegah
tindak pidana korupsi. Namun demikian Kemendikbud
sesungguhnya telah melakukan berbagai program untuk
mewujudkan Zona Integritas tetapi belum dilakukan
seremoni pencanangannya.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Sampai dengan saat ini kualitas laporan akuntabilitas kinerja
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
masih relatif rendah mengingat bahwa laporan tersebut
belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini
disebabkan oleh ukuran kinerja organisasi yang belum jelas,
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dan Indikator Kinerja Utama masih belum tersusun secara
jelas dan spesifik.

Penguatan Kelembagaan

Masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit
kerja pada unit utama serta masih terdapatnya besaran
organisasi unit pelaksana teknis yang tidak sesuai dengan
beban kerja yang harus dilaksanakan. Dalam tataran
implementasi, masih terdapat beberapa program/kegiatan
yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya,
terdapatnya ketidakseimbangan beban kerja antar bagian
pada sekretariat unit utama, serta kurang berimbangnya
penjabaran tugas dan fungsi ke dalam program/kegiatan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
dibandingkan dengan program/kegiatan fasilitasi pada
direktorat.

Dengan adanya kebijakan pengalihan urusan pendidikan
menengah dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana
tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah perlu didukung dengan penataan
kelembagaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
sesuai dengan kewenangannya agar penyelenggaraan
urusan pendidikan di daerah dapat dilaksanakan sesuai
dengan sasaran strategis pendidikan dan kebudayaan tahun
2015-2019. Sesuai dengan Pasal 211 ayat 2 UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian/
LPNK termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
harus membuat pedoman organisasi pengelola pendidikan
dan kebudayaan di daerah. Pedoman yang ada saat ini
perlu disempurnakan sesuai dengan pengaturan urusan
sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Penguatan Tata Laksana

Dalam bidang tatalaksana masih didapati beberapa
pelaksanaan program dankegiatan dilingkungan Kemdikbud
belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku
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dan terstandarisasi. Hal ini berakibat pada layanan yang
seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus
berjalan tanpa proses yang pasti karena terdapat sistem
tata laksana yang baik. Penerapan e-government telah
dilaksanakan pada beberapa layanan Kemdikbud, namun
demikian pemanfaatannya belum efektif dan efisien. Selain
itu management kearsipan berbasis TIK belum berjalan
baik dan belum diterapkan di semua unit utama.
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
SDM Kemendikbud secara kuantitas berlebih namun secara
kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara
kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi,
belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan
kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan
kepegawaian berdasarkan kinerja. Permasalahan lainnya
terkait dengan data/informasi kepegawaian, yakni
kurangnya kesadaran dan partisipasi unit kerja dalam
mengelola data-data kepegawaiannya sehingga berpengaruh
pada tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan
pemanfaatannya secara terpadu.
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
Masih ada peraturan perundang-undangan bidang
pendidikan dan kebudayaan yang belum harmonis,
belum adanya peta peraturan perundang-undangan yang
dibutuhkan, masih adanya peraturan perundang-undangan
yang telah selesai masa berlakunya tetapi belum ada
peraturan pencabutan atau penggantinya, dan masih terjadi
implementasi peraturan perundang-undangan yang tidak
sesuai dengan harapan.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
a. Layanan Peserta Didik
1) Sistem layanan perizinan Siswa WNI dan WNA
seringkali terkendala jaringan sehingga proses
sedikit terhambat dan ini memerlukan tindakan
maintanance atau perbaikan secara terus meneru;
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2)

3)

4)

Kapasitas SDM dan pengawasan perlu ditingkatkan
agar dapat berperan dalam penjamin mutu terpadu
(Integrated Quality Assurance);

Standar, Norma dan Prosedur untuk program
Teaching Factory belum ada untuk menjebatani
hubungan antara sekolah dan siswa dengan pihak
DUDIL

Penerapan kurikulum 2013 terkendala dengan
masih kurangnya aspek pedagogi kompetensi
guru sehingga tujuan pembelajaran  sulit
dicapai. Hal ini disebabkan masih kurangnya
metode dan pendekatan pembelajaran yang bisa
menumbuhkembangkan karakter dan budi pekerti
peserta didik.

b. Layanan Satuan Pendidikan

C.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan
dasar yang berkualitas belum maksimal;

Belum seluruh penduduk memperoleh layanan
akses pendidikan menengah yang berkualitas;
Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri;
Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan
kebutuhan dunia kerja belum maksimal;
Rendahnya  Jaminan  Kualitas  Pelayanan
Pendidikan;

Lemahnya Pelaksanaan Kurikulum.

Layanan Substansi Pendidikan

Pendidikan saat ini belum membentuk kepribadian

peserta didik secara utuh dalam pembekalan ilmu

pengetahuan, sikap dan perilaku, yang ditandai dengan:

masih kurangnya keselarasan luaran pendidikan dan

kebutuhan dunia kerja terutama dari sisi kompetensi,

jumlah dan sebaran; kurang diperhatikannya

kebutuhan tenaga kerja dan potensi daerah, nasional

dan internasional dalam perencanaan pembangunan

pendidikan.
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d. Layanan Guru dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Adapun masalah dan kendala yang dighadapi dalam
layanan PTK antara lain: distribusi pendidik dan tenaga
Kependidikan masih belum ideal (1:20 untuk Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta 1:14 untuk
Sekolah Menengah); kualifikasi dan profesionalisme
pendidik dan tenaga kependidikan belum seluruhnya
terpenuhi,  belum  melembaganya  pemberian
penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan, belum terpemenuhinya kesejahteraan
pendidik dan tenaga kependidikan, dan belum
tersedianya sistem informasi dan manajemen pendidik
dan tenaga kependidikan yang memadai. Disamping itu
kewenangan pengelolaan dan pembinaan profesi guru
tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga layanan guru
dan tenaga kependidikan belum bisa maksimal.

e. Layanan Kebudayaan
Dalam melaksanakan berbagai program peningkatan
pelayanan kebudayaan ini, terdapat beberapa kendala
berkaitan dengan (1) ketersediaan peraturan dan sistem
manajerial atau prosedur operasional standar (POS)
yang berskala nasional untuk masing-masing program
(2) ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
dalam rangka menunjang kegiatan operasional
pelaksanaan program (3) ketersediaan SDM pengelola
sistem aplikasi maupun tenaga ahli yang kompeten di
bidangnya.

f.  Layanan Kebahasaan
Ada berbagai permasalahan yang dihadapi terkait
dengan BIPA sebagai aspek utama. Permasalahan
tersebut, adalah:

1) Belum terpetakannya data dan kondisi lembaga-
lembaga penyelenggara BIPA di dalam dan luar
negeri;
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2) Jumlah dan mutu sumber daya manusia pengajar
BIPA belum memadai;

3) Kurikulum dan bahan ajar BIPA belum terstandar
dan memadai;

4) Fasilitasi pengembangan dan pembentukan pusat-
pusat pembelajaran BIPA di luar negeri belum
optimal;

5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) dalam pengelolaan BIPA belum optimal;

6) Promosi BIPA di dalam dan luar negeri belum
optimal, serta perumusan kebijakan dan regulasi
tata kelola penyelenggaraan BIPA belum optimal.

C. UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, langkah-langkah

pembenahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan
melalui pembentukan Tim Manajemen Perubahan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, penyusunan strategi manajemen
perubahan dan strategi komunikasi, serta sosialisasi dan internalisasi
budaya kerja sesuai dengan tata nilai Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

2. Penguatan Pengawasan
Inspektorat Jenderal terus melakukan upaya pendampingan
dan peningkatan kompetensi Satuan Pengawasan Intern secara
berkesinambungan dari tahun ke tahun sejak 2009. Berbagai
tema telah didiskusikan dan dibahas secara intensif dalam rangka
memperkaya wawasan anggota Satuan Pengawasan Intern. Upaya
ini akan terus dilakukan dan ditingkatkan efektivitasnya hingga
mencapai kadar kompetensi yang memadai.
Upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM pengawasan terus
dilakukan dalam rangka memberdayakan hingga mampu
menjalankan peran sebagai konsultan dan penjamin mutu. SDM
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pengawasan terus didorong untuk meningkatkan kemampuan
menulis essay dan karya ilmiah, memberikan sosialisasi, dan
membimbing para auditan secara teknis dalam bidang tertentu
seperti penyusunan laporan keuangan dan pengadaan barang/jasa.
Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal akan bekerja sama
untuk mengorganisir kegiatan Pencanangan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi. Mendikbud akan mencanangkan secara
langsung disaksikan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi,
Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian PAN dan RB.
Pencanangan ini akan dinilai sebagai wujud komitmen yang tinggi
dan jelas dari Kemendikbud untuk mencegah dan memberantas
korupsi.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui penyempurnaan
Rencana Strategis (Renstra) unit kerja, penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada Renstra, penyusunan
Penetapan Kinerja (PK) di lingkungan unit kerja yang mengacu
pada Renstra, RKT, dan IKU yang telah ditetapkan, penyempurnaan
penyajian informasi kinerja dalam LAKIP unit kerja, peningkatan
kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja
di seluruh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang berkinerja dan
akuntabel.

Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan melalui penataan tugas, fungsi, dan organisasi unit
utama dan unit pelaksana teknis dengan pembagian kewenangan
yang jelas antar masing-masing unit kerja. Penguatan kelembagaan
mengacu pada visi dan misi Kabinet Kerja 2015-2019 (Nawa Cita)
serta RPJMN dan rencana strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Penyusunan pedoman organisasi pengelola pendidikan dan
kebudayaan di daerah yang meliputi kriteria dan model-model
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sesuai dengan pembagian urusan sebagaimana diamanatkan
dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
memperhatikan sasaran strategis pendidikan dan kebudayaan tahun
2015-2019.
5. Penguatan Tata Laksana
Beberapa usulan untuk pemecahan masalah tersebut, antara
lain a) penyempurnaan dan penyusunan peta bisnis proses
Kemdikbud dan standar operating prosedure (SOP); b) penguatan
penerapan e-government khususnya untuk sistem pendataan,
sistem kepegawian, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan; c¢) pengembangan sistem dan
implementasi persuratan online (e-office) pada seluruh unit utama.
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Pada tahun 2010-2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
telah mengupayakan Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur
yang menghasilkan suatu pedoman untuk menempatkan seseorang
pada jabatan tertentu sesuai dengan kompetensinya. Namun selama
5 tahun tersebut, penerapan sistem penataan SDM aparatur tersebut
masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan. Proses tersebut
harus berlanjut, sehingga pada tahun 2015-2019 Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan menyusun rencana kerja yang bersifat
utama (main) dan dukungan (supporting) untuk memperkuat
sistem manajemen SDM aparatur yang telah digulirkan 5 tahun lalu.
Upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah
peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur melalui
pelatihan, diklat, seminar/sosialisasi, workshop, dan fasilitasi yang
didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang baku. Selain itu,
secara periodik Training need assessment dilakukan dan dievaluasi,
serta penerapan sistem reward dan punishment agar terbentuk
disiplin dan kinerja SDM aparatur sehingga akan berdampak pula
pada produktivitas organisasi dan peningkatan kesejahteraan SDM
aparatur. Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung efektivitas
layanan adalah pelibatan secara aktif unit kerja dalam mengelola
database kepegawaian/profil pegawai dalam bentuk peningkatan
kompetensi administrator unit kerja, penjadwalan pemutakhiran
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data secara periodik, dan pengendalian data oleh pengelola sistem

secara tertib, serta pengintegrasian sistem yang telah dibangun

dengan pihak terkait (BKN, Kementerian PAN-RB, dan antarunit

utama).

Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Penguatan peraturan perundang-undangan di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui

pemetaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan/

membuat program legislasi Kementerian mengenai peraturan

perundang-undangan yang akan disusun (ditetapkan) setiap

tahunnya, menyusun rancangan peraturan perundang-undangan

dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan menyusun

rancangan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi

kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:

a. Layanan Peserta Didik
Upaya yang dilakukan dengan bantuan TIK, layanan akan
menjadi lebih responsif, lebih informatif, lebih mudah
digunakan, lebih terkoordinasi, lebih terbuka, lebih sederhana,
dan lebih efisien.

b. Layanan Satuan Pendidikan
Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas
layanan  satuan pendidikan diantaranya mempercepat
peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk
memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam
memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang
berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah; menurunkan kesenjangan
partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi,
antarwilayah dan antar jenis kelamin dengan memberikan
pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu.

c. Layanan Substansi Pendidikan
Peningkatan kualitas pelayanan substansi pendidikan di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dilakukan melalui pengayaan materi pembelajaran dengan
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pendidikan Karakter, Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan,
pembangunan sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman
(rumah belajar), serta pengembangan sistem pembelajaran dan
berbagi materi.

d. Layanan Guru dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan kendala
dalam Peningkatan kualitas pelayanan pendidik dan tenaga
kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan
pendidik dan tenaga kependidikan, penataan layanan sertifikasi
pendidik, peningkatan kualifikasi dan profesionalisme
berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan,
pemberian penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan, pemenuhan kesejahteraan pendidik dan
tenaga kependidikan, dan pengembangan sistem Informasi dan
manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Disamping itu
diperlukan koordinasi antara Pemerintah dengan Pemerintah
Daerah dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan profesi
guru.

e. Layanan Kebudayaan
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan beberapa
langkah pembenahan. Pertama, untuk memiliki peraturan
perundangan dan prosedur operasional yang terstandar,
harus dimiliki data menyeluruh dari seluruh kegiatan
yang ada berkaitan dengan kondisi setempat, tata cara dan
efektifitas pelayanan serta pemutakhiran teknologi informasi
yang dibutuhkan. Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana
penunjang program dapat diwujudkan melalui program
pengadaan untuk kelengkapan yang sudah usang dan tidak
layak pakai dalam pelayanan kebudayaan. Ketiga, dalam rangka
peningkatan mutu SDM pengelola kebudayaan, diharapkan
dapat dilakukan program-program pelatihan dan pengenalan
mekanisme kerja yang efektif dalam meningkatkan loyalitas,
efektifitas, dan mutu SDM pengelola kebudayaan termasuk
dari awal proses perekrutan kerja.
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f. Layanan Kebahasaan

Beberapa langkah pembenahan, adalah sebagai berikut:
1) perlu dilakukan pemetaan terhadap lembaga-lembaga
penyelenggara BIPA baik di dalam maupun di luar negeri
untuk mengetahui data dan kondisi penyelenggara BIPA; 2)
Perlu dilakukan berbagai program dan kegiatan pelatihan
untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia
pengajar BIPA yang sangat penting bagi kemajuan pengajaran
BIPA; 3) perlu dilakukan upaya standardisasi kurikulum dan
bahan ajar BIPA agar memadai bagi pengajaran BIPA; 4) perlu
dilakukan optimalisasi kerja sama dalam rangka fasilitasi
pengembangan dan pembentukan pusat-pusat pembelajaran
BIPA di luar negeri sesuai dengan Renstra Badan Bahasa; 5)
perlu dilakukan upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan dan
peningkatan program BIPA, misalnya dalam bentuk BIPA
Daring; 6) perlu upaya optimalisasi berbagai program dan
sarana untuk mempromosikan BIPA baik di dalam maupun
di luar negeri. Di samping itu, terkait dengan penyelenggaraan
BIPA perlu adanya perumusan kebijakan dan regulasi tata
kelola.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan
langkah-langkah konkrit pembenahan yang diwujudkan dalam rencana
aksi reformasi birokrasi pada beberapa area perubahan sebagimana
telah dipetakan pada tabel di bawah ini.

NO PERMASALAHAN YANG DIHADAPI RENCANA AKSI PADA AREA REFORMASI
BIROKRASI
1 Belum optimalnya tata kelola organisasi Manajemen perubahan

Kemendikbud
Penataan peraturan perundang-undangan

Penataan dan penguatan organisasi

Penataan tata laksana

Penataan sistem manajemen SDM aparatur

2 Pemanfaatan anggaran pendidikan belum Penguatan pengawasan,
efektif dan efisien

Penguatan akuntabilitas kinerja

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian
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NO

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

RENCANA AKSI PADA AREA REFORMASI
BIROKRASI

Belum semua penduduk memperoleh layanan
akses PAUD yang berkualitas

Pemenuhan hak terhadap pelayanan
pendidikan dasar yang berkualitas belum
maksimal

Belum seluruh penduduk memperoleh
layanan akses pendidikan menengah yang
berkualitas

Peningkatan kualitas layanan satuan
pendidikan

Gejala memudarnya karakter siswa dan jati
diri bangsa

Peningkatan kualitas layanan peserta didik

Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata
secara lebih baik

Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme
guru masih harus ditingkatkan

Kurangnya kapasitas LPTK dalam
menyediakan guru berkualitas

Peningkatan kualitas layanan PTK

10

Relevansi pendidikan menengah kejuruan
dengan kebutuhan dunia kerja belum
maksimal

11

Rendahnya Jaminan Kualitas Pelayanan
Pendidikan

12

Lemahnya Pelaksanaan Kurikulum

13

Lemahnya Sistem Penilaian Pendidikan

14

Peningkatan keterampilan kerja dan
penguatan pendidikan orang dewasa
(pendidikan masyarakat) belum maksimal

15

Pengentasan keniraksaraan belum merata

16

Peningkatan pendidikan keluarga belum
seperti yang diharapkan

Peningkatan kualitas layanan substansi
pendidikan

17

Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya
budaya

18

Pelestarian warisan budaya belum efektif

19

Belum optimalnya promosi, diplomasi, dan
pertukaran budaya

20

Pengembangan sumber daya kebudayaan
belum maksimal

Peningkatan kualitas layanan kebudayaan

21

Rendahnya mutu kemahiran membaca dan
semakin punahnya penggunaan bahasa dan
sastra daerah

Peningkatan kualitas layanan kebahasaan
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D. EVALUASI DELAPAN AREA PERUBAHAN

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
telah dilaksanakan sejak tahun 2013 di bawah koordinasi Inspektorat
Jenderal. PMPRB mengevaluasi dua komponen yaitu pengungkit dan
hasil. Delapan area perubahan diasumsikan mampu menjadi faktor
pengungkit yang akan berimplikasi pada hasil-hasil yang positif yaitu
meningkatnya kinerja, terbebasnya institusi dari praktek korupsi, dan
meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dari hasil evaluasi PMPRB
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Inti dari manajemen perubahan adalah terinternalisasikannya

nilai-nilai budaya kerja Kemendikbud (Corporate Culture) yang

terdiri dari amanah, profesional, visioner, berkeadilan, inklusif, dan
demokratis. Dalam hal ini masih banyak aparatur Kemendikbud
yang belum memahami nilai-nilai budaya kerjanya apalagi
menerapkannya. Oleh karena itu program manajemen perubahan
harus berupaya lebih inovatif untuk membuat para pegawai
memahami dan menerapkan budaya kerja Kemendikbud.

2. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Manajemen organisasi Kemendikbud perlu didukung legalitasnya

melalui peraturan perundang-undangan yang sinkron dan tidak

tumpang tindih atau berbenturan satu sama lain. Penataan peraturan
telah memperlihatkan layanan produk hukum melalui laman

Kemendikbud sesuai dengan kategori jenis peraturan dan tahun

sehingga memudahkan publik yang memerlukannya, namun perlu

dilakukan upaya untuk menunjukkan pemetaan yang menjamin
kesinkronan antar peraturan yang ada.
3. Penguatan Kelembagaan

Organisasi Kemendikbud harus dirancang sedemikian rupa agar

semakin menunjukkan kekayaan fungsi dan miskin struktur.

Citra publik tentang struktur organisasi instansi pemerintah yang

gemuk dan kompleks harus dapat dirubah. Saat ini Kemendikbud

telah melakukan proses restrukturisasi dengan mengurangi unit
utamanya yang semula 10 unit menjadi 8 unit. Hal ini juga sudah

didukung dengan regulasi yaitu Permendikbud No 11 Tahun 2015
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud.

4. Penguatan Tata Laksana
Ketatalaksanaan berfokus pada upaya penyempurnaan proses
bisnis agar menjadi semakin efektif. Saat ini peta proses bisnis
baru bisa diselesaikan hingga level Unit Pelaksana Teknis dan
belum menyentuh Unit Utama. Penyelesaian seluruh peta proses
bisnis sangat penting karena hasilnya akan menjadi dasar dalam
penyempurnaan Prosedur Operasional Standar di lingkungan
Kemendikbud.

5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Penataan sistem manajemen SDM merupakan aspek dengan
poin tertinggi dalam reformasi birokrasi. Kemendikbud telah
melaksanakan banyak reformasi kepegawaian antara lain analisis
jabatan, analisis beban kerja, promosi jabatan secara terbuka, seleksi
CPNS dengan metode Computer Assisted Test, dan asesmen pegawai.
Namun demikian saat ini proses redistribusi pegawai masih belum
dapat diselesaikan.

6. Penguatan Pengawasan
Penguatan pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan antara
lain dengan membangun sistem pengendalian gratifikasi, pelaporan
pelanggaran (Whitle Blower), pelaporan harta kekayaan, penguatan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, peningkatan kompetensi
SDM pengawasan, pendampingan penyusunan laporan keuangan,
percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, dan lain-
lain. Hal yang belum dilakukan adalah pencanangan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kemendikbud meliputi proses terpadu terdiri dari perencanaan,
penetapan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Saat
ini tengah dikembangkan sistem berbasis elektronik untuk
mempermudah dan memperluas akses ke dalam SAKIP
Kemendikbud.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kemendikbud telah berupaya untuk meningkatkan kualitas
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pelayanan publiknya antara lain dengan membentuk Unit Layanan
Terpadu berfasilitas modern agar dapat menerima publik dan
melayaninya dalam suasana yang nyaman. Pendayagunaan fasilitas
teknologi informasi dan komunikasi perlu terus ditingkatkan serta
kejelasan prosedur agar diinformasikan secara transparan kepada
publik demi meningkatkan kepuasan mereka.

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 _
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RENCANA AKSI PROGRAM
DAN KEGIATAN REFORMASI
BIROKRASI

Pada bagian ini setiap program/kegiatan akan dijelaskan,
mencakup pencapaian program/kegiatan, rencana, kriteria keberhasilan,
agenda prioritas, waktu pelaksanaan dan tahapan kerja, penanggung
jawab, serta rencana anggaran.

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen perubahan (change management) merupakan
pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi
dengan kinerja lebih baik. Perubahan merupakan pergeseran organisasi
dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Dalam
organisasi, perubahan tersebut meliputi struktur, proses, orang, pola
pikir, dan budaya kerja. Perubahan sebagaimana yang diinginkan
reformasi birokrasi bukanlah proses sederhana. Di samping itu,
perubahan berpeluang memunculkan resistensi pada individu di dalam
organisasi. Transparansi proses, komunikasi dan keterlibatan semua
pihak dalam proses perubahan akan dapat mengurangi resistensi. Hal-
hal tersebut merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan dan
sasaran reformasi yang memiliki kegiatan dan sasaran yang besar.

Kondisi saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik
semakin meningkat, baik dari sisi kecepatan, ketepatan, maupun
biaya. Sehingga dengan adanya standar layanan yang ditetapkan oleh
kementerian, meningkatnya pemahaman staf terhadap tugas dan

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 _



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan pemangku kepentingan serta
lebih optimal dengan memanfaatan teknologi informasi yang telah
tersedia, diharapkan tuntutan masyarakat tersebut dapat di penuhi.
Standar layanan yang di tetapkan Kementerian diantaranya membentuk
unit layanan terpadu yang merupakan unit pelayanan publik dalam satu
atap yang mengintegrasikan layanan dari unit-unit utama Kemendikbud
yang berbasis IT. Kemudian untuk lebih meningkatkan pemahaman
pegawai terhadap berbagai kebijakan Kementerian melakukan sosialisasi
tersebut melalui media luar ruang, media sosial, laman dan bahan cetak
lainnya serta workshop manajemen perubahan.

Dalam pengembangan pendidikan pemerintah telah melakukan
upaya peningkatan akses, peningkatan mutu layanan, dan peningkatan
daya saing di semua jenjang pendidikan. Upaya tersebut tentunya
akan berimplikasi pada perlunya perubahan budaya kerja yang
berorintasi pada pelayanan. Perubahan cara kerja Kemendikbud yang
mengedepankan kebutuhan masyarakat bukan kepada pasokan sumber
daya yang dimiliki dalam menyusun rencana dan anggaran seperti
yang terjadi saat ini perlu mendapat perhatian. Hal ini tentunya budaya
kerja yang sudah mulai terbangun perlu ditingkatkan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat melalui penguatan interaksi dengan masyarakat.

Keputusan dalam pemanfaatan TIK di setiap pelayanan
Kemendikbud menyebabkan pola kerja menjadi berubah disesuaikan
dengan nilai tambah teknologi tersebut yang memungkinkan untuk
memberikan layanan 4A (any one, any where, any time, any channel/
devise). Adanya kebijakan untuk melakukan integrasi proses dan berbagi
sumber daya menyebabkan perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola
tindak yang mengedepankan pemahaman bahwa semua adalah milik
Kemendikbud untuk Kemendikbud bukan milik masing-masing unit.

Oleh karena itu, perlu diperlukan pengelolaan terhadap perubahan
secara menyeluruh dan berjenjang. Dengan demikian reformasi birokrasi
Kemendikbud dapat berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah
ditetapkan. Untuk itu, perlu disusun program manajemen perubahan
Kemendikbud sebagai pedoman bagi semua unit di Kemendikbud dalam
melaksanakan perubahan. Penyusunan program manajemen perubahan
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itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.

1. Capaian
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan
berbagai kegiatan yang mengarah pada peningkatan akses,
peningkatan layanan dan peningkatan daya saing. Kegiatan
yang telah dicapai oleh Kemendikbud antara lain:

a. Terbitnya Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan yang akan dilanjutkan dengan penataan
pegawai. Manfaat yang dapat dirasakan oleh pegawai dan
pemangku kepentingan ialah adanya kejelasan tugas dan fungsi
organisasi yang mencerminkan visi dan misi Kemendikbud
dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, dan
efisien;

b. Telah diterbitkan Permendiknas No 15 Tahun 2010 tentang
Standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan Permendiknas
No 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria di Bidang Pendidikan, yang merupakan pedoman dan
panduan dalam memberikan layanan prima pendidikan kepada
para pemangku kepentingan. Dengan telah diterbitkannya
peraturan Menteri tersebut dapat memberikan manfaat kepada
para pemangku kepentingan untuk mendapatkan layanan
pendidikan bermutu sesuai standar yang telah ditetapkan;

c. Dalam rangka merubah pola pikir dan budaya kerja pegawai
Kemendikbud, khususnya pegawai yang memberikan layanan
langsung kepada masyarakat telah dilakukan berbagai pelatihan
peningkatan kompetensi SDM. Kegiatan-kegiatan pelatihan
yang telah dilakukan, diantaranya pelatihan pelayanan prima
bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal, tahun 2014-
2015. Workshop budaya kerja bagi pegawai di lingkungan
Direktur Pendidikan Menengah tahun 2011, worksop bagi
petugas unit layanan terpadu tahun 2015. Dengan meningkatnya
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kompetensi SDM, diharapkan dapat memberikan manfaat
berupa peningkatan kualitas pelayanan prima kepada pemangku
kepentingan;

d. Adanya komunikasi yang intensif dari para pengambil kebijakan
terhadap seluruh pegawai juga telah dilakukan. Dengan adanya
komunikasi yang intensif, akan memberikan manfaat berupa
terciptanya alur informasi yang baik dari/dan kepada pemangku
kepentingan;

e. Pada tahun 2010 telah dirumuskan budaya kerja yang disajikan
dalam bentuk buku saku dan diharapkan pada tahun 2015-
2019 dapat ditingkatkan penerapannya. Budaya kerja yang telah
dirumuskan dapat dijadikan sebagai pedoman perubahan di
Kemendikbud. Manfaat yang diperoleh ialah melalui perumusan
budaya kerja baru pegawai Kemendikbud akan memiliki karakter
unggul yang selaras dengan visi dan misi Kemendikbud;

f. Pada tahun 2014 sudah dibentuk Unit Layanan Terpadu,
yang sudah memberikan pelayanan langsung kepada
pemangku kepentingan, sehingga masyarakat dengan mudah
mengkonsultasikan dan menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi, serta segera mendapatkan informasi yang dibutuhkan;

g. Pada tahun 2014 telah dilakukan survey internal pelaksanaan
reformasi birokrasi secara sampling di 41 UPT Kemendikbud
di 11 propinsi dengan hasil rata-rata keberhasilan pelaksanaan
reformasi birokrasi telah sampai pada tingkat “Telah
Dilaksanakan”;

h. Pada tahun 2011 s.d 2014 sudah dilakukan survey kepuasan
pemangku kepentingan terhadap kebijakan layanan pendidikan
dengan hasil pada tahun 2014 dapat dilihat pada gambar dibawah
ini.
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Gambar 3.1 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud

Berdasarkan hasil survey oleh pihak Independen pada tahun
2014 skor yang didapat terhadap hasil survey responden internal
skor yang di dapat yaitu 74,1, hal ini menurut ukuran skor
customer satisfaction indeks (CSI) mendapat kategori “sangat
puas”. Apabila skor 74.1 tersebut di konversikan dengan kategori
penskoran menurut Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014,
maka skor 74,1 masuk kategori “sangat baik”. sedangkan hasil
survey terhadap responden eksternal skor yang didapat adalah
72,6 dengan kategori “sangat puas” Apabila skor 72.6 tersebut
di konfersikan dengan kategori penskoran menurut Permenpan
dan RB Nomor 14 Tahun 2014, maka skor 72,6 masuk kategori
“sangat baik”.

Hal tersebut di atas merupakan capaian yang perlu dijaga
kesinambungannya selain program-program yang memang
sengaja dirancang untuk melakukan manajemen perubahan pada
tahun 2015—2019, sehingga perubahan dalam rangka reformasi
birokrasi Kemendikbud secara menyeluruh dapat terwujud di
2019.

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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i. Telah disusun infografis tentang peta jalan Reformasi Birokrasi
internal Kemendikbud;

REFORMASI BIROKRASI
KEMENDIKBUD 2015-2019
RENSTRA & VISI Kemendikbud
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dan kebudayaan melalui pemberdayaan ekosistem dengan semangat
gotong royong

AREA
PERUBAHAN

Manajemen Perubahan

Sekolah yang kondusif RS R et e Penataan Peraturan
Do Perundang-undangan

Guru sebagai o \enumbuhkan sikap toler:

Penyemangat menjaga kesatuan dalam kean Penataan dan Penguatan

Organisasi

Orangtua yang Terlibat n oleh menguatnya ni

Aktif e dan rasa cinta tanah air;

Penataan Tata Laksana

Masyarakat yang Sangat e
Peduli yang i dengan kebutuhan duni
dan dunia industri untuk mendukung
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
Industri yang Berperan budaya
Penting ersifat benda (tangible) maupun tak

Penataan Sistem
Manajemen SDM Aparatur

Penguatan Pengawasan

, " er yang tangguh

Organisasi Profesi yang emperkukuh dan
n

Berk si Besar

Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah yang

an Optimal

Peningkatan Kualitas
Layanan Publik

bk TRy
REPUBLIK INDONESIA N
< “Upaya melakukan PEMBAHARUAN
o DAN PERUBAHAN MENDASAR terhadap
REF 0RM|\$\$\‘ sistem penyelenggaraan pemerintahan

terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan
SUMBER DAYA MANUSIA.”

D

E_\\V\“‘“

‘::‘:m“““ s 5
A AM LJ (J

DAN URAIA \_/

ABATAN ANDA

Susun Sasaran Kerja Pegawai (SKP):
@ Berisi rencana & jumlah beban kerja.
@ Wajib disusun secara nyata & dapat diukur.
© Ditetapkan & disetujui pejabat penilai setiap
tahun pada bulan Januari.
© Jika tidak menyusun akan dijatuhi hukuman
disiplin sesuai perundang-undangan.

|
‘@ BIROKRASI PEMERINTAH
YANG PROFESIONAL

wewkemdikbudgoid Kemdikbud R KemdikbudRl

74 Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019




Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

j. Telah disusun materi sosialisasi manajemen perubahan melaui

stiker, baner, dan poster.

@ DENGAN TIDAK MEMBERI »
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Rencana
Capaian yang akan diraih dalam reformasi birokrasi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan khususnya dalam manajemen
perubahan terdiri atas empat program/kegiatan utama yaitu
pembentukan tim manajemen perubahan, Penyusunan strategi
manajemen perubahan dan strategi komunikasi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, sosialisasi, dan internalisasi dalam
rangka manajemen perubahan, dan penguatan hasil perubahan.
a. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan
Pembentukan tim manajemen perubahan ditempuh melalui
tiga tahapan, yakni perencanaan, pembangunan, dan sosialisasi.
1) Perencanaan
Kegiatan perencanaan dalam pembentukan Tim Manajemen
Perubahan dimulai dari identifikasi target dan sasaran
reformasi birokrasi Kemendikbud, melakukan identifikasi
area kerja dari tim manajemen perubahan, serta menyusun
tugas, fungsi, dan susunan tim manajemen perubahan.

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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Perencanaan dalam pembentukan tim manajemen
perubahan dirinci dalam tahapan kerja sebagai berikut: (a)
identifikasi penerapan budaya kerja baru Kemendikbud;
(b) identifikasi area kerja tim manajemen perubahan; (c)
perancangan tugas, fungsi, dan susunan tim manajemen
perubahan; (d) penentuan beban kerja dan kualifikasi SDM
tim manajemenperubahan.

2) Pembangunan
Pada tahap pembangunan akan disusun struktur tim
manajemen perubahan. Tim Manajemen Perubahan terdiri
atas dua tingkatan. Tingkatan pertama ialah yang diangkat
dengan surat keputusan menteri, sedangkan tingkatan
kedua ialah tim yang diangkat dengan setiap kepala satuan
kerja (Unit Eselon IT). Tim kedua terdiri dari unit kerja yang
kesehariannya dapat dijadikan contoh atau panutan bagi
para pelaku organisasi di unit kerja tersebut.

3) Sosialisasi
Tahapan sosialisasi dirinci menjadi dua tahapan kerja
berikut: (a) Sosialisasi awal untuk memberitahukan
anggota tim mengenai keputusanmenteri penetapan
anggota tim; (b) sosialisasi penjelasan mengenai tugas tim
manajemen perubahan guna memperjelas tugas-tugas yang
harus dilakukan oleh setiap anggota tim.

b. Perumusan Budaya yang Dibutuhkan dan Kesenjangannya
Tahap berikutnya setelah terbentuknya tim adalah melakukan
perumusan budaya yang dibutuhkan dan kesenjangannya melalui
identifikasi budaya kerja saat ini terhadap para pemangku
kepentingan untuk mengetahui kondisi budaya kerja saat ini.
Untuk melakukan identifikasi budaya kerja masa mendatang
sebagai model budaya kerja masa mendatang.

c. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi

Komunikasi
Pada Tahap ini akan dilakukan kegiatan asesmen dan perumusan
strategi manajemen perubahan dan komunikasi. Pertama
dilakukan pemetaan (mapping) terhadap para pemangku
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kepentingan untuk mengetahui sejauhmana peran dan kapasitas
pemangku kepentingan dalam mempengaruhi keberhasilan
jalannya perubahan dan prioritas perubahannya. Selain itu
juga dilakukan identifikasi awal resistensi berdasarkan sifat
dan pelakunya untuk mengetahui tingkat resistensi terhadap
perubahan berdasarkan katagori:

1) Champion (sangat mendukung perubahan dan tingkat
resistansi perubahanyang sangat rendah);

2) Floating Voter (tingkat mendukung perubahan dan tingkat
resistansi sama tinggi, tidak konsisten dan sewaktu-waktu
dukungan perubahan atau resistansi dapat berubah); dan

3) Blocker (tidak mendukung perubahan sama sekali dan
berpotensi melakukan sabotase terhadap perubahan yang
akan dilakukan).

Berikutnya adalah melakukan pengukuran terhadap besaran
perubahan yang terjadi akibat adanya reformasi untuk
mengetahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan oleh
tim manajemen perubahan dalam mengelola perubahan
sehingga diketahui seberapa besar kesenjangan yang terjadi dan
diupayakan untuk mendekatkan. Juga dilakukan pengukuran
terhadap kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan,
hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi hambatan dan
tingkat resiko dari organisasi terhadap jalannya perubahan yang
difokuskan pada area-area perubahan reformasi birokrasi.

Dari hasil asesmen di atas selanjutnya akan dirumuskan

strategi manajemen perubahan yang akan digunakan sehingga

dapat berjalan sesuai dengan rencana dan strategi komunikasi
yang akan digunakan meliputi jenis-jenis kegiatan yang
akan dikomunikasikan, sasaran, komunikator, dan media
komunikasinya sebagai fasilitasi terjadinya perubahan dalam
perilaku. Selanjutnya jika diperlukan akan dilakukan perumusan
dan identifikasi struktur baru untuk memperoleh organisasi
yang ideal dalam menunjang perubahan tersebut. Membuat
strategi pelatihan merupakan hal terakhir pada tahap ini, untuk
mengetahui strategi pelatihan yang akan dikembangkan yang
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dapat menunjang pelaksanaan perubahan.
d. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam

Rangka Reformasi Birokrasi

Tahap ini merupakan implementasi dari manajemen perubahan

berupa penyelenggaraan  sosialisasi ~dan  internalisasi

manajemen  perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Sosialisasi dan

Internalisasi Penerapan Manajemen Perubahan dilakukan agar

semua pemangku kepentingan memahami tentang penerapan

manajemen perubahan yang sedang dan akan berlangsung,

meliputi:

1) Implementasi terhadap strategi dan rencana perubahan
sehingga perubahan berjalan sesuai dengan yang diinginkan;

2) Implementasi terhadap  rencana  pelatihan  dan
workshop manajemen perubahan yang diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman
terhadap adanya perubahan;

3) Melaksanakan program pelatihan TOT;

4) Melakukan update terhadap strategi dan rencana perubahan;

5) Implementasi terhadap strategi dan rencana komunikasi
perubahan;

6) Melakukan workshop dan program promosi (poster,
brosur, dll) untuk manajemen komunikasi; dan

7) Membuat laporan dan update tentang keberhasilan dan
hambatan serta rekomendasi perbaikan dan tindakan
perbaikan.

e. Penerapan Budaya Kerja sesuai dengan Tata Nilai Kemendikbud

1) Perencanaan
Tahap perencanaan dari penerapan budaya kerja yang
pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan materi
sosialisasi terkait dengan tata nilai Kemendikbud yang
dilanjutkan dengan penentuan materi, metode, rencana
sosialisasi, kebutuhan teknologi, dan kualifikasi SDM.

2) Pembangunan
Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan kebijakan
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dan regulasi yang diperlukan untuk sosialisasi tata nilai
Kemendikbud.

3) Sosialisasi
Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi terkait
peningkatan ketrampilan/kompetensi SDM pelaksanaan
sosialisasi tata nilai Kemendikbud (melalui TOT) dan
sosialisasi tata nilai Kemendikbud kepada seluruh pegawai
dilingkungan Kemendikbud secara bertahap (pejabat
struktural maupun pejabat fungsional).

4) Implementasi
Berikutnya adalah melakukan implementasi terhadap
penerapan BudayaKerja sesuai dengan Tata Nilai
Kemendikbud.

5) Pengukuran dan Evaluasi
Selanjutnya akan dilakukan pengukuran dan evaluasi
pelaksanaan  sosialisasi  tata  nilai ~Kemendikbud;
Penyusunan instrumen evaluasi penerapan tata nilai
dan sistem penghargaan dan sangsi; Evaluasi penerapan
tata nilai Kemendikbud; dan Pengukuran dan evaluasi
efisiensi internal dan eksternal terkait penerapan tata nilai
Kemendikbud.

Penguatan Hasil Perubahan

Tahap ini merupakan penguatan Hasil Perubahan difokuskan

pada pengukuran kemajuan atau tingkat keberhasilan perubahan

yang dikaitkan area perubahan yang ditetapkan di dalam

Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11

Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015—2019,

dan rencana serta tindak lanjut perbaikan atas hasil peninjauan

ulang (review) dan evaluasi pelaksanaan perubahan.Kegiatannya

meliputi:

1) Pengukuran terhadap tingkat keberhasilan  dari
pelaksanaan rencana manajemen perubahan;

2) Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dengan
cara melakukan kunjungan lapangan dan mengevaluasi
pelaksanaan manajemen perubahan;



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

3) Mendiagnosakembalikesenjangan dan mengelola penolakan

yang terjadi dalam pelaksanaan manajemen perubahan;
4) Mengimplementasikan tindakan perbaikan dan membuat

langkah tindaklanjut untuk keberlanjutan proses perubahan;

dan

5) Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berhasil

mengimplementasikan perubahan dengan baik.

Dari hasil kegiatan ini akan diperoleh masukan dalam melakukan

pemutakhiran terhadap strategi dan rencana perubahan,

pemutakhiran terhdap strategi dan rencana komunikasi untuk

perubahan; dan pemutakhiran terhadap strategi dan rencana

pelatihan, serta status report, evaluasi dan tindakan perbaikan

berdasarkan hasil evaluasi dan feedback yang diterima.

3. Kriteria Keberhasilan

Dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan perubahan telah

ditetapkan kriteriakeberhasilan dari masing-masing kegiatan yang

tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Kriteria Keberhasilan Program Manajemen Perubahan

m Program/ Kegiatan | Tahapan Kerja Kriteria Keberhasilan

Pembentukan Perencanaan
tim manajemen
perubahan

e Identifikasi target dan sasaran RB
Kemdikbud

¢ Identifikasi area kerja tim
manajemen perubahan

*  Perancangan tugas, fungsi,
dan susunan tim manajemen
perubahan

Pembangunan

e Penyusunan struktur tim
manajemen perubahan

* Penyusunan tugas-tugas tim
manajemen perubahan

e Pembentukan tim manajemen
perubahan

Sosialisasi

m Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019

Diketahuinya semua Target dan sasaran
RB Kemdikbud

Teridentifikasinya area kerja tim
manajemen perubahan

Tersusunnya rancangan uraian tugas,
fungsi dan susunan tim manajemen
perubahan

Tersusunnya struktur tim manajemen
perubahan

Tersusunnya uraian tugas tim
manajemen perubahan

Terbentuknya Tim Kerja Manajemen
Perubahan



2 Perumusan
Budaya yang
dibutuhkan dan
kesenjangannya

3 Penyusunan
strategi
manajemen
perubahan dan
strategi komunikasi

4 Sosialisasi dan
internalisasi
manajemen
perubahan dalam
rangka reformasi
birokrasi

Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

m Program/ Kegiatan Kriteria Keberhasilan

Sosialisasi tim manajemen
perubahan

Sosialisasi tugas-tugas tim
manajemen perubahan terkait
RB Kemdikbud

Identifikasi budaya kerja saat
ini terhadap para pemangku
kepentingan

Identifikasi budaya kerja masa
mendatang

Pemetaan (mapping) terhadap
para pemangku kepentingan

Identifikasi awal resistensi
berdasarkan sifat dan
pelakunya (lokasi perubahan)

Melakukan Pengukuran
terhadap Besaran Perubahan

Mengukur kesiapan organisasi
dalam menghadapi perubahan

Merumuskan Strategi
Manajemen Perubahan

Merumuskan Strategi
Komunikasi

Membuat Strategi Pelatihan

Implementasi Strategi dan
Rencana Perubahan

Melaksanakan Program
Pelatihan TOT

Implementasi Rencana
Pelatihan dan Workshop
Manajemen Perubahan

Implementasi Strategi
dan Rencana Komunikasi
Perubahan

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019

Tim Manajemen Perubahan yang
mempunyai komitmen terhadap
perubahan

Tim manajemen perubahan dapat
memahami dan melaksanakan
tugasnya

Diketahuinya Kondisi budaya kerja
saat ini

Adanya Model budaya kerja masa
mendatang

Diketahuinya peran dan kapasitas
pemangku kepentingan dalam
mempengaruhi keberhasilan
jalannya perubahan dan prioritas
perubahannya

Diketahuinya tingkat resistensi
pelaku organisasi terhadap
perubahan

Diketahuinya seberapa besar
upaya yang harus dilakukan oleh
tim manajemen perubahan dalam
mengelola perubahan

Diketahuinya potensi hambatan
dan tingkat resiko atas jalannya
perubahan

Diketahuinya strategi perubahan
yang dapat dilaksanakan pada unit
kerja tersebut

Diketahuinya strategi komunikasi
yang cocok untuk memfasilitasi
terjadinya perubahan dalam
perilaku.

Strategi pelatihan yang akan
dikembangkan

Tingkat resistensi rendah

Agen Perubahan yang dapat menjadi
contoh

Perubahan dapat diikuti dengan
komptensi yang sesuai

Terlaksananya strategi dan rencana
komunikasi perubahan
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m Program/ Kegiatan | Tahapan Kerja Kriteria Keberhasilan

5 Penerapan Budaya
Kerja sesuai
dengan Tata Nilai
Kemdikbud

¢ Implementasi Workshop
dan Program Promosi untuk
Manajemen Komunikasi

e Melakukan Update terhadap
strategi dan rencana
perubahan

e Membuat Laporan dan
Update tentang Keberhasilan
dan Hambatan serta
Rekomendasi Perbaikan dan
tindakan perbaikan

Perencanaan

e Identifikasi kebutuhan
materi sosialisasi tata nilai
Kemdikbud untuk pegawai
Kemdikbud

e Penentuan materi, metode,
dan rencana sosialisasi tata
nilai Kemdikbud

e Penentuan kebutuhan
teknologi untuk sosialisasi tata
nilai Kemdikbud

e Penetuan kualifikasi SDM
untuk pelaksanaan sosialisasi
tata nilai Kemdikbud

Pembangunan

e Penyusunan kebijakan dan
regulasi yang diperlukan
untuk sosialisasi tata nilai
Kemdikbud

Sosialisasi

e Peningkatan ketrampilan/
kompetensi SDM pelaksanaan
sosialisasi tata nilai
Kemdikbud (melalui TOT)

e Sosialisasi tata nilai
Kemdikbud kepada seluruh
pegawai di lingkungan
Kemdikbud secara bertahap
(mulai dari pejabat struktural
s.d. pegawai)

Implementasi

e Penerapan Budaya Kerja
sesuai dengan Tata Nilai
Kemdikbud

Pengukuran dan Evaluasi

m Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019

Meningkatnya pemahaman
terhadap perubahan

Strategi dan rencana perubahan
yang relevan

Tersusunnya laporan dan update
keberhasilan dan hambatan
serta rekomendasi perbaikan dan
tindakan perbaikan

Tersedianya materi sosialisasi tata
nilai Kemdikbud untuk pegawai
Kemdikbud

Tersedianya materi, metode,
dan rencana sosialisasi tata nilai
Kemdikbud

Tersedianya kebutuhan teknologi
untuk sosialisasi tata nilai
Kemdikbud

Tersedianya kualifikasi SDM untuk
pelaksanaan sosialisasi tata nilai
Kemdikbud

Tersedianya kebijakan dan regulasi
yang diperlukan untuk sosialisasi
tata nilai Kemdikbud

Terciptanya budaya kerja yang
kondusif di lingkungan Kemdikbud

Terlaksananya sosialisasi tata nilai
Kemdikbud kepada seluruh pegawai
di lingkungan Kemdikbud

Terlaksananya budaya Kerja sesuai
dengan Tata Nilai Kemdikbud
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Perubahan

4. Agenda Prioritas
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m Program/ Kegiatan | Tahapan Kerja Kriteria Keberhasilan

Pengukuran dan evaluasi
pelaksanaan sosialisasi tata
nilai Kemdikbud

Penyusunan instrumen
evaluasi penerapan tata nilai
dan sistem penghargaan dan
sangsi

Evaluasi penerapan tata nilai
Kemdikbud

Pengukuran dan evaluasi
efisiensi internal dan eksternal
terkait penerapan tata nilai
Kemdikbud

Mengukur tingkat
kerberhasilan

Mengumpulkan dan
menganalisis umpan balik

Melakukan diagnosa kembali
terhadap kesenjangan dan
mengelola penolakan

Mengimplementasikan
tindakan perbaikan dan
membuat langkah tindak
lanjut

Melakukan pemberian
penghargaan kepada
pegawai yang berhasil
mengimplementasikan
perubahan dengan baik.

Tersedianya laporan pengukuran dan
evaluasi pelaksanaan sosialisasi tata
nilai Kemdikbud

Tersedianya instrumen evaluasi
penerapan tata nilai dan sistem
penghargaan dan sangsi

Tersedianya laporan evaluasi
penerapan tata nilai Kemdikbud

Tersedianya laporan pengukuran
dan evaluasi efisiensi internal dan
eksternal terkait penerapan tata
nilai Kemdikbud

Tersajinya hasil pengukuran tingkat
keberhasilan

terkumpulnya hasil analisis umpan
balik

Terlaksananya diagnosa kesenjangan

Tingkat resistensi semakin rendah
serta budaya kerja meningkat

Budaya kerja semakin meningkat

Agenda prioritas dalam manajemen perubahan ialah sebagai berikut.

1) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan selesai pada bulan Oktober 2015
sebagai awal dalam pelaksanaan manajemen perubahan;

2) Berikutnya adalah melakukan perumusan terhadap Budaya
Kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
Pembentukan Tim Manajemen Perubahan.

3) Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan rencana aksi pada program manajemen
perubahan dimulai sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 _
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2019. Waktu pelaksanaan setiap kegiatan yang tertuang pada tahapan
kegiatan baru untuk direncanakan pada waktu yang disesuaikan dengan
kondisi saat akan diterapkankan. Berikut ialah tabel rencana waktu

pelaksanaan program manajemen perubahan.

Tabel 3.2. Rencana Waktu Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan

NO Program Tahapan Waktu
1 Pembentukan Perencanaan
tim manajemen e .
perubahan Identifikasi target dan sasaran RB Kemdikbud Oktober 2015
Identifikasi area kerja tim manajemen perubahan Oktober 2015
Perancangan tugas, fungsi, dan susunan tim Oktober 2015
manajemen perubahan
Pembangunan
Penyusunan struktur tim manajemen perubahan Oktober 2015
Penyusunan tugas-tugas tim manajemen perubahan | Oktober 2015
Pembentukan tim manajemen perubahan Oktober 2015
Sosialisasi
Sosialisasi tim manajemen perubahan Oktober 2015
Sosialisasi tugas-tugas tim manajemen perubahan Oktober 2015
terkait RB Kemdikbud
2 Perumusan Identifikasi budaya kerja saat ini terhadap para Nov - Des 2015
Budaya yang pemangku kepentingan
dibutuhkan d
kl utuhkan dan Identifikasi budaya kerja masa mendatang Nov - Des 2015
esenjangannya
3 Penyusunan Pemetaan (mapping) terhadap para pemangku Januari 2016
strategi kepentingan
?ear:?:}?;in Identifikasi awal resistensi berdasarkan sifat dan Januari 2016
dan strategi pelakunya (lokasi perubahan)
komunikasi Melakukan Pengukuran terhadap Besaran Februari 2016
Perubahan
Mengukur kesiapan organisasi dalam menghadapi Februari 2016
perubahan
Merumuskan Strategi Manajemen Perubahan Maret 2016
Merumuskan Strategi Komunikasi Maret 2016
Membuat Strategi Pelatihan Maret 2016

m Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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Kerja sesuai
dengan Tata Nilai
Kemdikbud

NO Program Tahapan Waktu
4 Sosialisasi dan Implementasi Strategi dan Rencana Perubahan Maret - Mei 2016
internalisasi Maret - Mei 2017
manajemen Maret - Mei 2018
bahan dal
perubanan dalam Implementasi Rencana Pelatihan dan Workshop Maret 2016 — Des
rangka reformasi . . .
birokrasi serta promosi terkait Manajemen Perubahan 2018
Implementasi workshop dan program promosi Maret — Mei 2016
untuk manajemen komunikasi Maret — Mei 2017
Maret — Mei 2018
Melakukan update terhadap strategi dan rencana Sept 2016
perubahan Sept 2017
Sept 2018
Membuat Laporan dan update tentang Juni & Des 2016
Keberhasilan dan Hambatan serta Rekomendasi Juni & Des 2017
Perbaikan dan tindakan perbaikan. Juni & Des 2018
5 Penerapan Budaya | Perencanaan

Identifikasi kebutuhan materi sosialisasi tata nilai
Kemdikbud untuk pegawai Kemendikbud

Januari 2016

Penentuan materi, metode, dan rencana sosialisasi
tata nilai Kemendikbud

Januari 2016

Penentuan kebutuhan teknologi untuk sosialisasi
tata nilai Kemdikbud

Februari 2016

Penetuan kualifikasi SDM untuk pelaksanaan
sosialisasi tata nilai Kemdikbud

Februari — Maret
2016

Pembangunan

Penyusunan kebijakan dan regulasi yang diperlukan
untuk sosialisasi tata nilai Kemdikbud

Maret — April
2016

Sosialisasi

Peningkatan ketrampilan/kompetensi SDM
pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemendikbud
(melalui TOT)

April — Mei 2016

Sosialisasi tata nilai Kemendikbud kepada seluruh
pegawai di lingkungan Kemendikbud secara
bertahap (mulai dari pejabat struktural s.d.
pegawai)

Mei — Sept 2016

Implementasi

Penerapan Budaya Kerja sesuai dengan Tata Nilai
Kemendikbud

Juni—Des 2016

Pengukuran dan Evaluasi

Pengukuran dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi Oktober 2016
tata nilai Kemdikbud

Penyusunan instrumen evaluasi penerapan tata Nov 2016
nilai dan sistem penghargaan dan sangsi

Evaluasi penerapan tata nilai Kemendikbud Des 2016
Pengukuran dan evaluasi efisiensi internal dan Des 2016

eksternal terkait penerapan tata nilai Kemendikbud

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 _
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NO Program Tahapan Waktu
6 Penguatan Hasil Mengukur tingkat kerberhasilan Juni & Des 2016
Perubahan Juni & Des 2017

Juni & Des 2018

Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik Juni & Des 2016
Juni & Des 2017
Juni & Des 2018

Melakukan diagnosa kembali terhadap kesenjangan | Juni & Des 2016
dan mengelola penolakan Juni & Des 2017
Juni & Des 2018

Mengimplementasikan tindakan perbaikan dan Juni & Des 2016
membuat langkah tindak lanjut Juni & Des 2017
Juni & Des 2018
Melakukan pemberian penghargaan kepada Agustus 2016
pegawai yang berhasil mengimplementasikan Agustus 2017
perubahan dengan baik. Agustus 2018

6. Penanggungjawab

Tabel 3.3. Penanggung Jawab Program Manajemen Perubahan

Sponsor Program Mendikbud

Penasihat Sekretaris Jenderal

Dirjen PAUDNI

Dirjen Dikdasmen
Dirjen Guru

Dirjen Kebudayaan
Kabalitbang

Kepala Badan Bahasa
Inspektur Jenderal

NounkrwNeE

— Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

Manajer Pelaksana Kepala Biro Umum

Kepala Biro Perencanaan dan KLN

Kepala Biro Keuangan

Kepala Biro Kepegawaian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat

Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan

Kebudayaan

10. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

11. Kepala Pusat Pengembangan Perfilman

12. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

13. Direktur Pembinaan GTK Paud dan Dikmas

14. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar

15. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah

16. Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen

17. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat

18. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

19. Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga

20. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

21. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan

22. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

23. Direktur Pembinaan SD

24. Direktur Pembinaan SMP

25. Direktur Pembinaan SMA

26. Direktur Pembinaan SMK

27. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

28. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan

29. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

30. Direktur Kesenian

31. Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi

32. Direktur Sejarah

33. Direktur Warisan Dan Diplomasi Budaya

LONOUTAEWNE

B. PENGUATAN PENGAWASAN

Organisasi yang baik dapat dipastikan memiliki manajemen
yang baik pula. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian.
Program penguatan pengawasan merupakan salah satu area perubahan
dari Reformasi Birokrasi Internal yang berfokus pada fungsi manajemen
yang keempat. Fungsi pengawasan/pengendalian memiliki urgensi yang
sangat tinggi karena menjamin ketercapaian tujuan dan mutu program.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu
Kementerian yang berukuran besar bila dibandingkan dengan
Kementerian/Lembaga lainnya dalam hal sumber daya yang dikelola
dan misi yang diembannya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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Anggaran yang dikelola Kemendikbud juga sangat besar yaitu Rp52
Triliun. Dengan fakta demikian, maka menjadi suatu keniscayaan bahwa
sumber daya tersebut harus diawasi dan dikendalikan secara efektif.
Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP) menjadi koordinator Program Penguatan Pengawasan. Strategi
pengawasan yang diterapkan Inspektorat Jenderal adalah tiga lapis
pertahanan (Three Layers of Defense). Lapis pertama adalah tata kelola
satuan kerja yang handal, lapis kedua adalah Inspektorat Jenderal, dan
lapis ketiga adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

1. Capaian

Dokumen peta jalan (Road Map) ini disusun sebagai acuan dan
rujukan bagi seluruh unit utama dalam mengimplementasikan program
Penguatan Pengawasan. Di dalam dokumen ini tertuang landasan
filosofis, ruang lingkup, dan titik-titik capaian target yang diharapkan
selama periode 2015—2019. Capaian-capaian yang berhasil diraih pada
kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut:

a. Terbentuknya unit-unit Satuan Pengawasan Intern di seluruh unit
utama Kemendikbud dan Unit Pelaksana Teknis tertentu;

b. Terbinanya unit Satuan Pengawasan Intern melalui program
pelatihan dan workshop yang dikoordinir Inspektorat Jenderal;

c. Tercapainyaopini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan
Kemendikbud;

d. Tersertifikasikannya 10 orang auditor sebagai auditor kecurangan
(Certified Fraud Auditor);

e. Tersertifikasikannya 5 orang auditor sebagai auditor internal
berkualifikasi (Quality Internal Auditor);

f.  Terselenggaranya Workshop Tunas Integritas sebanyak 6 angkatan
dan telah menghasilkan alumni sebanyak 90 orang termasuk 10
orang pejabat eselon I yang merupakan motor utama penggerak
perubahan;

g. Terbitnya peraturan Menteri tentang Program Pengendalian
Gratifikasi di lingkungan Kemendikbud;

h. Terbitnya Peraturan Menteri tentang Penanganan Pengaduan
Masyarakat di lingkungan Kemendikbud;
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i. Terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi;

j. Terbitnya buku saku tentang Mengenal Gratifikasi di lingkungan
Kemendikbud;

k. Tercapainya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan
Kemendikbud hingga mencapai 97% dari jumlah wajib lapor;

. Tersusunnya peta risiko dari seluruh unit utama Kemendikbud;

m. Terjalinnya kerja sama pengawasan dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan
Transparency International Indonesia;

n. Terjalinnya Koordinasi dan Supervisi Pengawasan Dana Pendidikan
Transfer Daerah lintas Kementerian/Lembaga;

o. Terbangunnya aplikasi Whistle Blower System yang dipandu oleh
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Di samping berbagai capaian yang berhasil diperoleh pada periode
implementasi peta jalan 2010—2014, terdapat 2 permasalahan utama
yang menjadi kendala dalam Peta Jalan periode 2010—2014 yang lalu
sebagai berikut:

a. Satuan Pengawasan Infern pada satuan-satuan kerja di lingkungan
Kemendikbud belum berperan dan kurang dapat menjalankan
mandatnya secara optimal;

b. Kapasitas SDM pengawasan perlu ditingkatkan agar dapat berperan
sebagai konsultan manajemen (Consultant) dan penjamin mutu
(Quality Assurance);

c. Belum dapat diselenggarakannya kegiatan pencanangan (launching)
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan
Kemendikbud.

2. Rencana

Dalam grand design Reformasi Birokrasi telah ditetapkan bahwa
program penguatan pengawasan mempunyai 4 tujuan utama yaitu:
a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
c. Meningkatnya status opini BPK;
d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
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Secara spesifik, rencana program penguatan pengawasan periode
2015—2019 bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas
institusi pengawasan internal yang ada di lingkungan Kemendikbud
baik Inspektorat Jenderal maupun Satuan Pengawasan Intern pada
satuan kerja. Rencana ini disusun dengan mempertimbangkan landasan
regulasi di bawah ini:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010—2025;

c. Permendiknas Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan

Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;

d. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

e. Permen-PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2015—2019.

Ruang lingkup peta jalan program penguatan pengawasan periode

2015—2019 adalah sebagai berikut

a. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas
Program ini berfokus pada perbaikan manajemen organisasi
Kemendikbud dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh. Unit-unit utama diminta
untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi seluruh komponen SPIP
terutama aspek manajemen risiko. Penguatan tata kelola organisasi
diarahkan untuk membangun pengendalian yang lebih kuat sebagai
basis dalam lini pertama pertahanan dari sistem pertahanan tiga
lapis.

b. Penguatan Sistem Anti Korupsi
Sistem pencegahan terjadinya korupsi yang saat ini sudah menjadi
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Sistem organisasi
Kemendikbud harus bersifat terbuka terhadap lingkungan namun
tetap harus menjagaindependensi. Program pengendalian gratifikasi
harus tetap dijalankan dan penanganan benturan kepentingan
dilakukan untuk menjamin objektivitas pelayanan publik.
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c. Penguatan Peran Satuan Pengawasan Intern
Satuan Pengawasan Intern (SPI) dari tahun ke tahun belum
menunjukkan kinerja yang optimal sebagaimana mandat yang
diharapkan. Sebagai mitra Inspektorat Jenderal dan selaku pemberi
masukan/pendamping utama pimpinan satuan kerja, SPI semestinya
dapat berperan sebagai pemberi peringatan (early warning system)
sehingga kinerja organisasi menjadi lebih baik dan akuntabel.

d. Penguatan Karakter SDM pengawasan
Karakter SDM pengawasan harus selalu ditingkatkan melalui
berbagai program pengembangan kompetensi. Pelatihan untuk
meningkatkan keterampilan teknis (hard Skills) dan keterampilan
komunikasi (soft skills) sangat penting bagi aparatur pengawasan.
Dengan adanya program kompetensi yang memadai, maka
kapasitas SDM pengawasan akan semakin meningkat dan mampu
membuatnya menjalankan peran sebagai konsultan dan penjamin
mutu.

e. Penguatan Kampanye Publik
Kampanye publik yang menyampaikan pesan-pesan peningkatan
integritas pegawai. Program sosialisasi dengan tema spesifik sangat
bermanfaat untuk memperdalam materi peningkatan integritas.
Pendekatan dialog dan diskusi akan lebih tepat daripada sekedar
memberikan ceramah. Berbagai program publikasi dan kehumasan
perlu terus ditingkatkan kualitasnya.

3. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan program Penguatan Pengawasan adalah
sebagai berikut:

a. Diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan
Keuangan Kemendikbud;

b. Meningkatnya integritas aparatur Kemendikbud yang ditandai
dengan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN yang
tinggi;

c. Meningkatnya kualifikasi keahlian auditor Inspektorat Jenderal;

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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d. Terwujudnya Kemendikbud sebagai instansi pemerintah yang
berpredikat Zona Integritas dengan banyak Wilayah Bebas dari
Korupsi;

e. Terimplementasikannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
secara efektif dengan fokus pada Manajemen Risiko.

4. Agenda Prioritas

Kegiatan-kegiatan yang diagendakan dalam peta jalan program
penguatan pengawasan periode 2015—2019 adalah sebagai berikut
a. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

1) Bimbingan teknis manajemen risiko

2) Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

3) Program Kerja Pengawasan Tahunan merujuk Audit Berbasis
Risiko

4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
b. Penguatan Sistem Anti Korupsi

1) Unit Pengendalian Gratifikasi

2) Whitle Blower System

3) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut
c. Penguatan Peran Satuan Pengawasan Intern

1) Pendampingan kepada Satuan Pengawasan Intern

2) Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

3) Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko
d. Penguatan Karakter SDM pengawasan

1) Pelatihan Peningkatan Karakter SDM

2) Pelatihan Quality Internal Auditor

e. Penguatan Kampanye Publik
1) Diseminasi Gratifikasi
2) Media massa
3) Radio Itjen

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Kegiatan-kegiatan yang diagendakan dalam peta jalan program

m Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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penguatan pengawasan periode 2015—2019 akan dilaksanakan dengan
jadwal seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penguatan Pengawasan

Tahun Pelaksanaan
No Tahapan Kerja
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

1 Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas \% Vv \% Vv \Y
2 Penguatan Sistem Anti Korupsi \Y \Y \Y \% Y
3 Penguatan Peran Satuan Pengawasan Intern \Y \% \Y \% \Y
4 Penguatan Karakter SODM Pengawasan \Y \ \Y \% \Y
5 Penguatan Kampanye Publik Vv Vv Vv Vv Vv

6. Penanggungjawab

Penanggungjawab Program penguatan pengawasan adalah sebagai

berikut:

a. Hindun Basri Purba, SH, M.Si jabatan Sekretaris Itjen selaku
Koordinator Tim Pelaksana Program Penguatan Pengawasan;

b. Dr. Agam Bayu Suryanto, SE, MBA jabatan Kabag Hukum
dan Kepegawaian Itjen selaku Tim Kerja Program Penguatan
Pengawasan;

c. Sujana Gitanegara, ST, M.Ak jabatan Kasubbag Kepegawaian Itjen
selaku Tim Kerja Program Penguatan Pengawasan.

C. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance)
dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada
hasil (result oriented) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan
hal tersebut diperlukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang
merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada
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instansi pemeritah, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan telah mengulirkan peraturan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
mengatur tentang pelaksanaan SAKIP dimulai dari perencanaan,
pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja, sehingga
setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Satuan Kerja di lingkungan
Kemendikbud diwajibkan menyusun dan menyampaikan LAKIP secara
tertulis, periodik dan melembaga sebagai perwujudan pertanggungjawab
atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal
tersebut sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 53 tahun
2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan
tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan laporan
pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan anggaran yang
bersangkutan untuk disampaikan kepada atasan sebagai pelaksanaan
mandat yang diberikan untuk dilaksanakan.

1. Capaian

Penguatan tata kelola di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan telah dilaksanakan secara bertahap namun masih perlu
perbaikan sistem maupun sarana dan prasarana yang harus disiapkan.
Beberapa hal yang telah dicapai selama periode 2011—2014 dalam
program penguatan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut :

a. Di bidang keuangan dengan dipertahankannya perolehan opini
atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014;

b. Di bidang Akuntabilitas Kinerja, hasil evaluasi atas akuntabilitas
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kinerja Kemendikbud tahun 2014 oleh Menpan-RB mendapat

perolehan nilai 72,20 atau dengan predikat “BB” yaitu sangat baik,

akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang

andal. Perolehan nilai SAKIP meningkat dari tahun sebelumnya

71,70. dengan predikat “B”, yang ditandai dengan penyempurnaan

perbaikan sistem berdasarkan saran dan rekomendasi Menpan-RB.

Untuk melaksanakan rekomendasi Menpan-RB telah dikembangkan

Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis Web dalam bentuk Sistem

Manajemen Kinerja (e-SAKIP). Aplikasi ini bertujuan untuk

pemantauan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Kemendikbud

dari tahap perencanaan kinerja sampai kepada evaluasinya, sehingga

akan dapat diketahui secara akurat perkembangan pencapaian

kinerja organisasi dengan biaya yang dikeluarkan, permasalahan

dan rencana tindak yang akan dilakukan;

Dibidang penggunaan aplikasi teknologi dan informasi telah di

implementasikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Asset

(SIMAN) Kemendikbud sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI

Nomor 270/PM.K/2014;

Dibidang lainnya dalam program penguatan akuntabilitas kinerja

telah dicapai antara lain :

1) Penyampaian LAKIP Kemendikbud tahun 2014 kepada
Presiden melalui MENPAN RB;

2) Pedoman pengukuran kinerja;

3) Pedoman Penyusunan LAKIP;

4) Peraturan Mendikbud nomor 35 Tahun 2014 tentang SAKIP;

5) Pedoman Indikator Kinerja;

6) Penetapan Kinerja Kementerian tahun 2015;

7) Pedoman Evaluasi SAKIP Kemendikbud Tahun 2014; dan

8) Fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan LAKIP
Kemendikbud.
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2. Rencana

Program kerja bidang penguatan akuntabilitas kerja dalam periode

2015—2019 sebagai program prioritas adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan sistem penguatan akuntabilitas kinerja dengan
mengembangkan aplikasi manajemen kinerja dan peningkatan
sumber daya manusia pelaksana akuntabilitas kinerja;

b. Pemeringkatan dan penilaian SAKIP Unit Kerja Kemendikbud;

c. Pengembangan sistem audit kinerja dan keuangan.

3. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan untuk penguatan akuntabilitas kinerja adalah:

a. Terlaksananya penyajian manajemen kinerja secara cepat dan
akurat mulai dari penyajian perencanaan kinerja sampai kepada
pencapaian kinerja dan anggaran;

b. Penilaian SAKIP Satker/UPT Kemendikbud untuk diberikan
penghargaan atas pencapaian kinerja terbaik.

4. Agenda Prioritas

Agenda prioritas untuk penguatan akuntabilitas kinerja adalah:

a. Pengembangan sistem penguatan akuntabilitas kinerja melalui
pengembangan manajemen kinerja secara terintegrasi;

b. Pemberian penghargaan terbaik atas sakip UPT/Satker.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Rencana aksi untuk program penguatan akuntabilitas kinerja dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.

m Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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Tabel 3.6. Rencana Aksi Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

WAKTU FELAKSANAAN
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OUTPUT TAHAPAN KERIA Output PPl
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3. pemban tukion tim svolugsi SAKTP
B. PELAKSANASAN L2 poran Rasi
2. proses svalusi SAKTP oleh masing-|= valussi dan
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6. Penanggung Jawab
Pengarah Manajemen : Pimpinan Unit Utama

Koordinator : Kepala Biro Keuangan

Ketua : Kepala Bagian Pembinaan Akuntabilitas
Kinerja

Sekretaris : Imron Masyhadi

Anggota :
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Semua Kepala Bagian Perencanaan Unit Utama

a. Semua Sekretaris Unit Utama

b. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
c. Kepala Pustekkom

d. Kepala PDSP

e.

f.

Semua Kasubag di Bagian Pembinaan Akuntabilitas Kinerja

D. PENGUATAN KELEMBAGAAN

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014—2019, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tanggal 21 Januari
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan masyarakat serta pengelolaan kebudayaan
untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara. Adapun fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
adalah:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;

2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan
kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;

4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
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6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;

8. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa
dan sastra;

9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan

10. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan evaluasi dan penataan
organisasi lebih lanjut sampai dengan unit kerja setingkat eselon IV.
Secara umum permasalahan organisasi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan adalah:

1. Terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi karena pembinaan
komponen oleh beberapa unit kerja yang terpisah. Selama ini
urusan pendidik dan tenaga kependidikan ditangani oleh empat
unit kerja setingkat eselon I yang terpisah yaitu Ditjen. PAUDNI,
Ditjen. Pendidikan Dasar, Ditjen. Pendidikan Menengah, dan
Badan PSDMPK dan PMP sehingga menyebabkan inefisiensi
penyelenggaraan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;

2. Kurangoptimalnya sebagian unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi karena masih terdapatnya beban kerja yang tidak berimbang
antar unit kerja. Besarnya beban kerja pada Bagian Hukum dan
Kepegawaian di Sekretariat Direktorat Jenderal dibandingkan
dengan bagian lainnya serta belum berimbangnya program/kegiatan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibandingkan
dengan program/kegiatan fasilitasi lainnya;

3. Kebutuhan adanya unit organisasi yang membantu Menteri
dalam melakukan analisis kegiatan strategis dan membutuhkan
pengambilan kebijakan secara cepat;

4. Beban kerja unit pelaksana teknis sangat bervariasi, ditinjau dari
ruang lingkup pekerjaan ada yang lingkupnya provinsi, regional,
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dan nasional. Akan tetapi sesuai dengan Peraturan Presiden No.
7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara penentuan
besaran struktur organisasinya paling tinggi setingkat eselon IIl.a
sehingga struktur organisasi unit pelaksana teknis belum sesuai
besarnya beban kerja;

Penanganan fungsi kebudayaan secara keseluruhan di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang semula sebagian ditangani oleh
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

Kebutuhan daerah akan adanya pedoman organisasi pengelola
pendidikan dan kebudayaan di daerah. Hal ini juga diamanatkan
oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian membuat
pedoman sesuai dengan urusan pemerintahan masing-masing
kementerian/lembaga.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan penataan organisasi

dengan memperhatikan Nawa Cita, Rencana Strategis Pembangunan

Pendidikan dan Kebudayaan, perimbangan beban kerja antar unit

organisasi dan telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapaun

susunan organisasinya terdiri atas:

1.
2.
3.

® N e

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat;

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

Direktorat Jenderal Kebudayaan;

Inspektorat Jenderal;

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan

Badan Penelitian dan Pengembangan.

Secara keseluruhan unit kerja di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas 47 Eselon II, 174 eselon III, 397
eselon IV, dan 131 UPT (18 setingkat eselon ILb, 77 setingkat eselon
I1L.a, 20 setingkat eselon IILb, 15 setingkat eselon IV.a, dan 1 setingkat
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eselon IV.b). Selain penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka mendukung ketercapaian
sasaran strategis pendidikan dan kebudayaan, Kementerian juga
dituntut untuk mengawal penataan organisasi pengelola pendidikan dan
kebudayaan di daerah sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 211 antara
lain melalui penyusunan pedoman organisasi pengelola pendidikan dan
kebudayaan di daerah.

1. Capaian

Hal-hal yang telah di capai dalam penguatan kelembagaabi ialah sebagai

berikut.

a) Pemetaan/Identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari
tugas dan fungsi unit kerja. Dengan pemetaan program/kegiatan
ini dapat diketahui sejauh mana tugas dan fungsi dilaksanakan oleh
masing-masing unit kerja dan permasalahan apa yang dihadapi
dalam pelaksanaannya;

b) Hasil evaluasi kelembagaan unit kerja di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil evaluasi kelembagaan dapat
digunakan sebagai bahan dalam menentukan struktur organisasi
yang paling sesuai dengan beban kerja dan kondisi lingkungan;

c) Tertatanya tugas, fungsi, dan susunan organisasi di lingkungan
Kementerian:

1) penataan tugas, fungsi, dan organisasi Unit Utama;

2) penataan tugas, fungsi, dan organisasi UPT bidang pendidikan
yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Pusat
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Kepala Sekolah, dan Lembaga Pengembangan dan
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang
Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

d) Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini adalah terbentuk
dan tersusunnya tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang
mencerminkan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan
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e)

Penyusunan rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran lebih lanjut
tugas dan fungi unit kerja. Manfaat rincian tugas terutama sebagai
pedoman dalam penyusunan program/kegiatan unit kerja dan
dalam penyusunan uraian jabatan pegawai.

Rencana

Dalam rangka penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, rencana program dan kegiatan yang

sedang dan akan dilaksanakan meliputi:

a.

Penyusunan rincian tugas unit kerja yang meliputi:

1) Sekretariat Jenderal;

2) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;

3) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat;

4) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

5) Direktorat Jenderal Kebudayaan;

6) Inspektorat Jenderal;

7) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

8) Badan Penelitian dan Pengembangan;

9) Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan;

10) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan
Kebudayaan;

11) Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan;

12) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; dan

13) Pusat Pengembangan Perfilman.

Penyesuaian tugas, fungsi, dan susunan organisasi UPT bidang

pendidikan dan kebudayaan;

Penyusunan rincian tugas UPT bidang pendidikan;

Penyusunan rincian tugas UPT bidang kebudayaan;

Penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Penguatan UPT bidang pendidikan dan kebudayaan; dan

Penguatan organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di

daerah.

1]
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3. Kriteria Keberhasilan

Keberhasilan bidang penguatan kelembagaan, diukur dengan kriteria

berikut.

a. Tersusunnya rincian tugas Kementerian sesuai dengan struktur
Kementerian berdasarkan mandat Pemerintah Kabinet Kerja
2015—2019;

b. Tersusunnya organisasi, tugas, dan fungsi UPT yang tepat fungsi
dan tepat ukuran;

c. Tersusunnya rincian tugas UPT bidang pendidikan yang sesuai
dengan unit pembina eselon I;

d. Tersusunnya rincian tugas UPT bidang kebudayaan yang sesuai
dengan unit pembina eselon I;

e. Tersusunnya pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi sesuai
dengan mandat Pemerintah Kabinet Kerja 2015-2019;

f.  Tersusunnya tugas dan fungsi UPT yang tepat fungsi dan tepat
ukuran; dan

g. Tersusunnya pedoman organisasi pengelola pendidikan dan
kebudayaan di daerah.

4. Agenda Prioritas

Pelaksanaan penguatan kelembagaan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, akan diprioritaskan pada program/kegiatan sebagai

berikut.

a. Penyusunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Penyusunan organisasi UPT dilingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;

c. Penyusunan rincian tugas unit kerja (unit utama dan unit pelaksana
teknis) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi; dan

e. Penyusunan pedoman organisasi pengelola pendidikan dan
kebudayaan di daerah.
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5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan berlangsung
sampai tahun 2019, yang terdiri atas program/kegiatan restrukturisasi
organisasi kementerian, restrukturisasi organisasi UPT, penyusunan
rincian tugas unit kerja, penyusunan pedoman evaluasi organisasi, dan
penyusunan pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan
di daerah. Adapun tahapan kerjanya tampak dalam tabel sebagai berikut.

104 Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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6. Penanggung Jawab

Penanggung jawab dari kegiatan penataan dan penguatan organisasi:

a. Pengarah : Mendikbud

b. Penanggung jawab : Sekretaris Jenderal

c. Koordinator : Inspektur I, Inspektorat Jenderal

d. Ketua : Kabag. Kelembagaan, Biro Hukum dan
Organisasi

E. PENATAAN TATA LAKSANA

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud melakukan
reformasi internal yang meliputi penguatan organisasi, penguatan SDM,
dan penguatan tatalaksana. Reformasi Internal tersebut diharapkan
mampu mengungkit terjadinya reformasi layanan sehingga misi
Kemendikbud dapat dicapai. Reformasi layanan merupakan upaya
untuk memberikan layanan terbaik kepada para pemangku pendidikan
dan kebudayaan. Para pemangku kepentingan utama ialah satuan
pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta
unsur dari kebahasaan dan kebudayaan. Pemangku utama yang lain ialah
orang tua, pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah, pegawai,
dunia usaha, dunia industri, pemangku budaya dan masyarakat serta
pers.

Dasar pemberian layanan prima ialah Undang-Undang nomor
25 tahun 2009 tentang standar pelayanan publik, Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi publik dan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang informasi dan transaksi
elektronik. Layanan-layanan di atas akan lebih efisien dan lebih cepat
jika dilakukan dengan memberdayakan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK). Layanan yang semula tidak mungkin dilakukan,
dengan bantuan TIK, menjadi mungkin. Layanan yang semula lambat,
dengan bantuan TIK, menjadi cepat. Layanan konvensional yang selama
ini telah diberikan bersifat kurang responsif, kurang informatif, kurang
accesible, kurang koordinasi, kurang terbuka, rumit karena menempuh

114



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

birokrasi berjenjang, serta kurang efisien. Dengan bantuan TIK, layanan
akan menjadi lebih responsif, lebih informatif, lebih accesible, lebih
terkoordinasi, lebih terbuka, lebih sederhana, dan lebih efisien. Layanan
yang mendayagunakan TIK disebut e-Layanan.

Untuk mendukung e-Layanan tersebut, Kemendikbud perlu
menyusun program penguatan tata laksana layanan pendidikan dan
kebudayaan berbasis TIK. Dengan program tersebut diharapkan Misi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat tercapai dengan lebih
baik.

Adapun capaian program tata laksana layanan pendidikan dan
kebudayaan adalah:

1. Capaian

Hasil Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2015 yang terkait

dengan Bidang Tata Laksana adalah sebagai berikut:

a. Peta Bisnis Proses Kemendikbud;

b. Prosedur Operasional Standar (POS) Kemendikbud;

c. Standar Pelayanan Kemendikbud;

d. Portal layanan prima Kemendikbud (www.kemdikbud.
go.id) sebagai sarana informasi yang terpadu di lingkungan
Kemendikbud telah dikembangkan dan dikelola secara
berkesinambungan;

e. Permendikbud Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola TIK
di Lingkungan Kemendikbud sebagai dasar pengembangan
dan pengelolaan TIK di seluruh unit utama;

f.  Penerapan sistem persuratan elektronik (e-office) pada
beberapa unit utama di lingkungan Kemendikbud sebagai
sarana manajemen dokumen persuratan;

g. Portal satuan kerja, portallayanan dan portal data dan informasi
di seluruh unit utama Kemendikbud telah menggunakan
laman resmi kemdikbud.go.id.

h. Pemanfaatan e-procurement dalam proses pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
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2.

Rencana

Program kerja bidang penguatan tata laksana berikut ini ialah

program mulai tahun 2015—2019. Program tersebut meliputi kegiatan

perencanaan, pengembangan, sosialisasi, implementasi, pengukuran,

dan evaluasi untuk setiap kegiatan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan
adalah:

a.

Pembangunan Peta Ketatalaksanaan Kemendikbud sesuai dengan
Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kemendikbud. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun
proses bisnis yang sederhana, cepat dan terintegrasi, yang meliputi
kegiatan :
1) Penyempurnaan dan Penyusunan Peta Bisnis Proses
Kemendikbud;
2) Penyempurnaan dan Penyusunan Subproses Peta Bisnis;
a) Penyusunan POS
b) Simplifikasi POS
c) Integrasi POS
d) Penerapan POS
e) Evaluasi POS
Pengembangan e-government secara terintegrasi, yaitu kegiatan
mengembangkan sebuah pedoman tata laksana, spesifikasi
teknologi, pengembangan sistem dan aplikasi dalam rangka
penerapan layanan kepemerintahan berbasis TIK, yang meliputi:
1) Pengembangan dan integrasi sistem pendataan di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2) Pengembangan dan implementasi sistem perencanaan dan
penganggaran berbasis TIK;
3) Pengembangan danimplementasi sistem kepegawaian berbasis
TIK;
4) Pengembangan dan implementasi sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan berbasis TIK.
Managemen kearsipan persuratan berbasis TIK yaitu kegiatan
pengembangan sistem dan aplikasi, penyediaan infrastruktur,
sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam rangka penerapan
kearsipan surat berbasis TIK (e-office). Kegiatan ini dilaksanakan
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antara lain  melalui kegiatan: Pengembangan sistem dan
implementasi persuratan online (e-office) pada seluruh unit utama.

Kriteria Keberhasilan

Program reformasi birokrasi bidang penguatan tata laksana

diharapkan memiliki dampak positif terhadap layanan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan bagi masyarakat. Kriteria Keberhasilan

bidang tata laksana ialah sebagai berikut:

a.

Tersedianya peta bisnis dan subproses peta bisnis di lingkungan
Kemendikbud sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015;
1) Prosedur Operasional Standar (POS)

2) Standar Pelayanan

Tersedianyasistemlayanan e-government dilingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dengan kriteria keberhasilan sebagai

berikut:

1) Layanan data lebih cepat dan mudah diproses dan diakses
oleh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan
melalui sistem pendataan pendidikan dan kebudayaan yang
terintegrasi;

2) Perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kemdikbud
dapat diproses lebih efektif dan efisien melalui sistem
perencanaan dan penganggaran berbasis TIK;

3) Layanan kepegawaian dapat lebih cepat, akurat dan mudah
diakses melalui penerapan sistem kepegawaian berbasis TIK;

4) Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dapat diproses lebih
efektif dan efisien melalui sistem akuntansi dan pelaporan
berbasis TIK.

Tersedianya sistem kearsipan persuratan berbasis TIK (e-office) di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat

diproses secara lebih mudah, cepat, dan terkoordinasi dengan baik.

Agenda Prioritas

Dari beberapa program yang ditetapkan, prioritas pertama

ialah penyempurnaan dan penyusunan peta bisnis proses, prosedur
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operasional standar (POS), simplifikasi, integrasi, penerapan, dan
evaluasi POS di lingkungan Kemendikbud. Hal ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa untuk melaksanakan seluruh sistem tata laksana
di lingkungan Kemendikbud dengan berbasis TIK (e-government) maka
diperlukan adanya Prosedur Operasional Standar (POS). Dalam bidang
pengembangan e-government yang menjadi agenda prioritas adalah
penggunaan sistem persuratan online pada seluruh unit utama.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan kegiatan bidang tata laksana direncanakan
berlangsung hingga tahun 2019. Secara rinci tahapan kerja dan waktu
pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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6. Penanggung Jawab

Penangung Jawab kegiatan Tata Laksana adalah Koordinator
Program Penataan Tata Laksana (Kapustekkom). Adapun penanggung
jawab untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

Kelompok Kerja Kegiatan Penataan Tata Laksana

Koordinator : Kepala Pustekkom
Sekretaris : Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan
Organisasi

Penanggung Jawab:

a. Kepala Biro Hukor (Penyusunan Peta Bisnis Proses, Penyusunan,
simplifikasi, integrasi, penerapan, dan evaluasi POS );

b. Kepala Pustekkom ( Penerapan e-office pada seluruh unit utama);

o

Kepala PDSP (Sistem pendataan yang terintegrasi);

d. Kepala Biro PKLN (Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis
TIK);

e. Kepala Biro Kepegawaian (Sistem Kepegawaian Berbasis TIK);

f.  Kepala Biro Keuangan (Sistem Akuntansi Keuangan dan

Akuntabilitas Kinerja).

E. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan tata
nilai yang merupakan sikap dan perilaku dasar seluruh SDM aparatur
Kemendikbud dalam mewujudkan layanan prima pendidikan dan
kebudayaan. Perbaikan-perbaikan sistemik dan komprehensif yang
dilakukan oleh Kemendikbud dilakukan melalui salah satunya adalah
penguatan SDM. Sesuai dengan isi dari Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tenaga kerja dituntut
memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jabatan, dan
instansi pembina wajib melakukan investasi dengan cara meningkatkan
kompetensi SDM yang dimiliki hingga mampu memenuhi kriteria yang
dipersyaratkan untuk kemajuan organisasi ke depan. Bahkan suatu
organisasi dituntut mampu menganalisis kebutuhan skill dan knowledge
SDM berdasarkan beban kerja dan hasil identifikasi layanan, sehingga
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akan mampu menentukan alur operasional, jenis diklat pegawainya, dan
kebijakan layanan yang mendukung pencapaian tujuan.

Permasalahan umum vyang dihadapi dalam pembangunan
pendidikan dan kebudayaan, khususnya dalam lingkup pembangunan
sistem SDM Aparatur, ialah bahwa SDM Kemendikbud secara kuantitas
berlebih tetapi secarakualitas kurang memadai, masih terjadikesenjangan
antara  kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi,
belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja.
Sedangkan jika melihat permasalahan tentang data/informasi maka
permasalahannya adalah kurangnya keterpaduan data/informasi
akibat kurang pedulinya pemangku kepentingan terhadap data, masih
kurangnya pemanfaatan bersama data/informasi yang diperoleh dari
proses layanan lainnya, serta masih lemahnya standardisasi data/
informasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran data/informasi
antar satuan kerja.

Dari berbagai persoalan tersebut diatas maka diperlukan partisipasi
aktif dari seluruh jajaran Kemendikbud dalam mendukung keseluruhan
program reformasi birokrasi. Setiap layanan yang dibangun dirancang
agar pemangku kepentingan dapat terlibat. Diperlukan adanya kinerja
terukur dari setiap pegawai serta pembangunan dan pengembangan
sistem yang mengacu kepada beban kerja dan kinerja.

1. Capaian

Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur terdiri dari 8
(delapan) kegiatan. Dari ke delapan kegiatan tersebut, ada yang sudah
mulai dilaksanakan pada tahun 2014 dengan menggunakan dana pada
tahun 2014, ada yang sedang dilaksanakan mulai tahun 2015, dan ada
yang memang baru dapat dilaksanakan pada tahun 2016 s.d. 2019.
Delapan kegiatan untuk Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur,
yaitu:

a. Sistem Rekrutmen CPNS dilakukan secara terbuka yang
memanfaatkan ICT

Sistem perencanaan dan pengadaan pegawai hingga tahun 2015 telah

dilaksanakan mengikuti ketetapan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian
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Negara. Setiap tahunnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
merencanakan kebutuhan tenaga berdasarkan analis beban
kerja dari setiap jabatan di unit kerja dan menyampaikannya
kepada Kementerian PAN dan RB guna mendapat persetujuan
teknis tambahan alokasi formasi bagi Kementerian. Dengan
diberlakukannya kebijakan moratorium penerimaan CPNS tahun
2015, Kemendikbud tetap mengajukan usul formasi dengan terlebih
dahulu membenahi kebutuhan pegawai per jabatan senyatanya
di lingkungan unit kerja yang sudah dilakukan melalui hasil
penghitungan beban kerja.
Proses pemenuhan tenaga yang dibutuhkan berdasarkan hasil
perhitungan tersebut dilakukan melalui proses seleksi yang
akuntabel, terbuka, dan transparan. Sejak tahun 2010 telah dibangun
sistem rekrutmen pegawai secara online di lingkungan unit utama.
dan tahun 2011 dibangun untuk seluruh unit kerja di lingkungan
Kemendikbud. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh
unit kerja dapat menerapkan sistem rekrutmen pegawai mulai tahun
2012 dan hingga tahun 2015 sistem tersebut terus disempurnakan.
Mulaitahun 2014, Kemendikbud menyelenggarakan Tes Kompetensi
Bidang menggunakan Computer Based Test (CBT) di lingkungan
unit utama. Ke depan diharapkan terus dilakukan penyempurnaan
terhadap sistem penerimaan CPNS online dan sistem seleksi CBT
yang digunakan.
Pengembangan Karir
Untuk pengembangan karir pegawai Kemendikbud, diperlukan
adanya penataan pegawai berbasis kompetensi, analisis jabatan,
evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, assessment pegawai,
dan penetapan sistem penilaian kinerja individu.
1) Penataan pegawai berbasis kompetensi
Penataan pegawai diperlukan untuk mewujudkan efektivitas
dan produktivitas kerja (the right man on the right place).
Penataan pegawai berbasis kompetensi didasarkan pada hasil
analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di
masing-masing unit kerja. Setiap unit kerja harus memahami
kebutuhannya masing-masing dengan mengacu pada tugas
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dan fungsi yang melekat padanya yang tercantum dalam
Permendikbud Nomor 11 tahun 2015. Oleh karena itu, pada
tahun 2015 ini akan dilakukan penataan pegawai sesuai OTK
baru meskipun masih mengacu pada hasil analisis jabatan
dan analisis beban kerja 2012. Hal ini perlu dilakukan karena
visi, misi, tugas dan fungsi Kemendikbud tidak boleh terhenti
meskipun terjadi perubahan struktur organisasi di dalamnya.
Proses selanjutnya yang direncanakan adalah penghitungan
kembali analisis jabatan dan beban kerjanya serta dirangkaikan
dengan evaluasi jabatan dan penyempurnaan standar
kompetensi jabatan pada tahun 2016. Pada 2017 diharapkan
sudah dapat dilaksanakan penataan pegawai berbasis
kompetensi di lingkungan Kemendikbud sesuai amanah dari
Permendikbud Nomor 7 tahun 2013.

2) Analisis Jabatan
Analisis jabatan merupakan suatu teknik untuk mendapatkan
informasi tentang suatu jabatan melalui proses penelitian
dan pengkajian yang dilakukan secara analitis terhadap
jabatan yang diperlukan dalam suatu unit organisasi untuk
menjalankan misinya. Proses analisis jabatan berdasarkan
struktur Kementerian yang lama sudah dilaksanakan, tetapi
dengan adanya struktur organisasi kementerian yang baru
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 11 Tahun 2015, maka perlu dilakukan proses analisis
jabatan dengan terlebih dahulu menetapkan rincian tugas
dari masing-masing unit kerja. Hasil dari analisis jabatan
adalah uraian jabatan setiap pemangku jabatan sesuai dengan
kebutuhan organisasi serta peta jabatan, yang direncanakan
akan dilaksanakan pada tahun 2016. Adapun manfaat
dari kegiatan ini adalah seluruh pemangku jabatan dapat
melaksanakan tugas sesuai uraian jabatan.

3) Evaluasi Jabatan
Dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan pegawai negeri
perlu dilakukan evaluasi jabatan. Proses pelaksanaan evaluasi
jabatan tahun 2014 telah ditetapkan melalui Surat Menteri PAN-
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RB Nomor B/1724/M.PANRB/5/2015 tentang Persetujuan
Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pelaksanaan hasil evaluasi
jabatan tersebut sedang disusun peraturan Mendikbud tentang
penetapan kelas jabatan. Berdasarkan Permendikbud tersebut,
seluruh pegawai Kemendikbud ditetapkan dalam jabatan
dan kelas jabatan yang sesuai dengan hasil evaluasi jabatan
tahun 2014. Mengingat hasil evaluasi jabatan tersebut masih
berdasarkan OTK lama, maka mengacu kepada Permendikbud
Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dilakukan
kembali proses evaluasi jabatan. Setelah seluruh pegawai
ditempatkan kembali pada organisasi, proses evaluasi jabatan
akan dilaksanakan setelah proses pelaksanaan identifikasi
nama jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja pada
tahun 2016.

Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah adanya nilai atau
peringkat jabatan bagi seluruh pemangku jabatan sehingga
dapat melaksanakan tugas sesuai uraian jabatan.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedia dokumen standar
kompetensi jabatan sebagai acuan dalam proses penataan
SDM berdasarkan kompetensi dan kualifikasi akademik yang
dimiliki. Dasar dalam melakukan penyusunan pedoman ini
adalah hasil dari penghitungan beban kerja organisasi dan peta
jabatan. Penyusunan standar kompetensi jabatan berdasarkan
hasil analisis beban kerja tahun 2012 telah selesai dilaksanakan
pada tahun 2013. Pada tahun 2016, direncanakan penyusunan
kembali standar kompetensi jabatan sesuai hasil penghitungan
kembali beban kerja organisasi dan peta jabatan yang sesuai
dengan OTK baru. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah
tersedia dokumen standar kompetensi jabatan sebagai acuan
dalam proses penataan SDM berdasarkan kualifikasi dan
kompetensi yang dimiliki.
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5) Assessment Pegawai
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang
kompetensi pegawai. Secara umum kompetensi adalah suatu
kombinasi antara keterampilan (skill), atribut personal, dan
pengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui perilaku
kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Kompetensi
terdiri dari dua tipe yaitu soft competency dan hard competency.
Soft competency merupakan jenis kompetensi yang berkaitan
erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan,
hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan
orang lain. Adapun hard competency merupakan jenis
kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional
atau teknis suatu pekerjaan.
Pada 2014 telah dilakukan assessment pegawai dari tingkat
Eselon II, III, dan IV, serta para staf. Pada tahun 2017
direncanakan akan dilakukan evaluasi terhadap hasil penataan
pegawai tahun 2015 sekaligus assessment pegawai berdasarkan
standar kompetensijabatan 2016. Adapun manfaat dari kegiatan
ini adalah tersedianya data profil kualifikasi dan kompetensi
sebagai acuan dalam proses jumlah SDM yang memenuhi
kualifikasi dan kompetensi.
6) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu
Sistem penilaian kinerja individu ini sangat diperlukan untuk:
a) Bagi organisasi, sistem penilaian kinerja individu akan
meningkatkan pencapaian sasaran organisasi yang secara
langsung berdampak pada peningkatan prestasi kerja;
b) Bagi pengelolaan SDM, sistem penilaian kinerja individu
akan menjadi dasar pemberian penghargaan dan hukuman;
c) Bagi pegawai yang bersangkutan, sistem penilaian kinerja
individu digunakan sebagai alat komunikasi baik kepada
bawahan maupun kepada atasan terhadap hal-hal yang
harus atau tidak dikerjakan atau saran perubahan sikap dan
perilaku pegawai, sekaligus sebagai sarana pembinaan dan
pelatihan.
Sistem penilaian kinerja individu dirancang dengan
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mempertimbangkan beberapa aspek, yakni penilaian prestasi
kerja individu, penilaian kompetensi, DP3, dan pengembangan
diri. Sistem penilaian kinerja individu dapat dilakukan dengan
terlebih dahulu membuat indikator kinerja individu. Sesuai
amanah dari PP Nomor 46 tahun 2011, penilaian prestasi
kerja diberlakukan mulai tahun 2014 yang bertujuan untuk
mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan
pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS adalah
suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh
pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja PNS. Diharapkan pada tahun 2016 sistem penilaian
kinerja pegawai yang digunakan sudah disinkronisasikan
dengan peraturan disiplin pegawai, sehingga dapat diterapkan
sistem reward dan punishment dan secara simultan dilakukan
monitoring dan evaluasi terhadap penerapan penetapan kinerja
pegawai yang sudah berjalan.

Selain itu, sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2004 tentang kode etik Pegawai Negeri Sipil, pada tahun
2016 akan dibentuk komite kode etik yang bertugas membina
pelaksanaan kode etik pegawai di lingkungan Kemendikbud.
Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh unit kerja
dapat menerapkan sistem penilaian kinerja individu yang juga
berdampak pada peningkatan disiplin pegawai dan peningkatan
kesejahteraan pegawai.

Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap
PNS, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan
memanfaatkan teknologi informasi. Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan telah membangun sistem informasi
kepegawaian dan database kepegawaian yang dimutakhirkan
secara periodik sejak tahun 2007.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan
perbaikan-perbaikan sistemik dan komprehensif terhadap
sistem penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan melalui
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penguatan SDM dengan memanfaatkan sebesar-besarnya
Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai faktor pengungkit
dan penunjang terlaksananya Reformasi Birokrasi secara efektif
dan efisien. Oleh karena itu pada tahun 2010 telah dibangun
sistem yang mampu menjadikan kinerja sebagai dasar dalam
pelaksanaan pengelolaan SDM, baik perencanaan, penyediaan,
pengembangan maupun pemberhentian SDM. Hingga tahun
2015 pemanfaatan aplikasi layanan kepegawaian dalam Sistem
Informasi Kepegawaian terus meningkat, diharapkan pada
tahun 2016 database yang ada sudah lengkap dan mutakhir,
serta sistem yang ada telah terintegrasi dengan PUPNS dan
SAPK BKN. Hal ini untuk mempermudah dan mempercepat
proses layanan kepegawaian yang melibatkan Kemendikbud
dan BKN. Database menjadi kunci efektivitas penggunaan
sistem layanan kepegawaian, oleh karenanya perlu adanya
kesadaran dan peran aktif unit kerja dalam memutakhirkan
data pegawai di lingkungannya masing-masing.

Sistem Informasi Kepegawaian yang akan diintegrasikan
dengan PUPNS dan SAPK BKN ini diharapkan dapat mengatasi
permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan SDM saat ini
yaitu antara lain:

a) Adanya beberapa sistem kepegawaian di unit utama-
unit utama Kemendikbud yang sama-sama menangani
informasi kepegawaian namun belum terintegrasi satu
dengan lainnya;

b) Kurang terjaganya kemutakhiran basis data pegawai;

c) kurang terbukanya sistem pengelolaan SDM yang ada
saat ini untuk melibatkan partisipasi aktif pegawai dalam
pengelolaan datanya;

d) Database yangada kuranglengkap dan pemutakhiran belum
secara periodik;

e) Lamanya waktu penyelesaian SK kepegawaian karena belum
terintegrasikannya sistem Kemendikbud dengan BKN.

Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah data kepegawaian di
lingkup Kemendikbud menjadi terintegrasi dan menjadi satu
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basis data sehingga pengelolaan data akan jauh lebih praktis,
mudah diakses dan valid, kolaborasi data bisa dilakukan dengan
mudah, proses pemeliharaan data menjadi lebih mudah, akurat
dan kemutakhiran data tetap terjaga, proses penyelesaian
layanan kepegawaian akan lebih cepat dan koordinasi lebih
mudah.
8) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem
pengembangan  pegawai yang ~mampu  mengurangi
kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan
kompetensi yang dipersyaratkan. Need assessment dilakukan
berdasarkan standar kompetensi jabatan yang menghasilkan
peta pengembangan pegawai yang juga menunjang karir
pegawai. Pada tahun 2016 diharapkan telah tersusun naskah
pengembangan pegawai yang juga mengacu dari hasil standar
kompetensi jabatan dan assessment pegawai yang dilakukan.
Sehingga pada tahun 2017 dan seterusnya dapat dilakukan
evaluasiterhadap penetapan dan implementasi kebutuhan diklat
berdasarkan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah tersedianya data
profil kualifikasi dan kompetensi SDM dan diterapkannya
sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi dalam
pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

2. Rencana

Beberapa kegiatan yang direncanakan oleh Kementerian dalam
rangka Penguatan Sistem Manajemen SDM aparatur adalah sebagai
berikut:

1) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai secara online dan
penerapan sistem seleksi Computer Based Test (CBT) untuk seluruh
unit kerja di lingkungan Kementerian pada tahun 2016;

2) DPelaksanaan proses penataan SDM di lingkungan Unit
Utama Pusat berdasarkan OTK baru, akan dilakukan kembali
setelah proses analisis jabatan dan penghitungan beban kerja, dan
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2013 akan dilaksanakan pada tahun
2017;

Evaluasi hasil analisis jabatan berdasarkan uraian jabatan
sesuai OTK Kementerian yang baru yaitu Permendikbud Nomor
11 Tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2016;

Penerapan hasil evaluasi jabatan dan peringkat jabatan pada tahun
2017 dan seterusnya;

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) berdasarkan evaluasi
jabatan OTK baru pada tahun 2016. Pembentukan assessment
center dan pelaksanaan assessment pegawai, serta penyelenggaraan
diklat assessor pada tahun 2016;

Penyempurnaan sistem seleksi promosi jabatan secara terbuka yang
digunakan pada tahun 2015, serta sistem open biding ini akan terus
digunakan dalam rangka mengisi jabatan pimpinan tinggi yang
lowong;

Penerapan sistem penilaian kinerja individu pada tahun 2012 dan
seterusnya. Pada tahun 2016 akan dilakukan sinkronisasi sistem
penilaian kinerja individu dengan peraturan disiplin yang berlaku
dan mulai menerapkan sistem reward dan punishment;
Penyempurnaan sistem informasi kepegawaian pada tahun 2015
dan seterusnya, serta pemanfaatan sistem informasi kepegawaian di
seluruh proses kerja layanan kepegawaian yang terintegrasi PUPNS
dan SAPK BKN pada tahun 2016 dan seterusnya. Mulai tahun
2016 akan dilakukan pemutakhiran database secara periodik dan
pengintegrasian database pegawai yang melibatkan seluruh unit
kerja;

Penetapan kebutuhan diklat pegawai berbasis kompetensi pada
tahun 2016. Penerapan/pelaksanaan pengembangan pegawai
berbasis kompetensi pada tahun 2017 dan seterusnya serta
pelaksanaan evaluasi terhadap penetapan kebutuhan diklat
berdasarkan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan pada tahun
2017.
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3. Kriteria Keberhasilan

Hal-hal yang menjadi kriteria keberhasilan pada program/kegiatan
Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur dalam rangka reformasi
birokrasi di Kemendikbud adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di Kementerian;

b) Meningkatnya transparansi dan akutabilitas pengelolaan SDM
aparatur;

¢) Meningkatnya disiplin dan kinerja SDM Aparatur Kementerian;

d) Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur Kementerian.

Secara rinci kriteria keberhasilan dari delapan program/kegiatan

Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah sebagai berikut:

a) Tersedianya dan diterapkannya rekrutmen CPNS berbasis ICT yang
transparan dan akuntabel;

b) Terpenuhinya SDM yang berkualitas dan profesional sesuai bidang
tugasnya;

c) Tersedianya dokumen urajan jabatan dan peta jabatan untuk
seluruh jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional
tertentu sesuai dengan struktur organisasi Kemendikbud terbaru;

d) Tersedianya peringkat jabatan yang sudah divalidasi oleh
Kementerian PAN dan RB serta BKN;

e) Tersedianya dokumen standar kompetensi dan kualifikasi jabatan;

f) Terlaksananya proses penataan SDM berdasarkan kompetensi dan
kualifikasi jabatan di lingkungan unit utama pusat;

g) Tersedianya peta profil kompetensi individu;

h) Tersedianya sistem penilaian kinerja individu;

i) Semua unit kerja dapat mengimplementasikan sistem penilaian
kinerja individu;

j)  Tersedianya database pegawai yang mutakhir dan akurat;

k) Semua layanan informasi kepegawaian dapat terlayani;

1) Tersedianya peta pengembangan pegawai berbasis kompetensi;

m) Semua unit kerja dapat mengimplementasikan peta pengembangan
pegawai berbasis kompetensi.
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4. Agenda Prioritas

Kegiatan yang menjadi prioritas Kemendikbud dalam rangka
penguatan sistem manajemen SDM aparatur saat ini adalah sebagai
berikut.

1) Rekrutmen CPNS berbasis ICT

2) Penataan pegawai berbasis kompetensi

3) Evaluasi jabatan

4) Assessment pegawai

5) Promosi jabatan secara terbuka

6) Penetapan kinerja pegawai

7) Penguatan sistem informasi kepegawaian

8) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja program/kegiatan Penguatan
Sistem Manajemen SDM aparatur tampak dalam tabel berikut.
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Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

Ises||e|sos

ueyningay
1ensas wajsis eped nieq

A JN3y-4niy ueyequieuad
ISeN|eA? [ISey ueyiesepaq
A waisis ueeuindwaiuad
ueun3uequiad
ueeusndwaAuad
ueynpawaw 3ueh waisis
A ueiSeq uexedWIA
(192) ueyeunsip
ye|a1 SueA Isy9[9s waisIs
A depeysay Isenjeas
|2gejunye 3 uejedsuedy
8ueA [D] siseqtaq SNdD
uawinuyas eAuueydesanp
A uep eAuelpasial
eAuse8ni Suepiq 1ensas uejefiaq yea1
|euoisajoud uep seyljenyaq SueA auljuo ueewnsuad
A 3ueA |NQS eAulynuadial wa1sls depeyuay Isen|eay
Isesjuegio
ueyningay
1eNSaS 1n.RUIP
uelem SueA nieq 101 sisequaq
e3aday oJig ueeuedUaJIad leme3ad | SNdD uswiannpRy | T
qeme( 6T0C | 8T0C | LTOC | 9TOC | STOC v10Z ueyeisoy
Sun88ueuaq 198.e auljaseg ue|iseyaqay| el el19)] uedeye) ndino Jweidoid | oN

Jnjesedy |NQS uswaleue|y walsis uelenduad weadoud efiay uedeye] uep npep) “6°€ |99el

(0]
-
o
o
o}
-
o
N
o
>
o
e
S
c
)
S
o
X
‘@
©
X
o
=
m
‘B
©
c
=
)
L
)
[0



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

eweln
Hun uep
uelemedada)|
olig

1eSNd eweln
Hun ueduny3ul 1p ueleqel
1sexyl|eny uep 1sualadwoy
ueyJesepiaq |AQS ueejeuad
sasoud eAueuesyelsa)

gy uep gelue
Ileqwiay uedunuyduad
ueeuesye|ad
uexeuedIUAIBIN

ueeueduslad

eAuisualadwoy
ugp 1ensas
uejeqel pd
uexnpnpip
lemedad

1sualadwoy|
siseqJaq lemeSad
ueejeuad

SNdD uawinuyal
wialsis ueeungd8uad
I1sen|eAd uep SulIOHUOIN

Isen|ea3 uep ueinynsuad

ef13y yun ynun|as
1P SNdJ uawin.ial
wa1sis ueeun38uad

Isequawa|dw|

SNdJ IS¥3]9s

uep ueewauad waisIs
1wsaJ esedas ueeundduad
wn|agas efiay yun
epeday ueduidwepuad

e[y Jun Jojesisiuiwpe
18eq uexeusndwsasip
BueA waisis ueynejad
uep uejeuaduad

qeme/
8un88ueuad

6T0¢C

810¢C

L10C

910¢

ST0C

1981

10T
aujjaseg

ue|iseyaqay ey

el19) uedeyey

indino

ueje18ay
Jweidoid

ON

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

I1senjeA3 uep ueinynduad

pngyjipusway

ueduny3ul| Ip 1sualadwoy
siseqJaq remeSad
ueejeuad ueeuesye|ad

Isequawa|dw|

pngyipuaway ueSuny3ul|
1p Isusladwoy siseqlaq
leme8ad ueejeuad
uewopad Ises||eisos

Ises||elsos

ef19y uun ueduny3ul|
Ip ueeluayad ueejeuad

Agv uep
gelue |isey ejad |ensas
ueejeuad ueeuesye|ad

ef19y yun Suisew-3uisew
Ip nJeq )10 lensas
uejeqef e3ad ueunsnAuad

Yav uep gelue
Ileqwiay uedunuysuad
ueeuesye|ad

ueun8uequiad

ef19y yun Suisew-3uisew
Ip nJeq )10 lensas
uejeqef e3ad ueunsnAuad
ueseUBIUAIBIN

geme/
8un88ueuad

6T0¢C

810¢C

L10C

910¢

ST0C

1981

vioc
aulaseg

uejiseysaqo) el

el19) uedeyey

andino

uejel1Say
/weaSoud

ON

(223
™
o

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

J0p|ey} ISEWIO4UI UBp
‘uejeqef eyad ‘ueleqef
ueleJn ueyJesep.aq nieq
L0 ueleqef 1senjeaa
sasoud ueyeuesyed|A

uejeqel eweu
(S TIRIETJRV=NEVESTIET

ueun8uequiad

nieq
L0 lensas pngyjipuswia)
ueduny3ul| 1p ueleqel
Isen|eAa ueeuesyelad
eueduas unsnAusin

ueleme8aday|
olig

uejeqef ejad uep ‘uereqel
uejein ‘ueleqef 1ex3unad
uawnyop eAuelpasial

ueeuedualdad

ueleqel
1e38unad uep
‘uejeqef uejein
‘uejeqef eyad
uswnyoq

uejeqel Isenjeay

ueejeuad
wa)sis ueeusndwaAuad
uep Isenjea3

nieq anpjnJis eped
uejeqel e1ad e1as Hgy
uep qelue ueSunyuysuad
|Isey depey.ay Isen|en3

qeme/
8un88ueuad

6T0¢C

810¢C

L10C

910¢

ST0C

1981

10T
aujjaseg

ue|iseyaqay ey

el19) uedeyey

indino

ueje18ay
Jweidoid

ON

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019

140



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

pngyipuaway ueduny3ul|
1p ueleqel1e)3unad
uedejauad esede ejaq
jueduelepueus|p

uelIalUaWaY Isen|eAs wn
ya|o ueleqef 1ex)3uriad
ISen|eAs ueynyeRN

NG Uep gy-Nvd
uelsauawa)y uedusp

pngyipuaway uegunysul|
1P NSV ueieqel 1ex8uiiad
JIsey ISepljeA uesnye|a|A

pngyipuaway uedunydul
1P NSV ueleqef 1ex)3uniad
|Isey 1sepijeA uexnye|aA

pngyipuaway uedunydul|
Ip NSV ueleqgel 1ey3uniad
IsenjeAs uejnyeleIN

pngipuswia)
ue3uny3ul| Ip NSV ueleqel
1ey8uriad ueysnwnia|n

yesaep

ef13y yun )3ul| 1p ueleqel
1sewso) ueunsnAuad
sasoud ueyeuesye|an

1esnd eweln

Hun 8u uejeqel
IsewJo} ueunsnAuad
sasoud ueyeuesyed|A

geme/
8un88ueuad

6T0¢C

810¢

L10C

910¢

ST0C

1981

vioc
aujaseg

uejiseysaqo)] el

el19) uedeyey

indino

uejeiSay
/weaSoud

ON

A
<
i

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

ewein 1un
uep uelem
edaday oJig

NnpIAIpul Isua}adwoy
|youd eyad eAuelpasial

ueeuedualad

npialpul
1suazadwoy
|40id

leme8ad
JUBWISSISSY

uejeqel Isenjens
|isey ueeusndwaAuad

uejeqel

Isenjens ueeuesyelad
depeyual isenjeAs uep
Suloyuow ueynyeR

1senjeA3 uep ueanyn3uad

pngyipuaway ueduny3ul
1p uejeqel Isenjeaa
|Isey ueydessuay

Iseauawa|dw|

pnaipuswa)l
ue3uny3ui| 1p ueleqef(
ISeN|BAD |ISBY ISeSI|BISOS

Ises||eIsos

pngyipusawa)
18Ul Ip ueleqef
1ey8uliad ueydersuay

qeme/
8un88ueuad

6T0¢C

810¢C

L10C

910¢

ST0C

1981

10T
aujjaseg

ue|iseyaqay ey

el19) uedeyey

indino

ueje18ay
Jweidoid

ON

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019

142



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

JudWISSasse
walsis ueeusndwaAuad

Isequawa|dw|

ueleqer Isuazadwoy
Jepueis Isesi|eisos

Ises||eIsos

uejeqger Isualadwoy
Jepuels Jesep ue3uap
pngyipuaway ueSuny3ul|
1p 1sua1adwoy
ueyJesepJaq NpIAIpUL
1USWISSASSE UBRURSYR[9d

nieq SueA uejeqef
ISeN|eA |Isey 1ensas
uejeqger Isualadwoy
Jepueis ueunsnAuad
ueyeuesye|aN

ueun3uequad

pngyjipuswsy

ueSuny3ul| 1p 1sualadwoy
ueyJesepJaq NpIAIpul
Juawssasse ueeuesyelad
BUBOUDJ UNSNAUBIA

nieq SueA uejeqef
ISen|eAs |Isey 1ensas
uejeger Isualadwoy
Jepueis ueunsnAuad
ueydeisiadwaly

geme/
8un88ueuad

6T0¢C

810¢C

L10C

910¢

ST0C

1981

vioc
aulaseg

uejiseysaqo) el

el19) uedeyey

andino

uejel1Say
/weaSoud

ON

(3]
<
2|

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

Ises||elsos

ueysemelip Sueh

138uny ueuidwid uejeqef
denas ynjun Jewejad
uo|ed 13eq ueyielehsip
SueA jsusradwoy
Jepuels unsnAuay

ISEIES
awsiueyaw unsnAusy

ueunSuequiad

Suomo|
8ueA 138un ueuidwid
uejeqel uexelWalN

uapuadapul IS)3]9s
enjued ynjusaquiain

ueleme3aday
oJig

138uny ueujdwid

uejeqel 13eq exnqg.al 1SY3|9s

wasis eAueuesyelual

e3NQJa} eJedas
138uny ueuidwid uejeqef
1539|9s ueeuesyelad
BUBIUAJ UNSNAUBIA

ueeuedualad

|euoisajoid uep
uajadwoy SueA
188un ueuidwiy

e)NqgJa) eledss
ueleqer Isowo.d

JUBWISSaSSe
wajsis depeyua} Isenjen

Isen|ea3 uep ueinynsuad

pngyipuaway ueduny3ul|
1p J11ey ejod unsnAuay

qeme/
8un88ueuad

6T0¢C

810¢C

L10C

910¢

ST0C

1981

10T
aujjaseg

ue|iseyaqay ey

el19) uedeyey

indino

ueje18ay
Jweidoid

ON

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

eweln
Hun uep
ueleme8aday|
olig

wia1sis eAuelpasial ‘T

efiauny
uedelauad wajsis uep
awisiueyaw unsnAua|p

ueeuedualad

npIAipul efiauy
uelejiuad
wia1sis

efiauny
uedelauad

ST0C

unyel eped ueyeundip
SueA eynqua) esedas
uejeqel 1sowoud Is)39|9s
waisis ueeuindwaiuad
uep Isenjen

Isen|ea3 uep ueanynsuad

e3NQgJa} eJedas
138uny ueuidwid uejeqef
1S39|9S ueeuesye[ad

Isequawa|dwi|

pngyipusway sewny
Jeyld Injejaw essew
eIpaw ueellJaquad

pngjipusway

1WSaJ 9}ISqaM Ip
ey)ngJal esedas 133un
ueuidwid ueeqef 1s}3]3s
eAuepe uewnwnguad
Juenyelliaquiad

geme/
8un88ueuad

6T0¢C

810¢

L10C

910¢

ST0C

1981

vioc
aujaseg

uejiseysaqo)] el

el19) uedeyey

indino

uejeiSay
/weaSoud

ON

)
-
o
o
1
<
o
IS
©
>
Ke]
e
©
c
Q
)
o
Q
N
[}
©
X
]
e
@
(2]}
@©
©
o
£
]
8
Q
o



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

Isenjea3 uep ueanynsuad

uawysiund uep piemal
wasis ueydelsaus|p

pPNgyIpUSWY

wia1sIs ueydesaus|n

Iseauawa|dw|

juawysiund uep
pJema. wajsIs 1Ses!|eISoS

pnagyipuswiay

Ises||eIsos

lemegad uydisip
ueanjesad ueSusp wajsls
ISESIUOIYUIS UBYNYEIDIN

ueyeungip

ye|a3 SueA npiaipul
efsaupy uerejiuad waisls
uewopad |senjenaduay

ueun3uequad

npiAlpul
eliaupy uejejiuad waisis
ueyjisejuawa|dwiSusw
jedep efiay yun enwas g

teme3ad eliaupy uelejiuad
uewopad unsnAua|p

qeme/
8un88ueuad

6T0¢C

810¢C

L10C

910¢

ST0C

1981

10T
aujjaseg

ue|iseyaqay ey

el19) uedeyey

indino

ueje18ay
Jweidoid

ON

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019

146



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

ueleme3aday|
ueueAe| 1exyJa1 dyeyid
-jeyid ueduap I1seulpiooy

uejeme3aday| Isewsojul
waisis ueeusndwaiuad
ueeuesye|ad

uejeme3aday
ISEWIOJUI WSIS Wejep
ueyeesew.ad Ise)ynuap|

ueun3uequiad

ueleme3aday| Isewsojul
waisis ueeusndwaiuad
ueseuUBIUAIBIN

lueAe|ua} Jedep
uejeme3aday| Isewsoyul
ueueAe| enwas ‘'z

ueleme3aday
oJig

1einye uep
Jiyyeinw SueA iemeSad
aseqelep eAuelpasia] ‘T

ueyeungip

SueA uejeme3aday
Isewojul walsls depeytal
ISen|eAs ueynyeRN

ueeuedualad

ue |lemeSaday
ISewJoul
waisis

uelemeSaday|
ISBWIOJUI WDSIS
ueien8uad

dipolsad eiedss lejiulp
SueA reme8ad efiaupy
uedelauad uedessuad
I1sen|eAd uep SulIOHUOIN

geme/
8un88ueuad

6T0¢C

810¢C

L10C

910¢

ST0C

1981

vioc
aulaseg

uejiseysaqo) el

el19) uedeyey

andino

uejel1Say
/weaSoud

ON

~
i

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

1senjeA3 uep ueanyn3uad

ef1ay yun

ueleme3daday IsewJoyul
wajsis ejoj@8uad NS
seyljigedey ueiey3uluad

uejeme3aday| Isewsoyul
wa)sts 1seyuawajdw|

ef19y nun ueduny3ul|

1p uexeudndwasip

SueA uejemedaday
ISBWJOJUI WISIS ISe|eIsu|

1sejuawa|dw|

uejeme3aday

ISEWIOJUI WISIS
uejeejuewsad Ise|n3al
uep ueyeligay Isesi|elsos

ueyeusndwasip

SueA uejemeSaday
ISeW.oUl WISIS
ueeun33uad Ises||e1sos

Ises||eIsos

ueleme3aday

ISEWIOJUI WISIS
ueeuesyejad Sunjynpuaw
snjun ueynpadip

BueA 1sein3au uep
ueyeligay ueunsnAuad

qeme/
8un88ueuad

6T0¢C

810¢C

L10C

910¢

ST0C

1981

10T
aujjaseg

ue|iseyaqay ey

el19) uedeyey

indino

ueje18ay
Jweidoid

ON

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019

148



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

ueyjisejuswa|dwiip ueye
SueA 1susyadwoy sisequaq
leme3ad ue3ueq3uad

A wa)sIs ISes||elsos
1Ses||elsos
1sua1adwoy siseqtaq
leme3ad ueSueqwasuad
A widlsIS unsnAualn
ueunSuequiad
1sua1adwoy| sisequaq
leme3ad uedueqwaduad
A eueduas unsnAusin
1sua1adwoy
siseqJaq lemedad
uedueqwaduad ejad
ueyjisejuawa|dwiSusw
A 1edep ef19y Hun enwas ‘¢
ewelin ueyesedsiadip
Hun uep 1sualadwoy siseqJaq SueA ueleqel Isualadwoy
ueleme3aday leme3ad ueSueqwaduad Jepuels ueyiesepaq
oulg e1ad eAuelpasia)l ‘T | juswssasse pasu Sujules)
uejeqel jeseAs
1ensas lemedad 1sualadwoy|
ueSueqwasuad | sisequaq lemedad
ueeuedualad e19d ueSueqwiaduad | '8
ueyiseyusawa|dw
ye|a3 SueA uejeme3aday
IsewJojul wajsis depey.sl
A A I1sen|eAs uep SulIONUOIA
qemef 6T0¢C | 8TOC | LTOC | 9TOC | STOC v10Z uezeisoy
8un88ueuad 1981 aulaseg uejiseysaga) ey el19) uedeyey dino /JweaSoud | oN

(2]
<
2|

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

ueyjeseAsiadip

SueA uejeqef 1suazadwoy
Jepuels uyJeepaaq 1epjip
ueyningay uedejauad
depeyual Isenjeay

IsenjeA3 uep ueanynsuad

Algnd

ueueAejad uep ueyeligay
ueejojaduad wejep
1susladwoy siseqJaq
leme8ad ueSueq8uad
wa1slis uedesauad

Iseauawa|dw|

qeme/
8un88ueuad

6T0¢C

810¢C

L10C

910¢

ST0C

1981

10T
aujjaseg

ue|iseyaqay ey

el19) uedeyey

indino

ueje18ay
Jweidoid

ON

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019

150



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

G. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dengan adanya perubahan paradigma dan perkembangan
dunia pendidikan dan kebudayaan yang mengakibatkan adanya
permasalahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan terutama
dalam hal kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga
menuntut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan
perubahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan
kebudayaan.

Perubahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan
kebudayaan dilakukan karena adanya permasalahan dalam peraturan
perundang-undangan yang harus diselesaikan, yaitu:

1. Masih ada peraturan perundang-undangan yang merupakan
delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
yang belum disusun (ditetapkan). Contoh: seluruh peraturan
perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
dan Peraturan Menteri) yang merupakan delegasi dari UU No.11
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya belum selesai disusun;

2. Belum ada solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul terkait
ketentuan Pasal 82 UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
mengenai batasan waktu program sertifikasi guru dalam jabatan
pada akhir Desember 2015;

3. Rancangan Revisi UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang masih dalam tahap penyusunan Naskah Akademik
sehingga dapat dijadikan program legislasi nasional (Prolegnas)
prioritas tahun 2016 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

4. Masih ada Peraturan Menteri yang memiliki norma yang tidak
bisa dijalankan, tidak harmonis dengan norma lain, atau tidak
sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan. Contoh:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun
2014 tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama yang saat ini sedang
dilakukan pembahasan dalam rencana perubahan karena beberapa
ketentuan norma di dalam Peraturan Menteri dimaksud masih
terdapat kendala dalam implementasinya di lapangan;
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5.

Belum ada solusi terkait kebijakan mengenai kekosongan kepala
sekolah dan penandatanganan ijazah yang disampaikan oleh DPRD
terkait banyaknya aduan mengenai permasalah tersebut; (dalam
UU 23 kewenangan ada di Pemerintah);

Belum semua Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan di Biro Hukum dan Organisasi yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Penyusun dan Perancang Peraturan
Perundang-Undangan yang diadakan oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia. Pendidikan dan Pelatihan dimaksud
diperlukan untuk meningkatkan kompetesi Penyusun Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan dalam menyusun Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang pendidikan
dan Kebudayaan;

Belum semua tenaga penyusun peraturan perundang-undangan
di seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan
mengikuti pembinaan bagi tenaga penyusun peraturan perundang-
undangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
oleh Biro Hukum dan Organisasi. Setiap tahun Biro Hukum dan
Organisasi melaksanakan kegiatan pembinaan tenaga penyusun
peraturan perundang-undangan sebanyak satu kali dan belum
seluruh penyusun peraturan perundang-undangan mengikuti
kegiatan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1.

Menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang merupakan
delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
Menyiapkan solusi bagi permasalahan yang timbul akibat Pasal 82
Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yaitu, pembatasan masa
sertifikasi bagi seluruh guru dalam jabatan, harmonisasi aturan
terakit, penyiapan revisi Undang-Undang atau Perpu;
Menyelesaikan Rancangan Revisi Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional paling lambat Desember 2015 untuk diajukan
kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memenuhi persyaratan
menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2016;
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Menginventarisir ~peraturan yang sudah ditetapkan tetapi
menimbulkan permasalahan baru atau peraturan yang tidak
harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
Memproses peraturan-peraturan yang merupakan usulan dari unit
utama dengan melakukan harmonsiasi, penyempurnaan terhadap
usulan dan penyiapan menjadi peraturan-perundang-undangan;
Mengantisipasi permasalahan yang timbul dan memerlukan solusi
hukum dalam bidang pendidikkan untuk segera disiapkan peraturan
perundang-undangannya;

Melakukan pelayanan terhadap kunjungan dan konsultasi oleh
DPRD, pemerintah daerah, atau pihak lain terkait peraturan
perundang-undangan bidang pendidikan;

Membina pegawai di bagian peraturan perundang-undangan
agar memiliki kompetensi untuk perancangan peraturan
perundang-undangan melalui pendidikan dan pelatihan dengan
Kemenkumham;

Membina tenaga penyusun di seluruh lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi pemerintah daerah yang
melakukan fungsi penyusunan peraturan dibidang pendidikan.

Capaian

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan

berbagai program/ kegiatan yaitu:

a.

Menyusun Naskah Akademik dan Draft Rancangan Revisi UU
No.20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Manfaat yang
didapatkan dari kegiatan ini adalah terciptanya peraturan
perundang-undangan yang baik melalui keselarasan antara maksud,
tujuan dan kepentingan pemerintah dengan masyarakat;

Uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang
pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan ini memiliki manfaat berupa
mendapatkan masukan dalam perancangan peraturan perundang-
undangan agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemangku
kepentingan;
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d. Penetapan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan
dan kebudayaan. Manfaat dari kegiatan ini adalah menciptakan
pelaksanaan kegiatan pendidikan yang taat hukum dan peraturan
perundang-undangan;

e. Monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang
pendidikan dan kebudayaan. Manfaat dari kegiatan ini ialah
mengetahui proses dan hasil terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan, sebagai
alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan, sebagai
perencanaan dalam merancang peraturan perundang-undangan
bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di masa
mendatang, sebagai pengendali peraturan perundang-undangan
bidang pendidikan dan kebudayaan.

Program/kegiatan tersebut menghasilkan peraturan perundang-
undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang harmonis. Untuk
mencapai program/kegiatan tersebut dibutuhkan waktu sesuai dengan
kebutuhan, sehingga peraturan perundang-undangan yang telah
disusun dapat memberikan manfaat berupa pemberian layanan bagi
para pemangku kepentingan.

2. Rencana

Kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dilakukan Koordinator
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ialah sebagai
berikut.

a. Menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang merupakan
delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. Menyiapkan solusi bagi permasalahan yang timbul akibat Pasal 82
Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yaitu, pembatasan masa
sertifikasi bagi seluruh guru dalam jabatan, harmonisasi aturan
terakit, penyiapan revisi Undang-Undang atau Perpu;

c. Menyelesaikan Rancangan Revisi Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional paling lambat Desember 2015 untuk diajukan
kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memenuhi persyaratan
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menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2016;
Menginventarisir ~peraturan yang sudah ditetapkan tetapi
menimbulkan permasalahan baru atau peraturan yang tidak
harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
Memproses peraturan-peraturan yang merupakan usulan dari unit
utama dengan melakukan harmonsiasi, penyempurnaan terhadap
usulan dan penyiapan menjadi peraturan-perundang-undangan;
Mengantisipasi permasalahan yang timbul dan memerlukan solusi
hukum dalam bidang pendidikkan untuk segera disiapkan peraturan
perundang-undangannya;

Melakukan pelayanan terhadap kunjungan dan konsultasi oleh
DPRD, pemerintah daerah, atau pihak lain terkait peraturan
perundang-undangan bidang pendidikan;

Membina pegawai di bagian peraturan perundang-undangan
agar memiliki kompetensi untuk perancangan peraturan
perundang-undangan melalui pendidikan dan pelatihan dengan
Kemenkumham;

Membina tenaga penyusun di seluruh lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi pemerintah daerah yang
melakukan fungsi penyusunan peraturan dibidang pendidikan;
Harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;

Uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang
pendidikan dan kebudayaan; dan

Monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang
pendidikan dan kebudayaan.

Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan dari program/kegiatan penataan berbagai

peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

a.

Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan delegasi
dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, baik yang
sudah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan;
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b.

Peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau
tidak sinkron dan perlu direviu kembali;

Peta peraturan perundang-undangan yang mungkin dibutuhkan
oleh para pemangku kepentingan;

Tersusunnya Peraturan perundang-undangan yang merupakan
delegasi dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi
maupun yang merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan;

Dipahaminya peraturan perundang-undangan vyang telah
ditetapkan;

Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan;

Teridentifikasinya permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan;

Tercipta solusi bagi permasalahan yang timbul akibat Pasal 82
Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yaitu, pembatasan masa
sertifikasi bagi seluruh guru dalam jabatan, harmonisasi aturan
terakit, penyiapan revisi Undang-Undang atau Perpu;

Tersusunnya Rancangan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional paling lambat Desember 2015 untuk diajukan kepada
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi
Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2016;

Terantisipasinya permasalahan yang timbul dan memerlukan
solusi hukum dalam bidang pendidikkan untuk segera disiapkan
peraturan perundang-undangannya;

Tersedianya pelayanan terhadap kunjungan dan konsultasi oleh
DPRD, pemerintah daerah, atau pihak lain terkait peraturan
perundang-undangan bidang pendidikan;

Terdapat pegawai di bagian peraturan perundang-undangan yang
memiliki kompetensi untuk perancangan peraturan perundang-
undangan;

Terdapat tenaga penyusun di seluruh lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi pemerintah daerah yang
melakukan fungsi penyusunan peraturan dibidang pendidikan yang
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kompeten;

Rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan
dan kebudayaan yang harmonis;

Mendapat masukan dari pihak terkait sebagai bahan masukan
rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan
dan kebudayaan; dan

Teridentifikasinya masalah yang timbul dalam pelaksanaan suatu
peraturan perundang-undangan.

Agenda Prioritas

Program/kegiatan yang menjadi prioritas oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

a.

Membuat Peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis
atau tidak sinkron dan perlu direviu kembali;

Membuat Peta peraturan perundang-undangan yang mungkin
dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan;

Membuat solusi bagi permasalahan yang timbul akibat Pasal 82
Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yaitu, pembatasan masa
sertifikasi bagi seluruh guru dalam jabatan, harmonisasi aturan
terakit, penyiapan revisi Undang-Undang atau Perpu;

Menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Revisi Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional paling lambat Desember
2015 untuk diajukan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka
memenuhi persyaratan menjadi Program Legislasi Nasional
Prioritas tahun 2016.

Dalam melaksanakan agenda prioritas, berikut ini ialah langkah-

langkah implementasi yang perlu dilakukan:

a.

Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan bidang
pendidikan dan kebudayaan;

Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang
pendidikan dan kebudayaan;

Melakukan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan
bidang pendidikan dan kebudayaan;
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d.

Melakukan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan
bidang pendidikan dan kebudayaan;

Mengusulkan Rancangan peraturan perundang-undangan bidang
pendidikan dan kebudayaan untuk ditetapkan menjadi peraturan
perundang-undangan;

Melakukan monitoring peraturan perundang-undangan bidang
pendidikan dan kebudayaan.

Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja dalam program/kegiatan

penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/
diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai

berikut:

a. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/
diterbitkan dan dilaksanakan sepanjang tahun;

b. Penyusunan peta peraturan perundang-undangan yang tidak
harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Kementerian/Lembaga
masing-masing serta lainnya dilaksanakan setiap bulan Desember;

c. Penyusunan peta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan
oleh para pemangku kepentingan dilaksanakan setiap bulan
Desember untuk penyusunan peta tahun berikutnya;

d. Penyusunan peta peraturan perundang-undangan yang perlu dikaji
ulang (review) kembali dilaksanakan setiap 2 kali setahun;

e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan
perundang- undangan dilaksanakan sepanjang tahun;

f.  Pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan yang
telah ditetapkan dilaksanakan Sepanjang tahun;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan dilaksanakan setiap bulan April
dan Oktober.
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H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas layanan publik di bidang pendidikan dan

kebudayaan yang terdiri atas: 1) Layanan Peserta Didik; 2) Layanan
Satuan Pendidikan; 3) Layanan Substansi Pendidikan; 4) Layanan Guru
dan Tendik; 5) Layanan Pendidikan Orang Tua/Keluarga; 6) Layanan
Kebudayaan; 7) Layanan Kebahasaan. Penjelasan dari masing-masing
layanan adalah sebagai berikut.

1.

Peningkatan Layanan pada Peserta Didik
Dasar pemberian layanan prima salah satunya adalah Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang standar pelayanan
publik, UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik dan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang informasi
dan transaksi elektronik. Layanan Peserta Didik bagi PAUDNI, SD,
SMP, SMA, SMK dan PKLK yang direncanakan dalam peta jalan
RBI priode 2015-2019 antara lain: a) Peningkatan kualitas layanan
perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyetaraan ijazah, sekolah luar
negeri yang berbasis TIK; b) peningkatan kualitas penyediaan
bantuan biaya pendidikan/BOP bagi peserta didik kurang mampu;
¢) peningkatan penumbuhan budi pekerti (PBP); d) peningkatan
kualitas pelaksanaan ekstrakurikuler; e) peningkatan penyelarasan
pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja.

Di samping berbagai capaian yang berhasil diperoleh pada periode

implementasi peta jalan 2010—2014, terdapat 2 permasalahan

utama yang menjadi kendala dalam Peta Jalan periode 2010—2014

yang lalu yang perlu penanganan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Sistem layanan perizinan Siswa WNI dan WNA seringkali
terkendala jaringan sehingga proses sedikit terhambat dan
ini memerlukan tindakan maintanance atau perbaikan secara
terus menerus.

b. Dalam hal sistem penjaminan beasiswa/bantuan dana
pendidikan (sistem penyaluran beasiswa unggulan, sistem
penjaminan ketepatan penyaluaran beasiswa/bantuan) dapat
dikatakan sudah berjalan dengan baik di masing-masing unit
utama (PAUDNI, Dikdas, Dikmen, dan Dit. Kebudayaan)
namun tetap diperlukan koordinasi antar unit utama tersebut
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terutama dalam hal sistem penyaluran beasiswa/bantuan
sehingga menghasilkan satu rancangan sistem yang merupakan
rancangan ulang dan penyederhanaan proses penyaluran
beasiswa /bantuan dana pendidikan yang mudah dipahami
oleh penerima dan pengelola di tingkat satuan pendidikan
disamping juga perlu tersusunnya kebijakan dan regulasi
pelaksanaan reformasi proses penjaminan beasiswa /bantuan
dana pendidikan;

c. Kapasitas SDM dan pengawasan perlu ditingkatkan agar dapat
berperan dalam penjamin mutu terpadu (Integrated Quality
Assurance);

d. Standar, Norma dan Prosedur untuk program Teaching Factory
belum ada untuk menjebatani hubungan antara sekolah dan
siswa dengan pihak DUDI;

e. Penerapankurikulum 2013 terkendala dengan masih kurangnya
aspek pedagogi kompetensi guru sehingga tujuan pembelajaran
sulit dicapai;

. Hal ini disebabkan masih kurangnya metode dan pendekatan
pembelajaran yang bisa menumbuhkembangkan karakter dan
budi pekerti peserta didik.

Layanan-layanan tersebut akan lebih efisien dan lebih cepat jika
dilakukan dengan memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) disamping layanan yang bersifat pedagogi dan personal. Layanan
yangtidakmungkin, dengan bantuan TIKmenjadi mungkin. Layananyang
lambat, dengan bantuan TIK, menjadicepat. Layanan konvensional yang
selama ini telah diberikan bersifat kurang responsif, kurang informatif,
kurang keterjangkauannya, kurang koordinasi, kurang terbuka, birokrasi
berjenjang/rumit, serta kurang efisien. Dengan bantuan TIK, layanan
akan menjadi lebih responsif, lebih informatif, lebih mudah digunakan,
lebih terkoordinasi, lebih terbuka, lebih sederhana dan lebih efisien.

a. Capaian

Dokumen peta jalan (road map) ini disusun sebagai acuan dan
rujukan bagi seluruh unit utama dalam mengimplementasikan program
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peningkatan kualitas layanan peserta didik. Di dalam dokumen ini

tertuang landasan filosofis, ruang lingkup, dan titik-titik capaian target

yang diharapkan selama periode 2015—2019. Capaian-capaian yang
berhasil diraih pada kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut:

1) Proses perzinan belajar bagi Siswa WNI dan WNA sudah
menggunakan sistem on line dan berjalan dengan baik, merupakan
salah satu program “quick win” atau program utama yang perlu
mendapatkan penanganan cepat dan tepat karena menyangkut
pelayanan publik RBI tahun 2009-2014 yang lalu dan sudah dapat
diakses melalui http://www.kemdiknas.go.id.

2) Hasil Identifikasi proses pendataan peserta didik kurang mampu
setiap jenjang pendidikan;

3) Hasil verifikasi, evaluasi, perancangan ulang dan penyederhanaan
proses pendataan peserta didik kurang mampu tiap jenjang
pendidikan;

4) Hasil Penentuan kebutuhan teknologi untuk peningkatan kecepatan,
Jangkauan dan akurasi proses pendataan peserta didik kurang
mampu tiap jenjang pendidikan;

5) Hasil Pengembangan sistem pendataan bantuan biaya pendidikan
peserta didik kurang mampu;

6) Sudah disosialisasikannya program Penumbuhan Budi Pekerti
(PBP) pada setiap jenjang pendidikan;

7) Penerapan Kurikulum 2013 untuk sebagian sekolah yang telah
menerapkannya sudah diberikan buku teks untuk peserta didik/
siswa;

8) Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dengan tujuan
untuk memfasilitasi minat para siswa hanya memberikan mereka
kesempatan untuk berlatih dan berkarya;

9) Adanya MoU antara SMK dengan DUDI dalam bidang pelatihan,
penyaluran peserta didik magang;

10) Adanya kebijakan “link and match” antara sekolah dan DUDI;

11) Adanya program pembelajaran berorientasi produksi/Teaching
Factory (TEFA).
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b. Rencana

Dalam Road Map (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Kemdikbud
2015-2019 dalam Wilayah Layanan bagi Peserta Didik/Siswa akan
dilaksanakan antara lain:

1) Peningkatan kualitas layanan perizinan bagi siswa WNA, WNI,
penyetaraan ijazah, sekolah luar negeri yang berbasis TIK;

2) Peningkatan kualitas penyediaan bantuan biaya pendidikan/BOP
bagi peserta didik kurang mampu;

3) Peningkatan penumbuhan budi pekerti (PBP);

4) Peningkatan kualitas pelaksanaan ekstrakurikuler;

5) Peningkatan penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia
kerja.

Capaian layanan peserta didik yang sudah diraih dalam program RBI
Kemendikbud periode 2009—2014 sudah menjadi acuan keberhasilan,
namun harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, terutama sekali
aspek kualitas dan kepuasan pelanggan yang dalam hal ini pihak para
pelaku pendidikan yang terlayani. Untuk kualitas sistem pemberian
izin siswa program-program yang dilaksanakan bertujuan : (1)
Menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi
di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan
yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah; (2) Mencegah anak/
siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi; (3) Menarik
anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah; (4) Membantu
anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan
pembelajaran; dan (5) Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (wajib
belajar 12 tahun).

Dalamlangkahyangsamasesuaidenganamanat MenteriPendidikan
dan Kebudayaan mencanangkan secara resmi Program Penumbuhan
Budi Pekerti (PBP). PBP adalah pembiasaan sikap dan perilaku positif
di sekolah, yang dimulai sejak masa orientasi peserta didik baru
sampai dengan kelulusan, dari jenjang PAUD, Sekolah Dasar (SD),
sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menegah
Kejuruan (SMK), dan sekolah pada jalur pendidikan khusus. Penerapan
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PBP pada jenjang SMP, SMA/SMK, dan sekolah pendidikan khusus
dilaksanakan melalui kemandirian peserta didik, seperti membiasakan
keteraturan dan pengulangan yang dimulai sejak dari masa orientasi
peserta didik baru, proses kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler,
sampai dengan kelulusan. Sedangkan pada jenjang PAUDNI dan SD,
metode pelaksanaan berupa mengamati dan meniru perilaku positif
guru dan kepala sekolah sebagai contoh langsung dalam membiasakan
keteraturan dan pengulangan (konsisten). Lingkup kegiatan PBP
dibagi menjadi tujuh, yaitu menumbuhkembangkan nilai moral dan
spiritual, menumbuhkembangkan nilai kebangsaan dan kebinekaan,
mengembangkan interaksi positif antar peserta didik, merawat diri dan
lingkungan sekolah. PBP diterapkan pada tahap diajarkan, dibiasakan,
dilatih secara konsisten, kemudian akan menjadi kebiasaan, sehingga
akan terbentuk karakter, dan akhirnya menjadi budaya dalam setiap
perilaku anak-anak. Kedua program pembentukan suatu bangsa tidak
hanya ditentukan oleh kualitas namun oleh kepribadian yang baik dan
hebat. Dalam dunia persekolahan, memang program ekskul menjadi
bagian penting dari sekolah. Hal ini ditandai dengan peserta didik
yang mengikuti program ekstrakulikuler dapat memperoleh “nilai
tambah”, yang tidak hanya angka nilai mata pelajaran tertentu (yang
ada hubungannya dengan ekskul itu), tetapi lebih jauh bermanfaat
karena dapat membentuk sikap siswa. Melalui program ekskul peserta
didik dapat terampil mengorganisasi, mengelola, menambah wawasan,
memecahkan masalah, sesuai karakteristik ekskul yang digelutinya.

Aspek utama mengembangkan kepribadian diri siswa dengan
adanya penerapan kurikulum 2013 dan kegiatan ekstrakurikuler adalah:
1) Membantu peserta didik menentukan prioritas dan membagi waktu

antara pekerjaan rumabh, tugas sekolah, dan kegiatan lain di luar

rumabh;

2) Menumbuhkan komitmen dan kedisiplinan yang kuat;

3) Mendorong peserta didik untuk lebih bereksplorasi, mencoba
tantangan baru, mendapat teman baru, dan membangun
kepercayaan diri;

4) Membantu peserta didik dalam mengekspresikan sisi emosionalnya;
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5) Membantu peserta didik dalam mengasah keterampilan
kepemimpinan, inisiatif, dan perencanaan;

6) Membantupesetadidikdalam meningkatkanhargadiri,kebahagiaan
dan memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 yang sistem pembelajaran mengimplementasikan
pendekatan ilmiah yang menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif),
pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor). Peningkatan
Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif,
dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan
yang terintegrasi.

Rencana program berikutnya adalah bagaimana Ilulusan SMK
sebagai pasokan tenaga kerja cukup memenuhi kebutuhan di Dunia
Usaha Dunia Industri/DUDI bahkan cenderung berlebih pada bidang-
bidang tertentu. Terkait dengan hal tersebut, agar pasokan kerja
SMK relevan dengan keterserapan pada DUDI, maka perlu dilakukan
pemerataan kompetensi dan pemetaan lulusannya. Agar kualitas
dan jumlah pasokan dari penyelarasan SMK dengan kemampuan
penyerapan DUDI, perlu dilakukan studi berkala dan penelusuran
secara komprehensif serta melibatkan semua pemangku kepentingan
secara partisipatif. Berkenaan dengan hal tersebut, sebaiknya dilakukan
koordinasi dengan lembaga terkait serta kerja sama antar SMK untuk
menghasilkan teknik penelusuran yang relevan. Dengan demikian akan
memudahkan SMK untuk mendeteksi keterpakaian lulusannya.

c. Kriteria Keberhasilan

Reformasi birokrasi bidang peningkatan layanan peserta didik
mempunyai dua kriteria keberhasilan, yaitu responsibility dan
accountability. Kriteria responsibility meliputi:

1) Tersedianya pedoman perizinan bagisiswa WNA, WNI, penyetaraan
ijazah sekolah dan PT luar negeri yang berbasis TIK;
2) Tersedia dan beroperasinya sistem perizinan bagi siswa WNA,
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WNI, penyetaraan ijazah sekolah dan PT luar negeri yang berbasis
TIK yang handal;

3) Tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan
peningkatan sistem perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyetaraan
ijazah sekolah dan PT luar negeri yang berbasis TIK;

4) Tersedianya pedoman mekanisme penyaluran beasiswa yang
berbasis TIK;

5) Tersedia dan beroperasinya sistem mekanisme penyaluran beasiswa
yang berbasis tik yang handal;

6) Tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan
peningkatan sistem mekanisme penyaluran beasiswa yang berbasis
TIK;

7) Tersedianya pedoman mekanisme penyaluran beasiswa yang
berbasis TIK;

8) Tersedia dan beroperasinya sistem mekanisme penyaluran beasiswa
yang berbasis TIK yang handal;

9) Tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan
peningkatan sistem mekanisme penyaluran beasiswa yang berbasis
TIK;

10) Sebanyak 100% pengelola program mempunyai kompetensi dalam
menjamin keberlangsungan sistem secara efesien dan efektif;

11) Sistem kerja program berfungsi secara efisien dan efektif;

12) Sistem pelayanan yang tepat dan cepat dengan menggunakan
teknologi informasi;

13) Mekanisme dan sistem koordinasi antarsatuan kerja yang
bertanggung jawab terhadap kesiswaan, baik di tingkat pusat
maupun daerah berfungsi secara efektif;

14) Terbangunnya Teaching Factory untuk masing-masing wilayah.

d. Agenda Prioritas

Agenda yang menjadi prioritas dalam upaya peningkatan layanan
peserta didik dan satuan pendidikan adalah:
1) Penumbuhan budi pekerti peserta didik/siswa melalui jalur kegiatan
kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

€.

Penjaminan pelayanan peserta didik/siswa sebagai prioritaas utama
secara efisien dan transparan;

Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang
mampu yang tepat sasaran dan tepat guna;

Pemeliharaan serta perbaikan jaringan layanan kesiswaan sehingga
memudahkan pemohon dan petugas untuk memproses perizinan
belajar;

Sistem perizinanberbasis TIK dapatterwujud sehinggamemudahkan
proses pelayanan serta memotong jalur birokrasi yang dirasa cukup
lama;

Penyelenggaraan sistem pendataan yang akurat dan mutakhir;
Sistem Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik kurang mampu
(Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Penggunaan);

Peningkatan pelaksanaan kurikulum 2013;

Peningkatan penerapan metodoogi pembelajaran yang sesuai
dengan kebutuhan substansi kurikulum 2013.

Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Kegiatan-kegiatan yang diagendakan dalam peta jalan program

peningkatan kualitas layanan peserta didik/siswa periode 2015—2019
akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No

Tahun Pelaksanaan

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Tahapan Kerja

Peningkatan kualitas layanan perizinan bagi siswa Vv Y Vv Vv Vv
WNA, WNI, penyetaraan ijazah, sekolah luar negeri
yang berbasis TIK

Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta | V Vv \" Vv \Y
didik kurang mampu

Penumbuhan Budi Pekerti (PBP)

Siswa yang melaksanakan ekstrakurikuler Vv

Peningkatan penyelarasan pendidikan kejuruan
dengan kebutuhan dunia kerja
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f.  Penanggung Jawab

Penanggung jawab dari kegiatan Peningkatan layanan peserta
didik/siswa:

1) Pengarah : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah

2) Penang. Jawab : Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Dikmen

3) Koordinator : Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

4) Ketua : Kepala Subbagian Kepegawaian

5) Anggota : Kasubdit PD Dit. PAUDNI, SD,SMP, SMA dan
SMK

2. Layanan Satuan Pendidikan

Permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum
baiknya kualitas layanan satuan pendidikan. Beberapa langkah untuk
dapat meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan diantaranya
mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk
memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh
layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, dan
meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar
kelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antar jenis kelamin dengan
memberikan pemihakan bagiseluruh anak dari keluarga kurang mampu.

Dari sisi lingkungan strategis, Indonesia mempunyai peluang untuk
dapat menikmati “bonus demografi”, yaitu percepatan pertumbuhan
ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai
denganmenurunnyarasioketergantungan (dependencyratio) penduduk
non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini
memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai
angkatan kerja (labor supply), tabungan (saving), dan kualitas manusia
(human capital). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun
dan melewati batas di bawah 50% pada tahun 2012 dan mencapai
titik terendah sebesar 46,9% antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia
mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara
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nasional maupun regional khususnya kawasan ASEAN. Apabila tidak
didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan
dapat diraih. Bahkan, hal itu dapat menimbulkan berbagai dampak yang
tidak diinginkan misalnya konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas.

Kemdikbud perlu menyusun suatu model peningkatan kualitas
layanan satuan pendidikan baik dasar dan menengah untuk memastikan
bahwa seluruh bonus demografi mendapat layanan pendidikan baik
pendidikan dasar mulai dari PAUD, SD, SMP dan pendidikan menengah
yaitu SMA dan SMK serta Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
Sebagai contoh jumlah lulusan SMK sebagai pasokan tenaga kerja cukup
memenuhi kebutuhan di DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri), bahkan
cenderung berlebih pada bidang-bidang tertentu dan terpusat hanya
di daerah tertentu. Terkait dengan hal tersebut, agar pasokan kerja
SMK relevan dengan keterserapan pada DUDI, maka perlu dilakukan
pemerataan kompetensi dan pemetaan lulusannya.

Agar kualitas dan jumlah pasokan dari penyelarasan SMK dengan
kemampuan penyerapan DUDI, perlu dilakukan studi berkala dan
penelusuran secara komprehensif serta melibatkan semua pemangku
kepentingan secara partisipatif. Berkenaan dengan hal tersebut,
sebaiknya dilakukan koordinasi dengan lembaga terkait serta kerja
sama antar SMK untuk menghasilkan teknik penelusuran yang
relevan. Dengan demikian akan memudahkan SMK untuk mendeteksi
keterpakaian lulusannya.

Terkait dengan peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan
dasar dan menengah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan
sesuai dengan fungsi dari LPMP yakni:

a. Pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan kesetaraan pendidikan dan menengah;

b. Pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan
dasar dan menengah;

c. Supervise satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam
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pencapaian standar mutu pendidikan nasional;

d. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan
dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;

e. Pelaksanaan kerja sama di bidang mutu pendidikan;

f.  Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Namun, fungsi LPMP diatas belum dapat mengakomodir kebutuhan
peningkatan penjaminan mutu. Oleh karena itu, fungsi dari LPMP di
usulkan diperluas menjadi:

a. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan
dasar dan menengah;
b. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah;

o

Fasilitasi peningkatan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah;

d. Supervisisatuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian
standar mutu pendidikan nasional;

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang penjaminan mutu
pendidikan;

f.  Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

a. Capaian

Sampai dengan saat ini, pencapaian hasil Reformasi Birokrasi tahun
2014 yang terkait dengan Bidang Pelayanan Satuan Pendidikan secara
ringkas dapat dijelaskan pada tabel indikator kinerja akses pendidikan
sebagai berikut.

Adapun hal-hal pencapaian yang sudah dilakukan sebagai berikut.

1) Terwujudnya pedoman Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar;

2) Perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
berdasarkan pada DAPODIK pada setiap kabupaten/kota;

3) Verifikasi terhadap sekolah, validasi, sosialisasi,dan MoU dengan
sekolah;

4) Pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah;

5) Adanya MoU antara SMK dengan DUDI dalam bidang pelatihan,

penyaluran peserta didik magang;
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6)
7)

8)

9)

Adanya kebijakan link and match antara sekolah dan DUDI;
Adanya pabrik pembelajaran atau dikenal dengan Teaching Factory
(TEFA);

satuan pendidikan pada jenis, jenjang, dan jalur pendidikan
yang terpetakan mutu pendidikannya. Satuan pendidikan pada
jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah di supervisi mutu
pendidikannya;

Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang
telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP;

10) Pendidikan dan tenaga kependidikan yang telah difasilitasi

pengembangan profesi, kompetensi, dan kualifikasinya;

11) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti uji

kompetensi;

12) Guru yang mengikuti sertifikasi pendidik.

b.

Rencana

Program kerja Bidang Peningkatan Kualitas Layanan satuan

pendidikan yang akan dicantumkan di bawah ini ialah program mulai
2015 s.d. 2019. Program yang telah disusun adalah sebagai sebagai
berikut.

1)
a)
b)
2)
a)
b)
3)
a)
b)
4)

Layanan Pendidikan Dasar yang berkualitas

Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar

Layanan Pendidikan Menengah yang berkualitas

Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah

Layanan Pendidikan Khusus dan layanan Khusus yang berkualitas
Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah

Revitalisasi tugas fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP)
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c. Kriteria Keberhasilan

Program Reformasi Birokrasi bidang Peningkatan Kualitas Layanan
Satuan Pendidikan diharapkan memiliki dampak positif terhadap
layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat.
Kriteria keberhasilan bidang Peningkatan Kualitas Layanan Satuan
Pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru SD

2) Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas SD yang direhabilitasi

3) Meningkatnya Jumlah Gedung SD yang direvitalisasi

4) Meningkatnya jumlah Rasio siswa SD sesuai SPM

5) Meningkatnya Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun

6) Meningkatnya jumlah SD yang memiliki peralatan pendidikan yang
memadai

7) Meningkatnya jumlah SD yang melaksanakan K 13

8) Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki sarana pembelajaran

TIK
9) Meningkatnya jumlah SMP yang memiliki Lab IPA
10) Meningkatnya jumlah SMP yang memiliki perpusatakaan
11) Meningkatnya jumlah Rasio siswa SD sesuai SPM
12) Meningkatnya jumlah SD yang memiliki peralatan pendidikan yang

memadai
13) Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki sarana pembelajaran

TIK
14) Meningkatnya Jumlah Unit Sekolah Baru SMP
15) Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru SMP
16) Meningkatnya Jumlah Ruang Belajar SMP Yang di Rehabilitasi
17) Meningkatnya Jumlah SMP yang Menerima Bantuan Pembelajaran
18) Meningkatnya Jumlah SMP yang mendapatkan Lab. IPA
19) Meningkatnya Jumlah SMP yang mendapatkan Perpustakaan/PSB
20) Meningkatnya jumlah SMP yang melaksanakan K 13
21) Meningkatnya Jumlah Unit Sekolah Baru SMA
22) Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru SMA
23) Meningkatnya Jumlah Ruang Belajar SMA yang direhabilitasi
24) Meningkatnya jumlah SMK yang melaksanakan kerjasama dengan

industri
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25) Meningkatnya Jumlah Uniit Sekolah Baru SMK

26) Meningkatnya Jumlah RKB SMK yang dibangun

27) Meningkatnya Jumlah Sekolah Mendapat Lab/R.Praktik Ssiwa

28) Meningkatnya Jumlah SMK Rujukan

29) Meningkatnya Jumlah SMK yang mendapat RPS

30) Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Peralatan Praktik

31) Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Perlatan e-pemebelajaran

32) Satuan pendidikan pada jenis, jenjang, dan jalur pendidikan yang
terpetakan mutu pendidikannya

33) Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang
telah di supervisi mutu pendidikannya

34) Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang
telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP

35) Pendidikan dan tenaga kependidikan yang telah difasilitasi
pengembangan profesi, kompetensi, dan kualifikasinya

36) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti uji
kompetensi

37) Guru yang mengikuti sertifikasi pendidik

38) Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru SDLB/SMPLB/SMLB/SLB

39) Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang
direhabilitasi

40) Meningkatnya Jumlah Gedung SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang
direvitalisasi

41) Meningkatnya jumlah Rasio siswa SDLB/SMPLB/SMLB/SLB sesuai
SPM

42) Meningkatnya Jumlah Perpustakaan SDLB/SMPLB/SMLB/SLB
yang dibangun

43) Meningkatnya jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang memiliki
peralatan pendidikan yang memadai

44) Meningkatnya jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang
melaksanakan K 13
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d. Agenda Prioritas

Kegiatan yang menjadi prioritas Kemdikbud dalam rangka
peningkatan Peningkatan Kualitas Layanan Satuan Pendidikan saat ini
adalah sebagai berikut:

1) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan 2015 Ruang Kelas Baru SD

2) Fasilitasi dan Pembinaan Rehabilitasi 4000 Ruang Kelas SD

3) Fasilitasi dan Pembinaan Revitalisasi 260 Ruang Gedung SD

4) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan 55 Unit USB SMP untuk
Kab/Kota yang belum tuntas Wajar 9 tahun (APK< 95%)

5) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan 1922 RKB SMP

6) Fasilitasi dan Pembinaan Rehabilitasi 3000 Ruang Belajar SMP

7) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan 1220 Ruang Perpustakaan

SD
8) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran

Kurikulum 2013 Berbasis TIK sebanyak 2.285 Paket
9) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian Bantuan Ruang Laboratorium

IPA SMP sebanyak 788 Ruang
10) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian Perpustakaan/Pusat Sumber

Belajar (PSB) SMP sebanyak 700 Ruang.

11) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

SMA sebanyak 60 Sekolah
12) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

SMA sebanyak 1.514 Ruang
13) Fasilitasi dan Pembinaan Rehabilitasi Ruang Belajar SMA yang

sebanyak 131 Paket
14) Fasilitasi dan Pembinaan Pembanguanan USB SMK sebanyak 35S

ekolah
15) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

SMK sebanyak 3.100 Ruang
16) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan Ruang Laboratorium/

Praktik Siswa sebanyak 66 Ruang
17) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian bantuan Sarana Prasarana

SMA Berprestasi sebanyak 60 Sekolah
18) Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan SMK Rujukan sebanyak

115 Sekolah
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19) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian Bantuan Pembangunan Ruang
Praktek Siswa sebanyak 160 Ruang

20) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian Bantuan Peralatan Praktik
SMK sebanyak 700 Paket

21) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian Bantuan Peralatan
E-Pembelajaran sebanyak 10.000 Paket

22) Pembinaan ekstrakurikuler pada 9.698 Sekolah Dasar

23) Pembinaan ekstrakurikuler pada 1.850 Sekolah Menengah Pertama

24) Pemantauan penerapan pendidikan karakter pada 754 Sekolah
Menengah Atas

25) Pemantauan penerapan pendidikan karakter pada 4.346 Sekolah
Menengah Kejuruan

26) Revitalisasi Tugas dan Fungsi LPMP di 33 Provinsi

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja kegiatan Bidang peningkatan
layanan satuan pendidikan direncanakan dirancang setiap tahunnya
mulai tahun 2015—2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

174 Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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3. Layanan Substansi Pendidikan

Penyempurnaan kurikulum dan perbukuan dilakukan dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif. Untuk menjamin
terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas, berorientasi pada
peningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan beberapa
perangkat pembelajaran, yaitu buku panduan guru dan buku pelajaran
untuk siswa. Buku panduan guru sebagai pedoman yang memuat
strategi Pembelajaran, metode Pembelajaran, teknik Pembelajaran,
dan penilaian untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema Pembelajaran
serta Buku Teks Pelajaran sebagai sumber Pembelajaran utama untuk
mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti.

Dalam rangka memfasilitasi tersedianya buku bermutu, murah,
dan layak digunakan, sejak tahun 2005 telah diupayakan langkah-
langkah kegiatan Penilaian Buku dengan melibatkan BSNP, dan
memulai pembelian/pengalihan hak cipta untuk memenuhi target
pencukupan yang dipandang cukup rasional tahun 2007 s.d. 2010.
Meskipun program Pembelian Hak Cipta secara formal sampai tahun
2010 telah tercapai sejumlah 1.433 judul. Disamping itu dengan adanya
pembelian hak cipta buku teks pelajaran juga bermaksud menciptakan
iklim yang kondusif, gairah dan geliat para penulis selaku kekuatan inti
yang berpengaruh besar pada kehidupan perbukuan, dan perlakuan
yang lebih fair bagi para penulis sama halnya kebijakan senada seperti
pemberian tunjangan guru, dosen, peneliti dan sebagainya.

Mekanisme pengembangan dan penulisan buku teks pelajaran
menurut PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan PP No 32 tahun 2013 disebutkan
bahwa kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks
pelajaran ditelaah dan atau dinilai oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) atau tim yang ditunjuk kementerian dan ditetapkan
dengan peraturan Menteri. Dalam mendukung kebijakan tersebut,
Pusat kurikulum dan Perbukuan juga perlu memfasilitasi kegiatan
penilaian dan/atau penelaahan kelayakan buku teks pelajaran untuk
digunakan dalam proses pembelajaran maupun buku nonteks pelajaran
untuk menunjang pembelajaran yang berfungsi memperkaya wawasan
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dan batin maupun buku-buku yang berfungsi menambah wawasan
ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi.

a.

Capaian

Kegiatan yang sudah dilaksanakan/dicapai oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kegiatan penyempurnaan
Kurikulum, Sistem Pembelajaran, dan Perbukuan adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Tersedianya buku teks pelajaran yang berkualitas sesuai dengan
tuntutan kurikulum yang berlaku dalam rangka menunjang
terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas;

Tersedianya buku nonteks pelajaran sebagai penunjang atau
pengayaan sumber belajar dalam rangka memperluas wawasan dan
pola pikir peserta didik;,

Tersedianya buku pendidikan lainnya yang berkualitas dan sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan;

Terwujudnya mekanisme pengadaan buku melalui program
penelaahan dan/atau penilaian kelayakan dari segi isi, penyajian,
bahasa, grafika maupun dari segi etika, nilai moral dan sosial
budaya;

Pembelian/pengalihan hak cipta; program peningkatan kemampuan
professional penulis buku pendidikan dalam mengembangkan dan
menulis buku pendidikan yang berkualitas, murah, bermakna, serta
bermanfaat sebagai sumber belajar;

Publikasi melalui aktifitas penyediaan buku bufferstocks, media
cetak dan media elektronik agar dapat diakses dan digunakan
sebagai acuan, referensi, panduan, atau pedoman oleh pendidik dan
tenaga kependidikan (PTK) pada tingkat pusat, daerah dan satuan
pendidikan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan
kurikulum secara efektif dan efisien.

Rencana

Dalam rangka menyediakan buku-buku yang berkualitas sesuai

dengan tujuan penyemepurnaan kurikulum dan perbukuan, kegiatan
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yang dilaksanakan adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

Penyiapan dokumen koordinasi program perbukuan, merupakan
koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan perbukuan
pada tingkat pusat, daerah dan sekolah, seperti program buku
murah, program penilaian/penelaahan buku, program pelatihan
penulis buku/calon penulis buku, program buku sekolah elektronik,
program penyediaan buku teks oleh pemerintah, dan sebagainya
yang mendukung industri perbukuan nasional.

Peningkatan kemampuan professional para penulis, calon
penulis, tenaga pendidik, praktisi dan tenaga profesional lainnya
dalam mengembangkan buku teks, buku nonteks, maupun buku
pendidikan lainnya yang berkualitas sebagai upaya peningkatan
minat baca masyarakat, penyediaan buku-buku yang berkualitas,
dan industri perbukuan umumnya pada jenjang pendidikan dasar.
Penyediaan buku teks pelajaran terstandar, merupakan kegiatan
fasilitasi proses pengendalian buku teks pelajaran melalui penilaian
dan/atau penelaahan buku-buku teks pelajaran yang disediakan
oleh pemerintah maupun oleh penulis/penerbit dan dilaksanakan
oleh BSNP atau tim yang ditunjuk kementerian sehingga diperoleh
buku-buku teks yang layak digunakan dalam proses pembelajaran,
sesuai dengan standar, prosedur, tahapan dan kriteria proses
penilaian/penelaahan yang objektif, akuntabel, transparan, dan
independen.

Penyediaan buku nonteks pelajaran terstandar, merupakan
kegiatan fasilitasi proses pengendalian buku nonteks pelajaran
atau buku jenis lainnya yang dilaksanakan oleh Panitia Penilaian
Buku Nonteks Pelajaran (PPBNP) yang dibentuk kementerian dan
bersifat independen sesuai dengan standar, prosedur, tahapan dan
kriteria proses penilaian yang objektif, akuntabel, transparan yang
telah ditetapkan.

Melakukan publikasi kurikulum dan perbukuan, merupakan
penerbitan media cetak dan elektronik dalam bentuk bulletin,
jurnal, bunga rampai ataupun jenis penerbitan lainnya yang berisi
tentang kebijakan umum pengembangan kurikulum dan perbukuan,
kegiatan organisasi, maupun hal lainnya yang terkait dengan
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6)

7)

impelementasi kurikulum dan perbukuan dengan melibatkan
penulis artikel dari berbagai kalangan.

Melakukan pameran perbukuan, merupakan bentuk partisipasi dan
inisiatif organisasi dalam pelaksanaan pameran perbukuan berskala
regional, nasional maupun internasional untuk mendukung
industry perbukuan dalam negeri, peningkatan kualitas dan
kuantitas perbukuan nasional dan meningkatkan daya saing secara
internasional.

Pengembangan data dan informasi, merupakan kegiatan organisasi
untuk selalu mengupdate informasi perbukuan secara nasional
maupun internasional, terutama informasi lengkap tentang database
buku teks pelajaran, database buku nonteks pelajaran, database
buku-buku pendidikan lainnya, database usaha penerbitan buku
dan/atau percetakan, dan database distributor/retail buku.

Kriteria keberhasilan

Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pendidikan

nasional melalui buku-buku teks dan nonteks pelajaran yang akan
membantu membentuk watak bangsa yang bermartabat, maka kriteria
keberhasilan kegiatan ini adalah:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

d.

Buku yang dihasilkan berkualitas dan harganya terjangkau
Meningkatkan mutu pendidikan serta peningkatan minat baca
Meningkatkan partisipasi dan pemerataan pendidikan

Efisiensi anggaran pendidikan

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada kebijakan
pemerintah

Tumbuhnya penulis-penulis buku di daerah

Tumbuhnya industri penerbitan yang berkualitas.

Agenda Prioritas

Berdasarkan kriteria keberhasilan tersebut, prioritas agenda

yang dapat dilakukan dalam program Quick Wins tahun 2014 adalah
tersedianya buku panduan guru, buku teks pelajaran serta buku
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penunjang yang berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan
menegah.

e. Waktu Pelaksanaan

Tahapan Kerja Penyempurnaan Kurikulum dan Perbukuan sebagai
berikut:

No Tahapan Jadwal

1 Penyiapan dokumen koordinasi program perbukuan Mei 2014

2 Peningkatan kemampuan professional untuk para penulis, calon Mei 2014
penulis, tenaga pendidik, praktisi dan tenaga professional lainnya

3 Penyediaan buku teks pelajaran terstandar Juni 2014

4 Penyediaan buku nonteks pelajaran terstandar, Juni 2014

5 Publikasi kurikulum dan perbukuan September 2014

6 Pameran perbukuan Oktober 2014

7 Pengembangan data dan informasi, Oktober 2014

f. Penanggung Jawab

Penanggung jawab kegiatan Penyempurnaan Kurikulum dan

Perbukuan adalah sebagai berikut:

Pengarah :  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal Kemdikbud
Kepala Balitbang
Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi
dan Manajemen

Penanggung Jawab Program : Sekretaris Balitbang

4. Layanan Guru dan Tendik

Reformasi Birokrasi di Kemdikbud diarahkan pada pencapaian visi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025, yaitu untuk
“Mewujudkan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, Kompetitif, dan
Bermartabat (Insan Kamil/Insan Paripurna)”. Dalam Rencana Strategis
(Renstra) 2015—2019, Kemdikbud telah metetapkan Visi 2019 yakni
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang
Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan berupaya melakukan perbaikan-perbaikan sistemik dan
komprehensif terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan nasional
melalui penguatan kelembagaan, pembenahan ketatalaksanaan dan
penguatan SDM serta pemanfaatan sebesar-besarnya teknologi informasi
dan komunikasi sebagai upaya terlaksananya reformasi birokrasi secara
efektif dan efisien. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan sumber daya
aparatur agar senantiasa menjaga amanah dalam melayani kebutuhan
pendidikan bagi semua warga negara. Karena itu, setiap unit utama di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditugaskan untuk
melaksanakan reformasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk RPJMN
2015-2019, yaitu “Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan
yang Kuat; Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan berkeadilan;
Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu; Mewujudkan Pelestarian
Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa; Mewujudkan Penguatan Tata
Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik”
Untuk menjamin terwujutnya misi tersebut, Kemdikbud melakukan
reformasi internal yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan
SDM, dan pembenahan tata laksana. Reformasi internal tersebut
diharapkan mampu mendorong terjadinya reformasi layanan sehingga
misi Kemdikbud dapat dicapai.

Reformasi peningkatan kualitas layanan pendidik dan tenaga
kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
merupakan upaya untuk memberikan layanan terbaik bagi para
pemangku pendidikan dan kebudayaan. Para pemangku kepentingan
utama meliputi satuan pendidikan, peserta didik, serta pendidik dan
tenaga kependidikan. Pemangku utama yang lain ialah orang tua,
pengelola pendidikan di daerah, pegawai, dunia usaha dunia industri,
serta pers. Dasar pemberian layanan prima jalah Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang standar pelayanan publik, Undang-
undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan
Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik.
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Layanan untuk pendidik dan tenaga kependidikan mencangkup
peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan baik dari
segi subject knowledge, pedagogical yang berdampak pada kualitas hasil
belajar, peningkatan ketersediaan dan kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan, peningkatan manajemen guru dan tenaga kependidikan,
penyediaan tenaga pendidik pendidikan menengah di daerah khusus,
peningkatan pengembangan karir, penghargaan, perlindungan,
kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, dan peningkatan
kualitas layanan. Adapun layanan bagi para pemangku kepentingan
yang lain, berupa informasi yang transparan dan akuntabel.

Layanan-layanan di atas akan lebih efisien, lebih baik, dan lebih
cepat jika dilakukan dengan memberdayakan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK). Layanan yang tidak mungkin, dengan bantuan
TIK layanan tersebut menjadi mungkin. Layanan yang lambat, dengan
bantuan TIK, menjadi lebih cepat.

Layanan konvensional yang selama ini telah diberikan kurang
responsif, kurang informatif, lambat diakses, kurang koordinasi,
kurang terbuka, rumit, serta kurang efisien. Dengan bantuan TIK,
layanan akan menjadi lebih responsif, lebih informatif, lebih accesible,
lebih terkoordinasi, lebih terbuka, lebih sederhana dan lebih efisien.
Layanan yang memberdayagunakan TIK itu disebut e-Layanan. Untuk
mendukung e-Layanan tersebut, perlu dibangun layanan pendidik dan
tenaga kependidikan berbasis TIK. Dengan model tata kelola layanan ini
diharapkan dapat tercapai layanan pendidik dan tenaga kependidikan
yang sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan untuk RPJMN 2015—2019.

1) Capaian

Sampai dengan saat ini, capaian hasil Reformasi Birokrasi tahun 2015
yang terkait dengan Bidang Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
ialah sebagai berikut:

a) Reformasi pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan
melalui SIM DAPODIK. Manfaat yang diperoleh yaitu jumlah
aktivitas manual yang dilakukan berkurang, waktu yang
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b)

c)

d)

£)

g

dibutuhkan berkurang, jumlah kunjungan berkurang sehingga
lebih memudahkan melakukan pemetaan kebutuhan pendidik dan
tenaga kependidikan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan
PTK. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu teknologi
informasi yang dimaksud antara lain penataan portal dan email
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan
penataan tersebut diharapkan layanan pendidikan berbasis
TIK, khususnya di lingkungan unit utama Kemdikbud sehingga
memudahkan stakeholder untuk bekerja.

Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
melalui pemberian tunjangan profesi sebagai tindak lanjut adanya
peningkatan profesionalisme guru. Manfaat yang didapatkan dari
kegiatan ini adalah para pendidik dan tenaga kependidikan dapat
memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan dapat bekerja lebih
profesional.

Pembinaan Karir PTK melalui Penilaian Angka Kredit dalam
rangka peningkatan karir PTK. Manfaat yang didapat dari kegiatan
ini adalah para pendidik akan meningkat karirnya untuk mencapai
pangkat dan jabatan fungsional sesuai amanat permenegpan dan
RB no. 16 tahun 2009 dan permendiknas 35 tahun 2010 tentang
jabatan fungsional guru dan Angka Kreditnya.

Penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi
dan berdedikasi. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini adalah
para pendidik dan tenaga kependidikan dapat memicu terciptanya
iklim penelitian dan memacu agar lebih berprestasi dan berdedikasi.
Perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka
memfasilitasi permasalahan-permasalahan guru terkait dengan
pelindungan hukum, profesi serta keselamatan dan kesehatan kerja.
Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu para pendidik dan
tenaga kependidikan mendapatkan jaminan perlindungan hukum
yang berkaitan dengan profesi serta keselamatan dan kesehatan
kerja.

Perluasan akses pendidik dan tenaga kependidikan melalui
pemberian insentif maupun peningkatan kompetensi dan
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h)

j)
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profesionalisme. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu
tersebarnya pendidik dan tenaga kependidikan secara merata.
SertifikasigurudalamjabatanyangberstatusPNSdanbukan PNSyang
sudah mengajar pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan
pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat yang memiliki
izin operasional dari pemerintah daerah. Manfaat yang didapatkan
dari kegiatan ini yaitu guru dapat meningkatkan kinerjanya dalam
proses belajar mengajar secara optimal dan profesional.
Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan
kualifikasi akedemik dan kompetensi PTK secara berkelanjutan
sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan seni. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu PTK
dapat bekerja lebih profesional mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan seni.

Peningkatan kapasitas layanan dan akuntabilitas publik melalui
peningkatan kapasitas maupun kompetensi pengelola pendidikan.
Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan
kapasitas layanan dan akuntabilitas publik.

Rencana

Program kerja Bidang Peningkatan Layanan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan yang dicantumkan di bawah ini merupakan program

yang di mulai tahun 2015 s.d. tahun 2019. Program tersebut meliputi

kegiatan perencanaan, pengembangan, sosialisasi, implementasi,

pengukuran dan evaluasi untuk setiap kegiatan. Adapun kegiatan yang
akan dilakukan jalah:

a)

b)

c)

Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Paud dan
Dikmas dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge
yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar,

Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dikdasmen
dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge yang
akan berdampak pada kualitas hasil belajar,

Peningkatan ketersediaan dan kualitas PTK PAUD dan Dikmas
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yang merata diseluruh kabupaten/kota

d) Peningkatan manajemen guru, dan pendidikan keguruan,

e) Tersedianya PTK Dikmen pada daerah khusus,

f) Peningkatan pengembangan karir, penghargaan, perlindungan,
kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan

g) Peningkatan jaminan hidup bagi guru dan tenaga kependidikan,

h) Peningkatan kualitas layanan.

Dalam peningkatan kualitas layanan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan dalam tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut.

a) Pembinaan Karir, yaitu Pengembangan PKG, UKG, PKB dengan
berbagai moda berdasarkan hasil UKG, Standarisasi sistem PKB,
dan Akreditasi Provider PKB;

b) Insentif guru berupa Beasiswa (S.2, Short Courses), tunjangan
belajar non tunai;

c) Rekrutmen Guru Berkarya: GGD Instruktur, dan Tim Pengembang
Kurikulum, dan Pertukaran Guru dan Tenaga Kependidikan;

d) Memperbaiki dan/atau menerbitkan regulasi baru yang berkaitan
dengan GTK;

e) Kolaborasi yaitu kerjasama implementasi kebijakan dengan Pemda,
dunia industri, organisasi profesi, dan civil society;

) Platform Informasi yaitu pengembangan layanan informasi terpadu
untuk GTK.

Sebagaitenaga profesional, gurudantenagakependidikandiharapkan
dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan perannya untuk
meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pembinaan Karir, Insentif, dan
Platform Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai upaya
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan dapat
meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia
secara berkelanjutan.

3) Kiriteria Keberhasilan

Program Reformasi Birokrasi bidang Layanan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan diharapkan memiliki dampak positif terhadap layanan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat. Kriteria
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keberhasilan bidang Layanan Pendidik dan tenaga Kependidikan ialah

sebagai berikut.

a) Pada tahun 2015 peningkatan nilai rata-rata kompetensi
pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan
Paud dan Dikmas mencapai 5,5 dan pada tahun 2019 nilai rata-
rata tersebut mencapai 8,0; serta persentase pendidik dan tenaga
kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian
khusus pada tahun 2015 sebesar 25,0% dan tahun 2019 mencapai
68,0%.

b) Padatahun2015peningkatannilairata-ratakompetensipengetahuan
dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen
mencapai 5,5 dan pada tahun 2019 nilai rata-rata tersebut mencapai
8,0; serta persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang
mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus pada tahun
2015 sebesar 42,3% dan tahun 2019 mencapai 73,2%.

¢) Meningkatnya kualifikasi akademik S.1/D.IV pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD dan Dikmas pada tahun 2015 sebesar 31.0%
dan pada tahun 2019 sebesar 52,4%, persentase pendidik dan
tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya sebesar 87,1%
di tahun 2019, yang meningkat karirnya di tahun 2019 sebanyak
23,1%, dan persentase PAUD dan Dikmas yang memiliki PTK
sesuai SNP di tahun 2019 sebanyak 15,4%.

d) Padatahun2015 persentase SD/SLB dan SMP/SMPLB yang memiliki
PTK sesuai dengan SNP 79,6% dan pada tahun 2019 sebesar 98,4%,
PTK Dikdas yang memenuhi kualifikasi minimal S-1/D-4 tahun
2015 sebesar 68,1% dan tahuin 2019 sebesar 76,5%, PTK Dikdas
yang meningkat karirnya pada tahun 2015 sebesar 14,6% dan tahun
2019sebesar 23,1%, PTK Dikdas yang memperoleh penghargaan
dan perlindungan pada tyahun 2015 sebesar 42,4% dan tahun 2019
sebesar 51,9%.

e) Tersedianya PTK Dikmen di daerah khusus pada tahun 2015 sebesar
45,0% dan tahun 2019 sebesar 65,0%.

f) Tersedianya PTK Dikmen yang memenuhi kualifikasi minimal
S-1/D-4 pada tahun 2015 sebesar 92.0% drean tahun 2019 sebesar
99,0%, meningkatnya guru Dikmen yang sesuai dengan mapel/
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bidang keahlian pada tahun 2015 sebesar 31,0% dan tahun 2019
sebesar 40,0%, pewrsentase PTK Dikmen yang memperoleh
penghargaan dan perlindungan pada tahun 2015 sebesar 14,3% dan
pada tahun 2019 sebesar 71,7%.

g) Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh
jaminan hidup pada tahun 2015 sebesar 69,9% dan pada tahun 2019
sebesar 100%.

h) Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan
yang meningkat kualitas layanan, manajemen dan tatakelola pada
tahun 2019 sebesar 95,0%.

Kriteria keberhasilan yang terkait dengan program layanan guru
dan tendik adalah sebagai berikut.

a) Terintegrasinya sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga
kependidikan, yang menyatukan sistem UKG, PKG, dan PKB yang
terstandar dalam satu sistem online,

b) Tersedianya insentif guru berupa beasiswa (S.2, Short Courses),
tunjangan belajar non tunai,

c) Terlaksananya rekrutmen Guru Berkarya: GGD Instruktur, dan
Tim Pengembang Kurikulum, dan Pertukaran Guru dan Tenaga
Kependidikan,

d) Diperbaikinya dan/atau diterbitkannya regulasi baru yang berkaitan
dengan GTK,

e) Terlaksananya kolaborasi yaitu kerjasama implementasi kebijakan
dengan Pemda, dunia industri, organisasi profesi, dan civil society

f) Tersedianya dan dilaksanakannya platform informasi vyaitu
pengembangan layanan informasi terpadu untuk GTK.

4) Agenda Prioritas

Dari rencana program utama yang akan dilakukan tersebut di atas,
prioritas program pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

a) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Paud dan
Dikmas dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge
yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar,

b) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dikdasmen
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dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge yang
akan berdampak pada kualitas hasil belajar,

c) Peningkatan ketersediaan dan kualitas PTK PAUD dan Dikmas
yang merata diseluruh kabupaten/kota

d) Peningkatan manajemen guru, dan pendidikan keguruan,

e) Tersedianya PTK Dikmen pada daerah khusus,

f) Peningkatan pengembangan karir, penghargaan, perlindungan,
kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan

g) Peningkatan jaminan hidup bagi guru dan tenaga kependidikan,

h) Peningkatan kualitas layanan.

Peningkatan kualitas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dalam tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

a) Pembinaan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan secara
terintegrasi dalam sistem UKG, PKG, dan PKB yang terstandar
dalam satu sistem online;

b) Insentif guru berupa Beasiswa (S.2, Short Courses), tunjangan
belajar non tunai;

¢) Rekrutmen Guru Berkarya: Guru Garis Depan (GGD);

d) Platform Informasi yaitu pengembangan layanan informasi terpadu
untuk GTK.

5) Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan kegiatan Bidang Peningkatan Layanan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan direncanakan berlangsung hingga tahun 2019.
Pada tahap awal kegiatan lebih difokuskan pada pendataan, identifikasi,
penyusunan, dan sosialisasi standar, norma, kriteria, dan prosedur
dalam program layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, termasuk
pedoman perlindungan, penghargaan dan kesejahteraan PTK, serta
standar, norma, kreteria, dan prosedur lain yang terkait dengan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Struktur Organisasi Direktur
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Permendikbud
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.
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tabel berikut.

Tabel 3.9. Tahapan Kerja Peningkatan Layanan PTK

Adapun tahapan kerja yang akan dilakukan, seperti tampak dalam

No

Program/Kegiatan

Tahapan Kerja

Waktu

Peningkatan kompetensi guru
dan tenaga kependidikan Paud
dan Dikmas dilihat dari subject
knowledge dan pedagogical
knowledge yang akan berdampak
pada kualitas hasil belajar

Perencanaan

Januari-
Februari 2015

a. Pemetaan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan Paud dan

Dikmas baik kompetensi profesional

maupun pedagogik

Jan-15

Pada tahun 2015 peningkatan nilai
rata-rata kompetensi pengetahuan
dan keterampilan pendidik dan
tenaga kependidikan Paud dan
Dikmas mencapai 5,5 dan pada
tahun 2019 nilai rata-rata tersebut
mencapai 8,0; serta persentase
pendidik dan tenaga kependidikan
yang mengikuti peningkatan
kompetensi keahlian khusus pada
tahun 2015 sebesar 25,0% dan
tahun 2019 mencapai 68,0%.

b. Perancangan desain pelatihan
peningkatan kompetensi bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
Paud dan Dikmas

Feb-15

c. Perancangan sistem dan aplikasi
pelatihan peningkatan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan
Paud dan Dikmas

Mar-15

Pengembangan

April - Mei
2015

a. Menyusun regulasi terkait dengan
peningkatan kompetensi pendidik
dan tendik Paud dan Dikmas

Apr-15

b. Menyusun instrrumen Uji
kompetensi pendidik dan Tendik

Apr-15

c. Menyusun modul pelatihan
peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan Paud dan
Dikmas

Apr-15

d. Melakukan koordinasi dengan

instasi terkait untuk mempersiapkan

pelaksanaan kegiatan peningkatan
kompetensi pendidik Paud dan
Dikmas

Mei-15

e. Peningkatan kapabelitas SDM
untuk melaksanakan peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan Paud dan Dikmas

Mei-15

Sosialisasi

Juni-Juli 2015

a. Sosialisasi regulasi terkait dengan
peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan Paud dan
Dikmas

Jun-15

b. Sosialisasi proses peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan Paud dan Dikmas

Jul-15

m Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

c. Sosialisasi sistem informasi dan Jul-15
penggunaan aplikasi dalam
peningkatan pendidik dan tenaga
kependidikan Paud dan Dikmas

Implementasi Agustus-
Oktober 2015
a. Pelaksanaan Uji Kompetensi Agust-15
pendidik dan tendik Paud dan
Dikmas
b. Analisis data hasil Uji Kompetensi Agust-15

pendidik dan tenaga kependidikan
Paud dan Dikmas

c. Pelaksanaan pelatihan peningkatan Sep-15
kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan Paud dan Dikmas

d. Penggunaan sistem aplikasi Okt-15
untuk komunikasi dan informasi
dengan pendidik dan tendik Paud
dan Dikmas yang akan dan telah
mengikuti kegiatan peningkatan

kompetensi
Pengukuran dan Evaluasi Nov-Des 2015
a. Menyusun instrumen evaluasi Nop-15

kegiatan peningkatan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan
Paud dan Dikmas

b. Melakukan evaluasi dan monitoring | Nop-15
terhadap kegiatan peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan Paud dan Dikmas

c. Menganalisis hasil monitoring Des-15
peningkatan kompetensi pendidik
dan tendik Paud dan Dikmas

d. Mengukur tingkat keberhasil Des-15
kegiatan peningkatan kompetensi
pendidik dan tendik Paud dan
Dikmas

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 m
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No

Program/Kegiatan

Tahapan Kerja

Waktu

Peningkatan kompetensi guru dan
tenaga kependidikan dikdasmen
dilihat dari subject knowledge dan
pedagogical knowledge yang akan
berdampak pada kualitas hasil
belajar

Perencanaan

Januari-
Februari 2015

a.

Pemetaan kompetensi pendidik dan
tendik Dikdasmen baik kompetensi
profesional maupun pedagogik

Jan-15

Pada tahun 2015 peningkatan nilai
rata-rata kompetensi pengetahuan
dan keterampilan pendidik dan
tenaga kependidikan Dikdasmen
mencapai 5,5 dan pada tahun 2019
nilai rata-rata tersebut mencapai
8,0; serta persentase pendidik dan
tenaga kependidikan yang mengikuti
peningkatan kompetensi keahlian
khusus pada tahun 2015 sebesar
42,3% dan tahun 2019 mencapai
73,2%.

Perancangan desain pelatihan
peningkatan kompetensi bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
Dikdasmen

Feb-15

Perancangan sistem dan aplikasi
pelatihan peningkatan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan
Dikdasmen

Mar-15

Pengembangan

April - Mei
2015

. Menyusun regulasi terkait dengan

peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan Dikdasmen

Apr-15

Menyusun instrumen Uji kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan
Dikdasmen

Apr-15

Menyusun modul pelatihan
peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan Dikdasmen

Apr-15

Melakukan koordinasi dengan
instasi terkait untuk mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan peningkatan
kompetensi pendidik Paud dan
Dikmas

Mei-15

Peningkatan kapabilitas SDM
untuk melaksanakan peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan Dikdasmen

Mei-15

Sosialisasi

Juni-Juli 2015

a.

Sosialisasi regulasi terkait dengan
peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan Dikdasmen

Jun-15

Sosialisasi proses peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan Dikdasmen

Jul-15

Sosialisasi sistem informasi dan
penggunaan aplikasi dalam
peningkatan pendidik dan tenaga
kependidikan Paud dan Dikmas

Jul-15

Implementasi

Agustus-
Oktober 2015
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Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

a. Pelaksanaan Uji Kompetensi Nop-15
pendidik dan tenaga kependidikan
Dikdasmen

b. Analisis data hasil Uji Kompetensi Nop-15
pendidik dan tenaga kependidikan
Dikdasmen

c. Menganalisis hasil monitoring Des-15

peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan Dikdasmen

d. Mengukur tingkat keberhasil kegiatan | Des-15
peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan Dikdasmen

Peningkatan ketersediaan dan Perencanaan Januari-
kualitas PTK PAUD dan Dikmas yang Februari 2015
merata diseluruh kabupaten/kota

a. Identifikasi kebutuhan PTK Paud dan Jan-15
Dikmas

Meningkatnya kualifikasi akademik b. Pendataan Kebutuhan PTK Paud dan Feb-15
S.1/D.IV pendidik dan tenaga Dikmas
kependidikan PAUD dan Dikmas
pada tahun 2015 sebesar 31.0% dan
pada tahun 2019 sebesar 52,4%,
persentase pendidik dan tenaga
kependidikan yang meningkat
kompetensinya sebesar 87,1%

di tahun 2019, yang meningkat
karirnya di tahun 2019 sebanyak
23,1%, dan persentase PAUD dan
Dikmas yang memiliki PTK sesuai
SNP di tahun 2019 sebanyak 15,4%.

c. Analisis kebutuhan PTK Pauid dan Feb-15
Dikmas

d. Penataan beban kerja dan kualifikasi Feb-15
PTK Paud dan Dikmas

Pengembangan April - Mei
2015
a. Penyusunan regulasi terkait dengan Apr-15
pemenuhan kebutuhan PTK Paud
dan Dikmas

b. Perhitungan formasi kebuthan PTK Apr-15
Paud dan Dikmas

c. Koordinasi dengan instansi terkait Apr-15
dalam pelaksanaan pemenuhan
kebutuhan PTK Paud dan Dikmas

d. Menyusun Standar Operasional Mei-15
Prosedur (SOP) pemenuhan
kebutuhan PTK Paud dan Dikmas

Sosialisasi Juni-Juli 2015
a. Sosialisasi regulasi terkait dengan Jun-15
pemenuhan kebutuhan PTK Paud
dan Dikmas

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 m
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Paud dan Dikmas yang dilakukan
oleh instansi terkait sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

b. Sosialisasi proses pemenuhan Jul-15
kebutuhan PTK Paud dan Dikmas

Implementasi Agustus-

Oktober 2015

a. Menetapkan formasi kebutuhan PTK | Agust-15
Paud dan Dikmas

b. Penerapan regulasi terkait dengan Agust-15
pemenuhan kebutuhan PTK Paud
dan Dikmas

c. Mengendalikan perekrutan PTK Sep- Okt 15

Evaluasi dan Pengukuran

Nov 2015-Des
2015

a. Melakukan evaluasi dan monitoring
terhadap pelaksanaan pemenuhan
kebutan PTK Paud dan Dikmas

Nop-15

b. Menganalisis hasil monitoring
pelaksanaan pemenuhan PTK Paud
dan Dikmas

Nop-15

c. Mengukur tingkat keberhasilan
pemenuhan kebutuhan PTK Paud
dan Dikmas

Des-15

4 Peningkatan manajemen guru, dan
pendidikan keguruan

Perencanaan

Januari-
Februari 2015

a. ldentifikasi SD/SLB dan SMP/SMPLB Jan-15
yang memiliki PTK sesuai dengan
SNP
Pada tahun 2015 persentase SD/ Pada tahun 2015 persentase SD/SLB Feb-15
SLB dan SMP/SMPLB yang memiliki dan SMP/SMPLB yang memiliki PTK
PTK sesuai dengan SNP 79,6% sesuai dengan SNP 79,6% dan pada
dan pada tahun 2019 sebesar tahun 2019 sebesar 98,4%, PTK
98,4%, PTK Dikdas yang memenuhi Dikdas yang memenuhi kualifikasi
kualifikasi minimal S-1/D-4 tahun minimal S-1/D-4 tahun 2015 sebesar
2015 sebesar 68,1% dan tahuin 68,1% dan tahuin 2019 sebesar
2019 sebesar 76,5%, PTK Dikdas 76,5%, PTK Dikdas yang meningkat
yang meningkat karirnya pada tahun karirnya pada tahun 2015 sebesar
2015 sebesar 14,6% dan tahun 14,6% dan tahun 2019sebesar
2019sebesar 23,1%, PTK Dikdas 23,1%, PTK Dikdas yang memperoleh
yang memperoleh penghargaan penghargaan dan perlindungan
dan perlindungan pada tahun 2015 pada tahun 2015 sebesar 42,4%
sebesar 42,4% dan tahun 2019 dan tahun 2019 sebesar 51,9%.
sebesar 51,9%. b. Pendataan dan pemetaan SD/SLB
dan SMP/SMPLB yang memiliki PTK
sesuai dengan SNP
c. Analisis kebutuhan PTK SD/SLB dan Feb-15
SMP/SMPLB
Pengembangan April-Mei
2015
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No

Program/Kegiatan

Tahapan Kerja

Waktu

a. Penyusunan regulasi terkait dgn
pemenuhan kebutuhan PTK SD/SLB
dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan
SNP

Apr-15

b. Pemetaan SD/SLB dan SMP/SMPLB
yang memiliki PTK sesuai dengan
SNP

Apr-15

c. Koordinasi dengan instansi terkait
dalam pelaksanaan pemenuhan
kebutuhan PTK SD/SLB dan SMP/
SMPLB yang sesuai dengan SNP

Apr-15

d. Menyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) pemenuhan
kebutuhan PTK SD/SLB dan SMP/
SMPLB yang sesuai dengan SNP

Mei-15

Sosialisasi

Juni-Juli 2015

a. Sosialisasi regulasi terkait dengan
pemenuhan kebutuhan PTK SD/SLB
dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan
SNP

Jun-15

b. Sosialisasi proses pemenuhan
kebutuhan PTK SD/SLB dan SMP/
SMPLB yang sesuai dengan SNP

Jul-15

Implementasi

Agustus-
Oktober 2015

a. Menetapkan formasi kebutuhan PTK
SD/SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai
dengan SNP

Agust-15

b. Penerapan regulasi terkait dengan
pemenuhan kebutuhan PTK SD/SLB
dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan
SNP

Agust-15

c. Mengendalikan perekrutan PTK SD/
SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai
dengan SNP yang dilakukan oleh
instansi terkati sesuai dengan
formasi dan ketentuan yang berlaku

Sep- Okt 15

Pengukuran dan Evaluasi

Nov 2015-Des
2015

a. Melakukan evaluasi dan monitoring
terhadap pelaksanaan pemenuhan
kebutan PTK SD/SLB dan SMP/
SMPLB yang sesuai dengan SNP

Nop-15

b. Menganalisis hasil monitoring
pelaksanaan pemenuhan PTK SD/
SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai
dengan SNP

Nop-15

c. Mengukur tingkat keberhasilan
pemenuhan kebutuhan PTK SD/SLB
dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan
SNP

Des-15
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No | Program/Kegiatan

Tahapan Kerja

Waktu

5 Tersedianya PTK Dikmen pada
daerah khusus

Perencanaan

Januari-
Februari 2015

Dikmen di daerah khusus

a. Identifikasi kebutuhan PTK Dikmen di | Jan-15
daerah khusus
Tersedianya PTK Dikmen di daerah b. Pendataan Kebutuhan PTK Dikmen di | Feb-15
khusus pada tahun 2015 sebesar daerah khusus
45,0% dan tahun 2019 sebesar
65,0%.
c. Analisis kebutuhan PTK Pauid dan Feb-15
Dikmas
d. Penataan beban kerja dan kualifikasi | Feb-15
PTK Dikmen di daerah khusus
Pengembangan April - Mei
2015
a. Penyusunan regulasi terkait dengan Apr-15
pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen
di daerah khusus
b. Perhitungan formasi kebuthan PTK Apr-15
Dikmen di daerah khusus
c. Koordinasi dengan instansi terkait Apr-15
dalam pelaksanaan pemenuhan
kebutuhan Dikmen di daerah khusus
d. Menyusun Standar Operasional Mei-15
Prosedur (SOP) pemenuhan
kebutuhan PTK Dikmen di daerah
khusus
Sosialisasi Juni-Juli 2015
a. Sosialisasi regulasi terkait dgn Jun-15
pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen
di daerah khusus
b. Sosialisasi proses pemenuhan Jul-15
kebutuhan PTK Dikmen di daerah
khusus
Implementasi Agustus-
September
2015
a. Menetapkan formasi kebutuhan PTK | Agust-15
Dikmen di daerah khusus
b. Penerapan regulasi terkait dengan Agust-15
pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen
di daerah khusus
c. Mengendalikan perekrutan PTK Sep-15

Pengukuran dan Evaluasi

Nov 2015-Des
2015

a. Melakukan evaluasi dan monitoring
terhadap pelaksanaan pemenuhan
kebutan PTK Dikmen di daerah
khusus

Nop-15

210
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No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu
b. Menganalisis hasil monitoring Nop-15
pelaksanaan pemenuhan PTK
Dikmen di daerah khusus
c. Mengukur tingkat keberhasilan Des-15
pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen
di daerah khusus
6 Peningkatan pengembangan Perencanaan Januari-

karir, penghargaan, perlindungan,
kesejahteraan guru, pendidik
lainnya dan tenaga kependidikan

Februari 2015

a. Identifikasi PTK Dikmen berdasarkan
kualifikasi akademik dan guru yang
linier dan tidak linier mengajar
suatu mata pelajaran

Jan-15

Tersedianya PTK Dikmen yang
memenuhi kualifikasi minimal
S-1/D-4 pada tahun 2015 sebesar
92.0% dan tahun 2019 sebesar
99,0%, meningkatnya guru Dikmen
yg sesuai dgn mapel/bidang
keahlian pada tahun 2015 sebesar
31,0% dan tahun 2019 sebesar
40,0%, persentase PTK Dikmen
yang memperoleh penghargaan

& perlindungan pada tahun 2015
sebesar 14,3% dan pada tahun 2019
sebesar 71,7%

b. Pendataan/pemetaan Kebutuhan
PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi
akadermik dan guru yang linier
mengajar suatu mata pelajaran

Feb-15

c. Analisis kebutuhan PTK dikmen
berdasarkan kualifikasi akademik
S-1/D-4 dan linieritas mengajar
suatu mata pelajaran

Feb-15

Pengembangan

Apr - Mei
2015

a. Penyusunan regulasi terkait dgn
pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen
berdasarkan kualifikasi akademik
dan guru yang linier mengajar
suatu mata pelajaran

Apr-15

b. Perhitungan formasi kebutuhan PTK
Dikmen berdasarkan kualifikasi
akademik dan guru yang linier
mengajar suatu mata pelajaran

Apr-15

c. Koordinasi dengan instansi terkait
dalam pelaksanaan pemenuhan
kebutuhan PTK Dikmen berdasarkan
kualifikasi akademik dan guru
yang linier mengajar suatu mata
pelajaran

Apr-15

d. Menyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) pemenuhan
kebutuhan PTK Dikmen berdasarkan
kualifikasi akadermik dan guru
yang linier mengajar suatu mata
pelajaran

Mei-15

Sosialisasi

Juni-Juli 2015

a. Sosialisasi regulasi terkait dengan
pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen
berdasarkan kualifikasi akadermik
dan guru yang linier mengajar
suatu mata pelajaran

Jun-15

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

b. Sosialisasi proses pemenuhan Jul-15
kebutuhan PTK Dikmen berdasarkan
kualifikasi akadermik dan guru
yang linier mengajar suatu mata
pelajaran

Implementasi Agustus-
September
2015

a. Menetapkan formasi kebutuhan Agust-15
PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi
akadermik dan guru yang linier
mengajar suatu mata pelajaran

b. Penerapan regulasi terkait dengan Agust-15
pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen
berdasarkan kualifikasi akadermik
dan guru yang linier mengajar
suatu mata pelajaran

c. Mengendalikan perekrutan PTK Sep-15
Dikmen berdasarkan kualifikasi
akadermik dan guru yang linier
mengajar suatu mata pelajaran yang
dilakukan oleh instansi terkati sesuai
dengan formasi dan ketentuan
berlaku

Pengukuran dan Evaluasi Nov 2015-Des
2015

a. Melakukan evaluasi dan monitoring Nop-15
terhadap pelaksanaan pemenuhan
kebutan PTK Dikmen berdasarkan
kualifikasi akadermik dan guru
yang linier mengajar suatu mata
pelajaran

b. Menganailisis hasil monitoring Nop-15
pelaksanaan pemenuhan PTK
Dikmen di daerah khusus

c. Mengukur tingkat keberhasilan Des-15
pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen
berdasarkan kualifikasi akadermik
dan guru yang linier mengajar
suatu mata pelajaran

7 Peningkatan jaminan hidup bagi Perencanaan Januari-
guru dan tendik Februari 2015
a. Identifikasi pendidik dan tenaga Jan-15

kependidikan yang memperoleh
jaminan hidup

Persentase guru dan tenaga b. Pendataan/pemetaan pendidik Feb-15
kependidikan yang memperoleh dan tenaga kependidikan yang
jaminan hidup pada tahun 2015 memperoleh jaminan hidup

sebesar 69,9% dan pada tahun 2019

sebesar 100% c. Analisis pendidik dan tenaga Feb-15

kependidikan yang memperoleh
jaminan hidup

Pengembangan April - Mei

2015
m Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu
a. Penyusunan regulai terkait dengan Apr-15
jaminan hidup bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
b. Perhitungan data pendidik dan Apr-15
tenaga kependidikan yang
memperoleh jaminan hidup
c. Koordinasi dengan instansi terkait Apr-15
dalam pelaksanaan pemberian
jaminan hidup bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
d. Menyusun Standar Operasional Mei-15
Prosedur (SOP) pelaksanaan
pemberian jaminan hidup bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
Sosialisasi Juni-Juli 2015
a. Sosialisasi regulasi terkait dengan Jun-15
pemberian jaminan hidup bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
b. Sosialisasi proses pemberian jaminan | Jul-15
hidup bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
Implementasi Agustus-
September
2015
a. Menetapkan jumlah pendidik dan Agust-15
tenaga kependidikan yang berhak
menerima jaminan hidup
b. Penerapan regulasi terkait dengan Agust-15
pemberian jaminan hidup bagi
pendidik dan tendik
c. Mengendalikan pelaksanaan Sep-15
pemberian jaminan hidup bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Pengukuran dan Evaluasi Nov 2015-Des
2015
a. Melakukan evaluasi dan monitoring Nop-15
terhadap pelaksanaan pemberian
jaminan hidup bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
b. Menganailisis hasil monitoring Nop-15
pelaksanaan pemberian jaminan
hidup bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
c. Mengukur tingkat keberhasilan Des-15
terhadap pelaksanaan pemberian
jaminan hidup bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
8 Peningkatan kualitas layanan PTK Perencanaan Januari-

Februari 2015
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No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu
Persentase satuan kerja lingkup a. Koordinasi dengan unit kerja terkait Jan-15
Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan dengan data layanan Pendidik dan
yang meningkat kualitas layanan, Tenaga Kependidikan

manajemen dan tatakelola pada
tahun 2019 sebesar 95,0%.

b. Mendiskusikan grand desain sistem Feb-15
aplikasi yang terintegrasi dalam
pelayanan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

c. Identifikasi data referensi terkait Feb-15
dengan layanan pendidik dan tenaga
kependidikan

Pengembangan April-Mei
2015
a. Menyusun regulasi terkait dengan Apr-15

sistem layanan pendidik dan tenaga
kependidikan secara terpadu dan
terintegrasi

b. Mengintegrasikan semua sistem Apr-15
aplikasi yang memuat data tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan

c. Menyususn standar operasional Apr-15
prosedur (SOP) dalam
mengimplemtasikan layanan
pendidik dan tendik secara terpadu
dan terintegrasi

Sosialisasi Juni-Juli 2015

a. Sosialisasi regulasi pelayanan Jun-15
pendidik dan tenaga kependidikan
secara terpadu dan terintegrasi
secara online

b. Sosialisasi tentang prosedur dan Jul-15
proses layanan pendidik dan tenaga
kependidikan secara terpadu dan
terintegrasi secara online

Implementasi Agust-15

Melaksanakan layanan pendidik dan Agust-15
tendik secara terpadu, terintegrasi
secara online

Pengukuran dan Evaluasi Nov 2015-Des
2015
a. Mengevaluasi pelaksanaan layanan Nop-15

pendidik dan tenaga kependidikan
secara terpadu, terintegrasi secara
online

b. Mengukur tingkat keberhasilan dalam | Des-15
pelaksanaan layanan pendidik dan
tenaga kependidikan secara terpadu,
terintegrasi secara online

9 Quick Wins dalam peningkatan
kualitas layanan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

214 Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

1) Terintegrasinya sistem
pengembangan karir pendidik
dan tenaga kependidikan, yang
menyatukan sistem UKG, PKG,
dan PKB yang terstandar dalam
satu sistem online

2) Tersedianya insentif guru
berupa beasiswa (S.2, Short
Courses), tunjangan belajar non
tunai

3) Terlaksananya rekrutmen Guru
Berkarya: GGD Instruktur, dan
Tim Pengembang Kurikulum,
dan Pertukaran Guru dan Tenaga
Kependidikan

4) Diperbaikinya dan/atau
ditererbitkannya regulasi baru
yang berkaitan dengan GTK

5) Terlaksananya kolaborasi
yaitu kerjasama implementasi
kebijakan dengan Pemda, dunia
industri, organisasi profesi, dan
civil society

6) Tersedianya dan
dilaksanakannya platform
informasi yaitu pengembangan
layanan informasi terpadu untuk
GTK

6) Penanggung Jawab

Penangung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang kegiatan
Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut.

Pengarah : Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
Kemdikbud

Koordinator . Sekretaris Ditjen Gurudan Tenaga Kependidikan

Penanggung Jawab : Pimpinan Unit Kerja/Direktur

Ketua : Kabag TU Set. Ditjen Guru dan Tenaga
Kependidikan

Sekretaris : Kasubbag Hukum, Bag. Kepegawaian Set. Ditjen

Guru dan TK Kemdikbud
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5. Layanan Pendidikan Orang tua/keluarga
a) Capaian

Keterlibatan orang tua di sekolah berhubungan erat dengan
kemampuan kognitif dan nonkognitif peserta didik. Hal ini juga
berpengaruh terhadap kemampuan membaca anak dan remaja.
Selanjutnya, mengikutsertakan anak dalam diskusi bersama orang
tuanya, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memberikan
teladan yang baik. Keterlibatan orang tua di sekolah dasar telah dirintis
sejak tahun 1985-an. Hal ini dimuat dalam laporan sistem pembinaan
profesional dan cara belajar siswa aktif (SPP-CBSA) yang merupakan
kerja sama pemerintah Inggris dengan Indonesia (Harlen, et all. 2001)
yang menunjukkan bahwa: kemitraan dan peran aktif orang tua dalam
membantu pembelajaran di sekolah dapat meningkatkan kemajuan dan
kesuksesan putra-putri mereka. Studi Bank Dunia (2013) menunjukkan
bahwa keluarga memiliki peran kunci karena intervensi yang
dilakukan terhadap keluarga telah berhasil meningkatkan pencapaian
perkembangan peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Data
terkait praktik pengasuhan anak dan karakteristik rumah tangga untuk
penelitian ini menghasilkan sejumlah pandangan mendalam yang
berguna.

Kajian Bank Dunia tentang pendidikan dan pengembangan anak
usia dini (PPAUD) di desa miskin ini menunjukkan bahwa:

(1) pendidikan orang tua dan praktik di rumah mempengaruhi dan
menunjang kuat terhadap tahap perkembangan anak;

(2) umumnya orang tua di desa miskin sangat bersemangat dan
termotivasi untuk mendukung program PPAUD bagi anak-
anak mereka sehingga mereka menjadi sumber berharga untuk
memperluas layanan PPAUD;

(3) ketiadaan intervensi yang secara eksplisit berfokus pada keluarga,
memungkinkan tidak akan terjadinya peningkatan praktik
pengasuhan yang di rumah dan lingkungan;

(4) Informasi mengenai lingkungan rumah dan praktik-praktik
pengasuhan anak berguna dalam mengidentifi kasi target-target
spesifik untuk dukungan keluarga seperti angka membaca buku
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dan bercerita yang rendah atau pemberian ASI eksklusif yang lebih
pendek dari periode optimalnya.

Sementara itu Studi Bank Dunia pada persekolahan menunjukkan
bahwa hasil pendidikan dapat ditingkatkan dengan menyebarkan
informasi kepada orang tua sehingga dapat mendorong mereka untuk
lebih terlibat aktif dalam pengawasan sekolah. Studi ini cukup menarik
karena dapat dilakukan dengan biaya yang relatif murah, yaitu dengan
mengevaluasi dampak pendekatan alternatif untuk penyebaran
informasi tentang program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di
Indonesia terhadap orang tua. Mereka diharapkan memperoleh
pengetahuan tentang program BOS secara umum, pelaksanaannya di
sekolah anak mereka, dan caranya untuk berpartisipasi dalam kegiatan
sekolah terkait dengan hal tersebut dan hal lainnya.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa mengirim surat dari sekolah
ke orang tua atau mengirim sebuah pamfl et berwarna-warni tidak
berdampak pada pada peningkatan pengetahuan atau partisipasi orang
tua terhadap program tersebut. Akan tetapi, mengadakan pertemuan
dengan orang tua yang difasilitasi sekolah dan berbagai pemangku
kepentingan lainnya atau mengirim pesan pendek SMS (Short Message
Service) kepada orang tua dapat meningkatkan pengetahuan dan
partisipasi. Pertemuan yang difasilitasi secara keseluruhan dapat
meningkatkan pengetahuan orang tua/wali dan memupuk perasaan
transparansi dari pihak orang tua, yang mengakibatkan partisipasi
yang lebih besar dalam saluran formal untuk memberikan umpan
balik kepada sekolah. SMS meningkatkan pengetahuan tentang aspek-
aspek tertentu dari program, seperti jumlah yang diperoleh, selain itu
cenderung meningkatkan keterlibatan dengan jalur-jalur informal.

Laporan dari serangkaian kelompok diskusi fokus di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (2015) yang disampaikan kepala sekolah
bahwa sebagian siswa membawa persoalan yang tidak berkaitan
dengan persekolahan yang mengganggu efektivitas belajar mereka di
sekolah. Di luar pengawasan guru dan kepala sekolah, sering terjadi
kenakalan siswa yang dilakukan di luar lingkungan sekolah atau di
luar jam sekolah. Tawuran, narkoba, kriminal, dan tindakan-tindakan
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kontra sosial lainnya berpengaruh terhadap karakter dan hasil belajar
siswa. Hal ini, memerlukan perhatian khusus bagi orang tua terhadap
putraputri mereka. Komunikasi aktif dan positif yang dibangun
antara orang tua dan sekolah dapat membantu mengurangi atau
menyelesaikan persoalan tersebut. Peranan positif orang tua dalam
hal ini akan membantu sekolah dan satuan pendidikan lainnya dalam
melakukan proses pendidikan.

Untuk mewujudkan peran dan komunikasi aktif dan positif
antara orang tua dengan staf sekolah termasuk guru kelas, wali kelas,
guru bimbingan dan penyuluhan, serta kepala sekolah, diperlukan
kehadiran kementerian pendidikan dan kebudayaan. Kemudian
menyadari pentingnya kehadiran pemerintah dalam pengembangan
dan penyebaran ilmu pendidikan bagi orang tua dan keluarga, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan membentuk satuan kerja setingkat eselon
I, yaitu Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga yang berkedudukan
di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Keluarga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b) Rencana

Rencana dan program kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup
beberapa hal, yaitu:
(1) Kemitraan orang tua
(2) Kurikulum pendidikan keluarga
(3) Mekanisme pengembangan kemitraan orang tua dan satuan
pendidikan
(4) Laman Pendidikan Keluarga

¢) Kriteria Keberhasilan

Indikator kriteria keberhasilan pendidikan keluarga adalah sebagai
berikut:
(1) Satuan pendidikan/lembaga melaksanakan kemitraan orang tua
untuk membangun pendidikan karakter dan budaya prestasi.
(2) Satuan pendidikan dan lembaga menyelenggarakan pendidikan



(3)

(4)

(5)
(6)

d)
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karakter dan pendidikan kecakapan hidup termasuk pendidikan
gizi bagi orang tua.

Satuan pendidikan dan lembaga menyelenggarakan pendidikan
kemandirian dan kepribadian karakter bangsa antikorupsi,
antikekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan seksual pada
anak.

Pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua/wali dan
pengasuh memiliki kapasitas menerapkan pendidikan keluarga.
Konten/materi diunggah ke Kanal Pendidikan Keluarga.
Kanal/Laman Pendidikan Keluarga dan aplikasi media sosial
berbasis gadget.

Agenda Prioritas

Pelaksanaan program pendidikan keluarga akan diprioritaskan

pada kegiatan berikut:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

e)

Sayembara dan lomba

Sosialisasi dan publikasi

Peluncuran laman

Peran orang tua pada hari pertama ke sekolah
Publikasi melalui majalah dan media cetak lainnya
Sampul perangko

Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Kegiatan Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga dilaksanakan

berdasarkan Road Map sebagai berikut:
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Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga menyelenggarakan
Kemitraan pada tahun 2015 dengan sasaran 5.000 (lima ribu) lembaga
satuan pendidikan. Setiap sasaran akan menerima pembinaan selama
dua (2) tahun, oleh karena itu 5000 lembaga sasaran pada tahun
2015 tersebut akan tetap menerima pembinaan hingga tahun 2016.
Pada tahun-tahun berikutnya Direktorat akan menambah sasaran
baru sebangak 5000 setiap tahun. Selain itu, mulai pada tahun 2016
diharapkan terdapat 2000 sasaran setiap tahun yang didanai oleh
mitra atau pemerintah daerah. Dengan demikian, dari tahun 2015
hingga tahun 2019 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dapat
melaksanakan program Kemitraan yang melibatkan sasaran sebanyak
25.000 lembaga inti dan 8000 lembaga mitra yang didanai oleh
pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019

&

Sasaran | Inti Mitra Inti Mitra Inti Mitra Inti Mitra Inti Mitra

Thn 1-2 | 5000 - 5000 5000 5000 5000

Thn 1-2 5000 2000 5000 2000 5000 2000 5000 2000

Thn 1-2 5000 2000 5000 2000 5000 2000

Thn 1-2 5000 2000 5000 2000

Thn 1-2 5000 2000
25000 | 8000

Total 33.000

f) Penanggung jawab

Alur Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
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6. Layanan Kebudayaan

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2014 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, dan seiring dengan program reformasi birokrasi internal
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah
berjalan, maka perlu untuk memasukan fungsi layanan kebudayaan
ke dalam rencana besar kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

Indonesia memiliki memiliki keragaman budaya benda maupun
tak benda, tradisi, kesenian, dan sejarah yang luar biasa banyak jumlah
dan tinggi nilainya. Potensi kebudayaan yang luar biasa dimiliki
oleh Bangsa Indonesia tersebut merupakan kewajiban Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk melindungi, mengembangkan,
dan memanfaatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Direktorat Jenderal
Kebudayaan, peningkatan layanan kebudayaan menjadi salah satu
rencana aksi dalam proses reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.

Program peningkatan layanan kebudayaan dikemas menjadi 8
(delapan) rencana aksi yang diharapkan dapat memberikan dampak yang
besar dan meluas serta menjawab kebutuhan akan layanan kebudayaan
yang lebih baik. Rencana aksi tersebut adalah:

Registrasi Cagar Budaya;

Pencatatan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Tak Benda);
Peningkatan Fungsi Museum;

Peningkatan Fungsi Taman Budaya;

Penyensoran Film;

Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri);
Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan;

I

Pemberdayaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

-

Pemberdayaan Komunitas Adat dan Tradisi.

Langkah awal dalam proses pelestarian adalah teridentifikasinya
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kekayaan budaya yangkita miliki. Oleh karenaitu, kegiatan pembangunan
sistem aplikasi registrasi cagar budaya dan pencatatan warisan budaya
nasional tak benda menjadi langkah awal dari keseluruhan proses fungsi
layanan kebudayaan. Mekanisme registrasi cagar budaya, mengacu
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Data yang dimiliki akan menjadi acuan dalam peningkatan kualitas dan
pengembangan layanan kebudayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya, belum ada istilah register nasional cagar budaya, tetapi
menggunakan istilah pendaftaran cagar budaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat (sentralisasi) dengan cara manual. Setelah keluarnya
Undang-Undang Nomir 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, diatur
tentang register nasional cagar budaya, pelestarian cagar budaya, dan
museum, oleh Pemerintah Pusat, dengan tahapan: a) pendaftaran, b)
pengkajian, dan c) penetapan, yang dilakukan secara bertahap dari
pemerintah kabupaten/kota, kemudian hasil penetapan diserahkan
ke pemerintah provinsi dan terakhir diserahkan ke pemerintah pusat
untuk dicatat dalam register nasional. Proses pendaftaran cagar budaya
dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung ke pemerintah dengan
cara manual dan online, sehingga mempermudah setiap orang untuk
mendaftar cagar budaya yang menjadi miliknya dan menghemat biaya
dan mempercepat proses pendaftaran.

Proses pencatatan warisan budaya menjadi kegiatan yang sangat
penting dalam usaha pelindungan dan pelestarian kekayaan budaya
bangsa. Tugas pencatatan yang sebelumnya dilakukan hanya oleh
pemerintah dengan sistem manual ini diubah dengan menggunakan
sistem online, dimana masyarakat umum bisa juga mencatatkan
kekayaan budaya yang ada di sekitarnya. Sistem online membuat proses
pencatatan warisan budaya nasional tidak terbatas ruang dan waktu,
sehingga mempermudah, mempercepat dan menghemat biaya proses
pencatatan.

Dalam mendukung peningkatan layanan kebudayaan, diperlukan
suatu wadah yang dapat digunakan sebagai pusat penyajian informasi
kekayaan budaya. Salah satu wadah yang efektif untuk melestarikan
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adalah museum dan taman budaya. Museum dan taman budaya adalah
sebuah fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk melestarikan nilai dan
kekayaan budaya yang terkandung di dalamnya, sekaligus sebuah wahana
bagi kita untuk dapat memahami nilai-nilai sejarah yang terkandung
di dalamnya. Saat ini, keberadaan museum dan taman budaya masih
berada jauh dari fungsi yang diharapkan. Masyarakat cenderung belum
sepenuhnya mengapresiasi keberadaan museum, bahkan kunjungan ke
museum cenderung menjadi sebuah “paksaan” bagi para pelajar atau
mahasiswa dalam menempuh mata pelajaran atau mata kuliah tertentu
saja.

Sejak berlangsungnya otonomi daerah, pengelolaan museum negeri
provinsi dan taman budaya yang sebelumnya di bawah kewenangan
pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah provinsi. Tetapi
dalam kenyataannya tidak semua pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota memberikan perhatian terhadap SDM, sarana prasarana
maupun pendanaannya. Akibatnya banyak museum yang seharusnya
menjalankan fungsi pembelajaran, pengelolaan dan penyajian koleksi,
pameran, penyimpanan dan perawatan serta pengamanan koleksi
kurang maksimal sehingga perlu dilakukan revitalisasi museum yang
dituangkan dalam program unggulan dan strategis yang tertuang di
dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan. Revitalisasi museum
meliputi enam aspek yaitu peningkatan kualitas penataan dan penyajian
koleksi, peningkatan manajemen museum, peningkatan kualitas sdm,
perluasan jejaring, peningkatan kualitas program publik dan pencitraan
museum.

Selain museum, taman budaya yang secara teknis berfungsi sebagai
bengkel, laboratorium, dan etalase budaya khususnya kesenian di
daerah, sejak tahun 2000 (otonomi daerah) fungsi tersebut tidak berjalan
dengan baik karena visi dan misi taman budaya menyesuaikan dengan
kebijakan daerah masing-masing, sehingga sebagian fungsi taman
budaya mengalami pergeseran. Dalam reformasi birokrasi sekarang
ini diupayakan revitalisasi fungsi taman budaya yang merupakan
salah satu pilar utama peningkatan kesadaran berbudaya masyarakat
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sekaligus sebagai tempat untuk menciptakan inovasi karya adiluhung
budaya bangsa. Dalam hal ini revitalisasi taman budaya difokuskan
kepada peningkatan fungsi sistem managerial, sarana dan prasarana,
serta peningkatan kemampuan SDM pengelola. Peningkatan fungsi
managerial di tekankan pada pembangunan dan implementasi Prosedur
Operasional Standar (POS) yang berskala nasional. Selanjutnya di
sektor SDM pengelola, diharapkan secara kuantitas dan kualitas dapat
dimiliki SDM pengelola yang tepat formasi (right sizing) dan memiliki
kompetensi yang sesuai. Di samping itu, perlu perluasan fungsi taman
budaya untuk pembinaan kesenian bagi pengajar kesenian dan siswa
sekolah.

Sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu dilakukan sebuah
program rencana aksi khusus yang strategis. Salah satu rencana aksi
strategis tersebut adalah program peningkatan fungsi museum dan
taman budaya. Melalui program ini diharapkan museum dan taman
budaya dapat lebih ditingkatkan perannya dalam melestarikan nilai-nilai
budaya dan sejarah nasional. Selain itu, dengan program ini diharapkan
apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya dan sejarah nasional
dapat meningkat.

Semakin berkembangnya teknologi, penyajian seni dan budaya tak
lagi hanya tersedia dalam bentuk fisik, lebih dari itu era teknologi digital
telah merubah konsep pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan
cagar budaya ke dalam bentuk yang lebih modern seperti dalam bentuk
film. Mengikuti kemajuan teknologi, maka untuk memiliki tenaga SDM
handal dan peralatan perangkat keras dan lunak yang mendukung
di bidang penyensoran film adalah sebuah keharusan. Kegiatan
penyensoran film mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Pada tatanan global, eksistensi Indonesia sebagai negara dengan
beranekaragam nilai budaya dan sejarahnya, perlu mendapatkan
tempat dan porsi yang ideal di lingkungan internasional. Untuk lebih
mengenalkan sekaligus melestarikan budaya nasional Indonesia,
maka dipandang perlu untuk dibangun sebuah “rumah budaya” yang
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menjadi pusat kebudayaan Indonesia di negara yang bernilai strategis
bagi Indonesia. Sebagai bentuk integrasi kebudayaan ke dalam bidang
pendidikan, untuk itu diperlukan peningkatan pelayanan kebudayaan
dalam bidang pendidikan, berupa a) pengayaan bahan pustaka bidang
kebudayaan di bidang pendidikan, b) pembenahan bahan pembelajaran
sejarah dan kebudayaan di bidang pendidikan, ¢) pemenuhan media
pembelajaran dan apresiasi peserta didik dalam kesenian Indonesia,
d) penguatan kurikulum bidang kebudayaan dalam pembelajaran
sejarah/PPKn, dan seni budaya serta e) peningkatan kompetensi tenaga
kependidikan dalam bidang kebudayaan.

Selain penguatan budaya keluar negeri dan fungsi pendidikan,
perlu penguatan budaya di masyarakat. Sejalan dengan pemikiran
tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
memberikan Fasilitasi Sarana untuk Sanggar/Komunitas Adat/Sasana
Sarasehan. Pemberdayaan lembaga kepercayaan dan komunitas adat
sebagai upaya untuk menguatkan kantong-kantong budaya di daerah,
kegiatan berupa pemberian fasilitasi dahulu belum mempunyai standar
dan kriteria yang jelas, untuk itu diperlukan pembuatan POS dan
akreditasi dari lembaga kepercayaan dan komunitas adat yang akan
difasilitasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan akan dapat melestarikan nilaibudaya
dan tradisi nusantara berikut masyarakat pendukungnya, meningkatkan
kualitas sanggar/komunitas adat/sasana sarasehan, untuk meningkatkan
apresiasi masyarakat terhadap kearifan budaya lokal dan tradisi
nusantara dan meningkatkan kualitas kegiatan sanggar/komunitas adat/
sasana sarasehan sebagai sarana interaksi, pendidikan dan sosialisasi
bagi masyarakat indonesia. Dalam melaksanakan berbagai program
peningkatan pelayanan kebudayaan ini, terdapat beberapa kendala
berkaitan dengan (1) ketersediaan peraturan dan sistem manajerial
atau prosedur operasional standar (POS) yang berskala nasional untuk
masing-masing program (2) ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai dalam rangka menunjang kegiatan operasional pelaksanaan
program (3) ketersediaan SDM pengelola sistem aplikasi maupun tenaga
ahli yang kompeten di bidangnya.
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Untuk mengatasi permasalahantersebut, diusulkan beberapalangkah
pembenahan. Pertama, untuk memiliki peraturan perundangan dan
prosedur operasional yang terstandar, harus dimiliki data menyeluruh
dari seluruh kegiatan yang ada berkaitan dengan kondisi setempat, tata
cara dan efektifitas pelayanan serta pemutakhiran teknologi informasi
yang dibutuhkan. Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
program dapat diwujudkan melalui program pengadaan untuk
kelengkapan yang sudah usang dan tidak layak pakai dalam pelayanan
kebudayaan. Ketiga, dalam rangka peningkatan mutu SDM pengelola
kebudayaan, diharapkan dapat dilakukan program-program pelatihan
dan pengenalan mekanisme kerja yang efektif dalam meningkatkan
loyalitas, efektifitas, dan mutu SDM pengelola kebudayaan termasuk
dari awal proses perekrutan kerja.

a. Capaian

Sampai dengan saat ini, kegiatan yang sudah tercapai dalam rangka
reformasi birokrasi internal tahun 2015 yang terkait dengan bidang
peningkatan layanan kebudayaan, antara lain:

1) Registrasi Cagar Budaya

Dalam Proses Perencanaan

2) Pencatatan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Tak Benda)
Dalam Proses Perencanaan

3) Peningkatan Fungsi Museum

Dalam Proses Perencanaan

4) Peningkatan Fungsi Taman Budaya

Dalam Proses Perencanaan

5) Penyensoran Film

Dalam Proses Perencanaan

6) Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri)
Dalam Proses Perencanaan

7) Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan

Dalam Proses Perencanaan

8) Pemberdayaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Dalam Proses Perencanaan
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9) Pemberdayaan Komunitas Adat dan Tradisi
Dalam Proses Perencanaan

b. Rencana

Program kerja yang akan dicantumkan di bawah ini adalah program
mulai tahun 2015 s.d. tahun 2019. Program tersebut meliputi kegiatan
perencanaan, pembangunan, sosialisasi, implementasi, pengukuran dan
evaluasi untuk setiap kegiatan. Adapaun kegiatan yang akan dilakukan
adalah sebagai berikut.

1) Pembangunan sistem aplikasi registrasi cagar budaya nasional yang
didukung oleh POS dan SDM yang memadai.

2) Pembangunan sistem aplikasi pencatatan warisan budaya nasional
(warisan budaya tak benda) yang didukung oleh POS dan SDM
yang memadai

3) Pembangunan aplikasi sistem penyensoran film berbasis jaringan
yang didukung oleh POS dan SDM yang memadai

4) Peningkatan fungsi museum

5) Peningkatan fungsi taman budaya

6) Pembangunan rumah budaya yang menjadi pusat kebudayaan
Indonesia di luar negeri

7) Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan

8) Pemberdayaan lembaga kepercayaan dan komunitas adat dalam
pelestarian budaya

c. Kriteria Keberhasilan

Program reformasi birokrasi bidang layanan kebudayaan diharapkan
memberikan dampak positif terhadap layanan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan kepada masyarakat. Kriteria keberhasilan bidang
layanan kebudayaan adalah sebagai berikut.

1) Registrasi Cagar Budaya
a) Pendaftaran cagar budaya meningkat sekurang-kurangnya 10%
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

sampai dengan tahun 2014

b) 10% daerah di Indonesia memiliki tim dan atau unit
penyelenggara Registrasi Nasional Cagar Budaya (dibentuk
pedoman/POS dalam bentuk Permen) *data awal di perkirakan
berjumlah 5 KK (1%)

c) Tim ahli cagar budaya telah ditetapkan di 10% daerah di
Indonesia Road Map Reformasi Birokrasi

Pencatatan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Tak Benda):

Tercatatnya minimal 2000 warisan budaya

Peningkatan Layanan Administrasi: Penyensoran Film

a) Terstandardisasinya minimal 40% tenaga teknis penyensoran
film

b) Terbangunnya sistem administrasi. Penyensoran film berbasis
IT (sistem online)

c) Terlaksananya penyensoran film kepada 100% film yang
didaftarkan

Peningkatan (revitalisasi) Fungsi Museum: Terevitalisasikannya

75% museum dari 275 museum sesuai dengan standar nasional

Peningkatan (revitalisasi) Fungsi Taman Budaya

a) Terevitalisasikannya 80% taman budaya dari 25 taman budaya
dengan standar nasional

b) Terfasilitasinya pembangunan taman budaya di 5 propinsi

Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri)

a) Terbangunnya rumah budaya di 10 negara dalam kurun waktu
2 tahun

b) Terselenggaranya promosi kebudayaan Indonesia di 10 negara

Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan

a) Pengayaan bahan pustaka bidang kebudayaan meningkat 10%
di semua jenjang dan jenis pendidikan

b) Kelengkapan bahan pembelajaran sejarah dan seni budaya
meningkat 5% di semua jenjang dan jenis pendidikan

c) Terpenuhinya media pembelajaran dan apresiasi peserta didik
dalam keragaman budaya Indonesia

d) Penguatan kurikulum bidang kebudayaan dalam pembelajaran
sejarah/PPKn, dan seni budaya
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e) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam bidang
kebudayaan 10%
8) Pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam
pelestarian budaya
a) Terfasilitasinya 10 % organisasi kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa;

b) Penguatan 10% nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa;

c) Peningkatan 10% kelembagaan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.

9) Pemberdayaan komunitas adat dan tradisi dalam pelestarian budaya
a) Terfasilitasinya 20% komunitas adat dan tradisi;
b) Penguatan 20% Nilai-nilai adat dan tradisi;
c) Peningkatan 10% Lembaga adat dan tradisi.

d. Agenda Prioritas

Dari enam program utama yang akan dilakukan, prioritas program
pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.
1) Registrasi Cagar Budaya
a) Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Nasional
b) Teridentifikasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah dan Tim
Pengelola Registrasi Cagar Budaya di Daerah
c) Pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar
Budaya
d) Tersusunnya Peraturan Menteri tentang tentang Registrasi
Cagar Budaya
e) Tersusunnya program kerja registrasi cagar budaya
f) Terbangunnya sistem dan mekanisme registrasi cagar budaya
g) Tersosialisasikannya peraturan dan POS tentang registrasi
cagar budaya
h) Terdidiknya pengelola registrasi cagar budaya
i) Terlaksananya pelaksanaan registrasi cagar budaya dalam
tingkat nasional
j)  Terevaluasinya peraturan serta sistem dan mekanisme
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pendaftaran cagar budaya.

2) Pencatatan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Tak Benda)

a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

Terbentuknya Tim Nasional Pencatatan Warisan Budaya
Nasional

Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Pencatatan dan
Penetapan Warisan Budaya Nasional

Tersusunnya program kerja Warisan Budaya Nasional
Terbangunnya sistem dan mekanisme Pencatatan Warisan
Budaya Nasional

Tersosialisasikannya peraturan dan POS tentang Pencatanan
Warisan Budaya Nasional

Terdidiknya pengelola Pencatatan Warisan Budaya Nasional
Terlaksananya pelaksanaan Pencatanan Warisan Budaya
Nasional

Terevaluasinya peraturan serta sistem dan mekanisme
Pencatanan Warisan Budaya Nasional

3) (Peningkatan Layanan Administrasi) Penyensoran Film

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g
h)

Tersusunnya Peraturan Menteri turunan Perarturan Pemerintah
tentang Lembaga Sensor Film

Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Perizinan dan
Pendaftaran Usaha Perfilman

Tersusunnya program kerja Sensor Film

Terbangunnya sistem administrasi layanan penyensoran film
berbasis IT

Tersosialisasikannya peraturan dan POS tentang sistem
administrasi layanan penyensoran film berbasis I'T
Terdidiknya sesuai dengan standar kompetensi tenaga teknis
penyensoran film

Terlaksananya pelaksanaan penyensoran film berbasis IT
Terevaluasinya peraturan serta sistem dan mekanisme
penyensoran film berbasis IT

4) Peningkatan (Revitalisasi) Fungsi Museum

a)
b)

Disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Museum
Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Standardisasi Museum
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c) Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Penegelolaan Koleksi
d) Tersusunnya program kerja revitalisasi museum
e) Terbangunnya sistem dan jaringan museum
) Tersosialisasikannya peraturan dan POS tentang revitalisasi
museum
g) Terdidiknya pengelola museum yang dilakukan revitalisasi
h) Terlaksananya revitalisasi museum
i) Terevaluasinya peraturan serta sistem dan mekanisme
revitalisasi museum
5) Peningkatan (Revitalisasi) Fungsi Taman Budaya
a) Tersusunnya peta potensi taman budaya
b) Tersusunnya rencana induk revitalisasi taman budaya
c) Tersusunnya Peraturan Menteri tentang taman budaya
d) Tersusunnya program kerja taman budaya
e) Tersosialisasikannya peraturan dan POS tentang taman budaya
f) Terdidiknya pengelola taman budaya
6) Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri)
a) Tersusunnya peta potensi Negara-negara yang akan ketempatan
menjadi Pusat Kebudayaan Indonesia
b) TersusunnyaRencanaInduk Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan
Indonesia di Luar Negeri) untuk 5 negara
c) Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Rumah Budaya (Pusat
Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri)
d) Tersusunnya program kerja Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan
Indonesia di Luar Negeri)
e) Tersosialisasikannya peraturan dan POS tentang Rumah
Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri)
7) Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan
a) Penyusunan kebijakan integrasi kebudayaan ke dalam fungsi
pendidikan
b) Penyusunan dan pengembangan dan sistem informasi integrasi
kebudayaan ke dalam bidang pendidikan
c) Tersusunnya peta kebutuhan bahan ajar, kurikulum, media
pembelajaran dan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik
sejarah, seni dan kebudayaan lainnya
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8)

9)

d)

Pengayaan bahan pustaka bidang kebudayaan di semua jenjang
dan jenis pendidikan

Pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

a)

b)

c)

d)

Penyusunan kebijakan pemberdayaan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa

Penyusunan dan pengembangan dan sistem informasi
pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Tersusunnya peta kebutuhan organisasi, nilai-nilai ajaran
dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemberdayaan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Fasilitasi organisasi dalam rangka percepatan pemberdayaan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pemberdayaan Komunitas Adat dan Tradisi

a)
b)

c)

d)

Penyusunan kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat dan
Tradisi

Penyusunan dan pengembangan dan sistem informasi
Komunitas Adat dan Tradisi

Tersusunnya peta kebutuhan pranata sosial dan lingkungan
budaya dalam rangka pemberdayaan Komunitas Adat dan
Tradisi

Fasilitasi dalam rangka percepatan pemberdayaan Komunitas
Adat dan Tradisi.

Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan reformasi birokrasi program Peningkatan
Kualitas Layanan Kebudayaan direncanakan berlangsung hingga tahun

2015. Pada tahap awal kegiatan lebih difokuskan pada perencanaan

dan pembangunan. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan dari program

layanan kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tahapan Kerja Peningkatan Layanan Kebudayaan

No.

Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

1

Registrasi nasional cagar | Perencanaan
budaya (warisan budaya
benda)
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Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

Identifikasi SOP
pendaftaran CB

Analisis kebutuhan
teknologi sistem registrasi
nasional CB

Identifikasi unit
penyelenggara registrasi
CB

Identifikasi tim ahli CB di
daerah

Analisis kebutuhan tim
ahli CB

Identifikasi indikator
keberhasilan sistem
registrasi nasional CB

Pembangunan

Penyusunan POS
pendaftaran CB

Membangun aplikasi
sistem registrasi nasional
cagar budaya

Penyusunan peta unit
penyelenggara

Penyusunan peta
ketersediaan tenaga ahli
di daerah

Sosialisasi

Sosialisasi POS
pendaftaran CB

Uji coba aplikasi sistem
registrasi nasional CB

Sosialisasi peta unit
dan tenaga ahli dan
kebutuhannya

Implementasi

Pelaksanaan pendaftaran
CB melalui aplikasi sistem
registrasi nasional CB

Pembentukan unit
penyelenggara

Pembentukan tim ahli
penetapan di daerah

Evaluasi

Evaluasi POS pendaftaran
CB

Evaluasi aplikasi sistem
registrasi nasional

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 m
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No. Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

Evaluasi unit
penyelenggara

Evaluasi tim ahli cagar
budaya di daerah

2. Pencatatan warisan Perencanaan
budaya nasional (warisan
budaya tak benda)

Pembuatan POS
identifikasi

Analisis kebutuhan
teknologi/instrumen dan
SDM pengelola fasilitasi
layanan pencatatan
warisan budaya nasional

Identifikasi tenaga teknis
pencatatan warisan
budaya

Pembangunan

Penyusunan POS
pencatatan warisan
budaya nasional

Pembangunan sistem
aplikasi layanan
pencatatan warisan
budaya nasional

Penyusunan tugas dan
fungsi tenaga teknis
pencatatan warisan
budaya

Sosialisasi

Sosialisasi POS pencatatan
warisan budaya nasional

Sosialisasi sistem aplikasi
layanan pencatatan
warisan budaya nasional

Sosialisasi tugas dan
fungsi tenaga teknis
pencatatan warisan
budaya

Implementasi

Penerapan sistem aplikasi
pencatatan warisan
budaya

Penerapan sistem aplikasi
pencatatan warisan
budaya

Pengukuran dan
Evaluasi

Evaluasi POS pencatatan
warisan budaya nasional

m Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

Evaluasi sistem aplikasi
layanan pencatatan
warisan budaya nasional

Evaluasi tugas dan fungsi
tenaga teknis pencatatan
warisan budaya

Peningkatan Pelayanan Perencanaan
Administrasi
Penyensoran film

Pembuatan POS
identifikasi

Analisis kebutuhan
teknologi/instrumen dan
SDM pengelola fasilitasi
layanan penyensoran film

Identifikasi tenaga teknis
penyensoran film

Pembangunan

Penyusunan standar
kompetensi bagi tenaga
teknis penyensoran film

Pembuatan aplikasi
sistem penyensoran film
berbasis jaringan

Pembuatan kebijakan
koordinasi dan
fasilitasi serta regulasi
penyensoran film

Penyusunan indikator
keberhasilan penyensoran
film

Sosialisasi

Sosialisasi POS identifikasi

Sosialisasi standar
kompetensi bagi tenaga
teknis penyensoran film

Sosialisasi dan uji

coba aplikasi sistem
penyensoran film berbasis
jaringan

Sosialisasi kebijakan
koordinasi dan
fasilitasi serta regulasi
penyensoran film

Implementasi

Standardisasi kompetensi
tenaga teknis
penyensoran film

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 m
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No. Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

Pemutakhiran aplikasi
sistem penyensoran film
dalam jaringan

Penerapan kebijakan
regulasi penyensoran film

Pengukuran dan
Evaluasi

Evaluasi standar
kompetensi tenaga teknis
penyensoran film

Evaluasi pemutakhiran
aplikasi sistem
penyensoran film berbasis
jaringan

Evaluasi kebijakan regulasi
penyensoran film

4. Revitalisasi fungsi Perencanaan
museum

Identifikasi standar
minimal POS nasional
pelayanan, tata pamer
dan penyebarluasan
informasi museum

Identifikasi museum yang
perlu direvitalisasi

Identifikasi SDM
pengelola museum dalam
rangka peningkatan mutu
SDM

Pembangunan

Penyusunan standar
minimal POS nasional
pelayanan, tata pamer
dan penyebarluasan
informasi museum

Penentuan kebutuhan
museum yang perlu
direvitalisasi

Penyusunan mekanisme
peningkatan mutu SDM
permuseuman

Sosialisasi

Sosialisasi standar
minimal POS nasional
pelayanan, tata pamer
dan penyebarluasan
informasi museum

Sosialisasi kebutuhan
museum yang perlu
direvitalisasi

m Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019



Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

Sosialisasi peningkatan
mutu SDM permuseuman

Implementasi

Revitalisasi museum

Pendidikan dan
pelatihan dalam rangka
peningkatan mutu SDM
permuseuman

Pengukuran dan
Evaluasi

Evaluasi standar minimal
POS nasional pelayanan,
tata pamer dan
penyebarluasan informasi
museum

Evaluasi kebutuhan
museum yang perlu
direvitalisasi

Evaluasi mekanisme
peningkatan mutu SDM
permuseuman

Revitalisasi fungsi taman | Perencanaan
budaya

Identifikasi standar
minimal POS nasional
pelayanan, aktivitas
kesenian dan
penyebarluasan informasi
taman budaya

Identifikasi taman budaya
yang perlu direvitalisasi

Identifikasi SDM
pengelola taman
budaya dalam rangka
peningkatan mutu SDM

Pembangunan

Penyusunan standar
minimal POS nasional
pelayanan, aktivitas
kesenian dan
penyebarluasan informasi
taman budaya

Penentuan kebutuhan
taman budaya yang perlu
direvitalisasi

Penyusunan mekanisme
peningkatan mutu SDM
taman budaya

Sosialisasi

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 m
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No. Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

Sosialisasi standar
minimal POS nasional
pelayanan, aktivitas
kesenian dan
penyebarluasan informasi
taman budaya

Sosialisasi kebutuhan
taman budaya yang perlu
direvitalisasi

Sosialisasi peningkatan
mutu SDM taman budaya

Implementasi

Revitalisasi taman budaya

Pendidikan dan
pelatihan dalam rangka
peningkatan mutu SDM
taman budaya

Pengukuran dan
Evaluasi

Evaluasi standar minimal
POS nasional pelayanan,
aktivitas kesenian dan
penyebarluasan informasi
taman budaya

Evaluasi kebutuhan
taman budaya yang perlu
direvitalisasi

Evaluasi mekanisme
peningkatan mutu SDM
taman budaya

6. Rumah budaya (Pusat Perencanaan
Kebudayaan Indonesia di
Luar Negeri)

Identifikasi standar
minimal pelayanan POS
rumah budaya di luar
negeri

Identifikasi negara-negara
yang perlu didirikan
rumah budaya

Analisis materi sajian
rumah budaya

Identifikasi tenaga
pengelola rumah budaya

Pembangunan

Penyusunan standar
minimal pelayanan POS
rumah budaya di luar
negeri
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Penentuan kebutuhan
pembangunan rumah
budaya

Koordinasi dengan
pemerintah negara
setempat dan KBRI

Penyusunan standar
kompetensi pengelola
rumah budaya

Sosialisasi

Sosialisasi standar
minimal pelayanan POS
rumah budaya di luar
negeri

Sosialisasi dan informasi
rumah budaya di luar
negeri

Sosialisasi standar
kompetensi pengelola
rumah budaya

Implementasi

Membangun rumah
budaya di negara yang
sudah ditentukan beserta
materi sajian

Promosi rumah budaya di
luar negeri

Pendidikan dan pelatihan
calon pengelola rumah
budaya

Pengukuran dan
Evaluasi

Evaluasi standar minimal
pelayanan POS rumah
budaya di luar negeri

Evaluasi kinerja rumah
budaya di luar negeri

Evaluasi standar
kompetensi pengelola
rumah budaya

Pelayanan Kebudayaan Perencanaan
dalam Bidang Pendidikan

Identifikasi kebijakan
integrasi kebudayaan ke
dalam fungsi pendidikan

Analisis kebutuhan
sistem informasi integrasi
kebudayaan ke dalam
pendidikan
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Identifikasi peta
kebutuhan bahan
ajar, kurikulum, media
pembelajaran

Identifikasi kualifikasi

dan kompetensi tenaga
pendidik sejarah, seni dan
kebudayaan lainnya

Identifikasi bahan pustaka
bidang kebudayaan di
semua jenjang dan jenis
pendidikan

Pembangunan

Penyusunan kebijakan
integrasi kebudayaan ke
dalam fungsi pendidikan

Penyusunan dan
pengembangan sistem
informasi integrasi
kebudayaan ke dalam
bidang pendidikan

Penyusunan bahan
ajar, kurikulum, media
pembelajaran

Peningkatan kualifikasi
dan kompetensi tenaga
pendidik sejarah, seni dan
kebudayaan lainnya

Penyusunan bahan
pustaka bidang
kebudayaan di semua
jenjang dan jenis
pendidikan

Sosialisasi

Uji petik bahan kebijakan
integrasi kebudayaan ke
dalam fungsi pendidikan

Uji petik sistem informasi
integrasi kebudayaan ke
dalam bidang pendidikan

Uji petik modul kualifikasi
dan kompetensi tenaga
pendidik sejarah, seni dan
kebudayaan lainnya

Sosialisasi bahan ajar,
kurikulum, media
pembelajaran

Sosialisasi bahan pustaka
bidang kebudayaan di
semua jenjang dan jenis
pendidikan
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Uji petik bahan kebijakan
integrasi kebudayaan ke
dalam fungsi pendidikan

Implementasi

Pelaksanaan kebijakan
integrasi kebudayaan ke
dalam fungsi pendidikan

Pelaksanaan sistem
informasi integrasi
kebudayaan ke dalam
bidang pendidikan

Pelaksanaan bimbingan
teknis kualifikasi dan
kompetensi tenaga
pendidik sejarah, seni dan
kebudayaan lainnya

Pelaksanaan bahan
ajar, kurikulum, media
pembelajaran

Pelaksanaan bahan
pustaka bidang
kebudayaan di semua
jenjang dan jenis
pendidikan

Pengukuran dan
Evaluasi

Evaluasi kebijakan
integrasi kebudayaan ke
dalam fungsi pendidikan

Evaluasi sistem informasi
integrasi kebudayaan ke
dalam bidang pendidikan

Evaluasi kualifikasi dan
kompetensi tenaga
pendidik sejarah, seni dan
kebudayaan lainnya

Evaluasi bahan ajar,
kurikulum, media
pembelajaran

Evaluasi bahan pustaka
bidang kebudayaan di
semua jenjang dan jenis
pendidikan

Pemberdayaan lembaga | Perencanaan
komunitas sejarah dan
adat untuk pelestarian
budaya

Identifikasi POS fasilitasi
lembaga komunitas adat,
sejarah dan seni
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Analisis kebutuhan
fasilitasi lembaga
komunitas adat, sejarah
dan seni

Identifikasi lembaga
komunitas adat, sejarah
dan seni

Identifikasi kegiatan
lembaga komunitas adat,
sejarah dan seni

Identifikasi sarana
lembaga komunitas adat,
sejarah dan seni

Pembangunan

komunitas adat,
sejarah dan seni dalam
pelestarian budaya

Penyusunan data lembaga
komunitas adat, sejarah
dan seni

Penyusunan data kegiatan
lembaga komunitas adat,
sejarah dan seni

Penyusunan data sarana
lembaga komunitas adat,
sejarah dan seni

Sosialisasi

Sosialisasi POS fasilitasi
lembaga dan komunitas
adat, sejarah dan seni

Implementasi

Pelaksanaan fasilitasi
kegiatan lembaga
komunitas adat, sejarah
dan seni

Pengukuran dan
Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan
fasilitasi kegiatan lembaga
komunitas adat, sejarah
dan seni

7. Layanan Kebahasaan

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa
resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa
Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa
dan sebagai sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
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Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa
Indonesia berfungsi, antara lain, sebagai bahasa resmi kenegaraan,
bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional,
bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Dengan kondisi seperti itu, bahasa Indonesia
memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis dalam
memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia
sebagai pemilik bahasa Indonesia harus memiliki pengetahuan dan
keterampilan berbahasa Indonesia yang mumpuni serta sikap positif
terhadap bahasa Indonesia dalam upaya mencerdaskan, memperkukuh
jati diri, karakter, dan martabat untuk memperkuat daya saing bangsa.

Penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan, baik
pengembangan maupun pembinaannya, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,
serta Lagu Kebangsaan, merupakan amanat dari rakyat Indonesia untuk
dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan oleh pemerintah.
Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
telah membentuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
sebagai unit utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Visi
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2010—2014 adalah
“Terwujudnya lembaga yang andal di bidang kebahasaan dan kesastraan
dalam rangka mencerdaskan, memperkukuh jati diri, karakter, dan
martabat untuk memperkuat daya saing bangsa” Untuk mewujudkan
misi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan
misi sebagai berikut.

a. Mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia
Meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia
Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra

a0 T

Meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan
kesastraan

Meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan
Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional
Mengembangkan kerja sama kebahasaan dan kesastraan

Stga oo

Mengembangkan pengelolaan organisasi dan kelembagaan
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Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut serta mendukung
peningkatan layanan kebahasaan agar dapat lebih bermanfaat bagi
masyarakat, program reformasi birokrasi internal di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha merealisasikan visi
dan misi tersebut dengan melakukan enam program kegiatan. Kegiatan-
kegiatan untuk layanan kebahasaan antara lain:

a. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dalam Jaringan

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) merupakan alat uji
untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia penutur bahasa
Indonesia. Kemahiran berbahasa Indonesia yang diukur berupa
kemahiran berbahasa Indonesia lisan dan tulis, yaitu mendengarkan,
membaca, menulis, dan berbicara serta pemahaman kaidah bahasa
Indonesia. Sasaran pengguna UKBI secara umum adalah penutur
bahasa Indonesia, baik penutur asli maupun penutur asing. Melalui
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152/U/2003,
UKBI telah dikukuhkan sebagai sarana untuk menentukan
kemahiran berbahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Selain itu,
berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 023993 dan 023994
yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM) pada tanggal 8 Januari 2004, UKBI telah resmi dipatenkan
sebagai karya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
UKBI selama ini telah digunakan untuk mengukur kemahiran
berbahasa Indonesia berbagai kalangan penutur bahasa Indonesia,
antara lain, siswa dan mahasiswa, guru dan dosen, pegawai
pemerintah dan swasta, serta warga negaraasing. Dalam pelaksanaan
pengujiannya, media yang digunakan awalnya hanya berbasis
kertas. Sejalan dengan luasnya jangkauan pelayanan, banyaknya
permintaan pelayanan, dan pesatnya perkembangan teknologi, sejak
tahun 2004 telah dikembangkan media pengujian UKBI berbasis
komputer. UKBI berbasis komputer selanjutnya dirancang untuk
dikembangkan secara lebih kompleks menjadi berbasis jaringan
dengan harapan pelayanan tes UKBI dapat dilaksanakan dengan
lebih cepat dan mudah.

Dalam program UKBI dalam jaringan, permasalahan yang dihadapi
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berkaitan dengan (1) penyediaan aplikasi sistem UKBI dalam
jaringan yang andal dan termutakhir, (2) penyiapan prasarana dan
sarana tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia (TUKBI) yang
memenuhi standar, (3) penyiapan dan peningkatan keterampilan
sumber daya manusia pengelola program, serta (4) perumusan
kebijakan dan regulasi tata kelola penyelenggaraan pelayanan
tes UKBI. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan
beberapa langkah pembenahan. Pertama, berkaitan dengan
penyediaan aplikasi sistem yang andal dan termutakhir perlu
diupayakan pemutakhiran aplikasi sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi terkini. Selain itu, di dalamnya
perlu dibuat aplikasi pendukung seperti aplikasi bank soal. Kedua,
berkaitan dengan penyiapan prasarana dan sarana TUKBI yang
memenuhistandar perludilakukan perencanaan yang matang, antara
lain, dalam hal identifikasi, penetapan, dan verifikasi lembaga calon
TUKBI, sertifikasi TUKBI, serta analisis kebutuhan teknologinya.
Ketiga, berkaitan dengan penyiapan dan peningkatan keterampilan
sumber daya manusia pengelola program UKBI dalam jaringan,
hal terpenting adalah perlunya analisis kebutuhan dan penyiapan
sumber daya manusia pengelolanya. Keempat, berkaitan dengan
perumusan kebijakan dan regulasi tata kelola penyelenggaraan
pelayanan tes UKBI, perlu dilakukan langkah-langkah perencanaan
penguatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan tes UKBI serta
perumusan kebijakan dan regulasi yang diperlukan.

Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) merupakan bahasa
Indonesia yang khusus ditujukan untuk orang asing, bukan penutur
asli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
terutama berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa
Indonesia untuk orang asing yang ingin mempelajari dan memiliki
kemahiran atau keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan
berbahasa yang dipelajari meliputi bahasa lisan dan bahasa tulis
yang terdiri atas empat aspek, yaitu mendengar, berbicara, menulis,
dan membaca. Keempat keterampilan berbahasa tersebut terkait
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dengan penguasaan kosakata dan struktur kalimat. Sasaran BIPA
adalah penutur asing bahasa Indonesia, baik di dalam negeri
(Indonesia) maupun di luar negeri.

Program dan kegiatan yang terkait dengan Bahasa Indonesia bagi
Penutur Asing (BIPA) yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa (dahulu Pusat Bahasa) selama ini terbatas
pada penyusunan dan penyediaan modul dan bahan ajar BIPA.
Sejak Pusat Bahasa berubah status menjadi lembaga eselon I dan
berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,
dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, PP Nomor 57 Tahun
2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa
dan Sastra Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Permendikbud
Nomor 11 Tahun 2015 tugas dan fungsi pengembangan dan
pembinaan BIPA mengalami perubahan dan peningkatan. Dengan
demikian, tugas dan fungsi terkait dengan BIPA yang dikelola oleh
Badan Bahasa bertambah dengan tugas dan fungsi koordinasi dan
fasilitasi pelaksanaan diplomasi kebahasaan. Tugas dan fungsi
tersebut tidaklah mudah dijalankan mengingat amanat undang-
undang untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi
bahasa internasional.

Ada berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dengan BIPA
sebagai aspek utama dalam penginternasionalan bahasa Indonesia.
Permasalahan tersebut, antara lain, belum terpetakannya lembaga-
lembaga penyelenggara BIPA di dalam dan luar negeri, peningkatan
jumlah sumber daya yang bermutu dalam pengajaran BIPA,
kurikulum dan bahan ajar BIPA, fasilitasi pengembangan dan
pembentukan pusat-pusat pembelajaran BIPA di luar negeri,
aplikasi sistem BIPA dalam jaringan, serta promosi BIPA di dalam
dan luar negeri.

c. Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan dokumen negara
Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan dokumen negara merupakan salah satu
jenis layanan kebahasaan pada lembaga legislatif dan lembaga
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eksekutif (DPR/DPRD dan kementerian) untuk membantu
lancarnya pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.
Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan dokumen negara diperlukan dalam
proses pembahasan daftar isnventarisasi masalah (DIM) antara
pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif). Dalam pembahasan ini
pendamping bahasa dilibatkan untuk membantu menyusun produk
hukum dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah serta
produk hukum lainnya.

Pada kegiatan ini tenaga pendamping bahasa bahasa berpartisipasi
secara aktif agar produk perundang-undangan dan dokumen negara
disusun sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan untuk peraturan
tertentu sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2009. Dengan demikian,
tujuan dan manfaat kegiatan ini adalah untuk membantu lancarnya
sidang-sidang pembahasan materi yang ada dalam DIM sehingga
selaras dan sejalan dengan undang tersebut. Sehubungan dengan itu,
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyusun program
kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan sebagai pendamping
bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dan dokumen negara.

Dalam program pendampingan bahasa dalam penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara
ini, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan (1) belum
cukupnya tenaga pendamping bahasa yang terstandardisasi, (2)
belum lengkapnya pangkalan data materi perundang-undangan dan
dokumen negara tenaga teknis pendamping bahasa yang berbasis
jaringan, (3) belum terpenuhinya kebutuhan SDM pendamping
bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dan dokumen negara, serta (4) belum terpenuhinya
kebutuhan teknologi informasi.
Untukmengatasipermasalahantersebut, diusulkanbeberapalangkah
pembenahan. Pertama, berkaitan dengan ketersediaan tenaga teknis
pendamping bahasa yang terstandardisasi, perlu diupayakan adanya
pelatihan bagi tenaga teknis pendamping bahasa. Kedua, berkaitan
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dengan pangkalan data materi peraturan perundang-undangan dan
dokumen negara tenaga teknis pendamping bahasa yang berbasis
jaringan, perlu dilakukan perencanaan yang matang, antara lain,
dalam hal identifikasi, penetapan pendamping bahasa. Ketiga,
berkaitan dengan SDM pengelola layanan pendampingan bahasa
dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan
dokumen negara, hal terpenting adalah perlunya analisis kebutuhan
sumber daya manusia. Keempat, berkaitan dengan teknologi
informasi, perlu dilakukan analisis kebutuhan informasi teknologi.

d. Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum

Saksiahlibahasa dilembaga penegakan hukum merupakan salah satu
jenis layanan kebahasaan berdasarkan permintaan dari kepolisian,
kejaksaan, dan pengadilan untuk keperluan proses peradilan.
Saksi ahli bahasa biasanya diperlukan dalam proses penyidikan
di kepolisian jika ada hal yang menyangkut dengan masalah
kebahasaan yang perlu dijelaskan untuk memastikan apa makna
ungkapan tersebut dari segi kaidah bahasa Indonesia. Di samping
itu, tulisan atau kata-kata seseorang yang sedang berperkara apakah
termasuk tulisan atau kata-kata yang dapat merugikan orang lain
atau tidak. Hal itu sangat penting untuk dijadikan pertimbangan
hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dengan kata lain, saksi
ahli di lembaga penegak hukum menjadi bagian yang penting dalam
proses peradilan sebuah perkata.

Dalam program saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum ini,
permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan (1) belum cukupnya
tenaga teknis saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum yang
terstandardisasi, (2) belum lengkapnya pangkalan data tenaga saksi
ahli bahasa di lembaga penegakan hukum, yang berbasis jaringan,
serta (3) belum terpenuhinya kebutuhan teknologi informasi. Di
samping itu, banyak kepolisian di daerah yang belum mengetahui
bahwa di wilayah kerjanya sudah ada kantor/balai bahasa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan beberapa
langkah pembenahan. Pertama, berkaitan dengan ketersediaan
tenaga teknis saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum yang
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terstandardisasi, perlu diupayakan adanya pelatihan bagi tenaga
teknis saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum. Kedua,
berkaitan dengan pangkalan data tenaga teknis saksi ahli bahasa
di lembaga penegakan hukum berbasis jaringan, perlu dilakukan
perencanaan yang matang, antara lain, dalam hal identifikasi,
penetapan, dan verifikasi lembaga calon saksi ahli bahasa dilembaga
penegakan hukum. Ketiga, perlu dianalisis kebutuhan teknologi
informasi guna menunjang pemberian layanan tenaga ahli bahasa di
lembaga penegak hukum. Di samping itu, agar keberadaan kantor/
balai bahasa dikenal dan sekaligus dimanfaatkan oleh kepolisian
daerah, perlu diadakan kunjungan kerja ke kepolisiaan daerah di
seluruh Indonesia.

Penerjemahan

Penerjemahan merupakan kegiatan atau proses memindahkan
pesan bahasa sumber/bahasa asal ke dalam bahasa sasaran/
bahasa tujuan dengan mengubah bentuk tanpa mengubah makna.
Karena yang diterjemahkan adalah bahasa, penerjemahan dapat
menghasilkan bentuk bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam program
ini, penerjemahan yang dimaksud adalah penerjemahan dalam
bentuk tulis.

Dalam program penerjemahan, permasalahan yang dihadapi
bertalian dengan (1) belum tersedianya tenaga teknis penerjemah
yang terstandarisasi, (2) belum ada pangkalan data tenaga teknis
penerjemah, (3) belum terpenuhinya kebutuhan SDM dalam
pemberian layanan penerjemahan, (4) belum terkoordinasi
lembaga-lembaga penerjemah secara maksimal, baik di dalam
maupun di luar negeri, dan (5) kurangnya dukungan teknologi
informasi dalam pelaksanaan kegiatan penerjemahan.

Untuk mengatasi permasalahan itu, diusulkan beberapa langkah
pembenahan. Pertama, berkaitan dengan ketersediaan tenaga teknis
penerjemahyangterstandardisasi, perludiupayakanadanyapelatihan
dan pendidikan bagi tenaga teknis penerjemahan. Kedua, berkaitan
dengan pangkalan data tenaga teknis, organisasi, dan lembaga
penerjemah berbasis jaringan termutakhirkan, perlu dilakukan
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perencanaan yang matang, antara lain, dalam hal identifikasi,
penetapan, dan verifikasi lembaga calon penerjemah serta analisis
kebutuhan teknologinya. Ketiga, berkaitan dengan kebutuhan
SDM dalam pelayanan layanan penerejemah, hal terpenting adalah
perlunya analisis kebutuhan dan penyiapan sumber daya manusia
pengelolanya. Keempat, berkaitan dengan perumusan kebijakan
dan regulasi tata kelola penyelenggaraan kegiatan penerjemahan,
perlu dilakukan langkah-langkah perencanaan penguatan tata
kelola penyelenggaraan pener-jemahan serta perumusan kebijakan
dan regulasi yang diperlukan. Kelima, berkaitan dengan kebutuhan
teknologi informasi, perlu dianalisis kebutuhan teknologi informasi.

f.  Penyuntingan

Penyuntingan merupakan proses membaca, mencermati, dan
memperbaiki naskah yang telah dikirim seorang penulis naskah
sehingga naskah tersebut siap untuk dimuat atau diterbitkan oleh
penerbit. Pada media noncetak, penyuntingan merupakan proses
membaca, mencermati, memperbaiki naskah yang telah dikirim
seorang penulis naskah sehingga naskah tersebut siap untuk
disiarkan dan ditayangkan oleh media audio dan visual.

Dalam program penyuntingan ini, permasalahan yang dihadapi
berkaitan dengan (1) belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang
terstandardisasi dalam pemberian layanan penyuntingan, (2) belum
adanya petatenagateknis penyuntingberbasisjaringan dilingkungan
Badan Bahasa, (3) belum adanya peta lembaga penyunting berbasis
jaringan di Indonesia, (4) belum terjalinnya kerja sama yang efektif
dengan lembaga penyunting di luar Badan Bahasa, serta (5) belum
adanya analisis kebutuhan teknologi informasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan beberapa
langkah pembenahan. Pertama, berkaitan dengan ketersediaan
tenaga teknis penyunting yang terstandardisasi, perlu diupayakan
adanya pelatihan bagi tenaga teknis penyunting. Kedua, berkaitan
dengan peta tenaga teknis di lingkungan Badan Bahasa, perlu
dilkukan pemetaan tenaga teknis yang ada di lingkungan Badan
Bahasa. Ketiga, berkaitan dengan peta lembaga penyunting di
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luar Badan Bahasa, perlu dilkukan pemetaan lembaga penyunting
yang ada di luar Badan Bahasa. Keempat, berkaitan dengan belum
terjalinnya kerja sama yang efektif dengan organisasi dan lembaga
penerjemahan, perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif untuk
menjalin kerja sama tersebut. Kelima, berkaitan dengan kebutuhasn
teknologi, perlu dilakukan analisis keutuhan teknologi informasi.

g. Peningkatan kompetensi bahasa asing strategis

Kemampuan bahasa asing strategis, khsususnya bahasa-bahasa
asing yang digunakan di PBB sangat penting bagi bangsa Indonesia
untuk menjadi warga dunia yang aktif dan bisa ikut berpartisipasi
dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan kehidupan secara
global. Kegiatan dalam program ini mencakup pengajaran bahasa
asing untuk para staf lembaga/instansi yang berada di kawasan IPSC
serta lembaga lain termasuk guru dan para pengawas di sekolah.
Hambatan yang dihadapi dalam layanan kebahasaan ini adalah
belum dikenalnya program ini kalangan masyarakat dan masih
terbatasnya sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelatihan
bahasa asing strategis.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan
pengajaran Bahasa asing strategis untuk staf yang ada di badan
bahasa dan melaukan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk
memenuhi kebutuhan tenaga pelatih. Upaya lain adalah sosialisasi
program ini khususnya ke lembaga/instansi yang berada di kawasan
IPSC.

Adapun capaian layanan kebahasaan antara lain:
a. Capaian

Sampai dengan saat ini, beberapa hal yang sudah tercapai dalam
rangka reformasi birokrasi internal tahun 2014 yang terkait dengan
bidang peningkatan layanan kebahasaan, antara lain:

1) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Dalam Jaringan

a) Penyusunan rancangan induk sistem UKBI dalam jaringan

b) Penyusunan prosedur operasional standar (POS) tempat uji

kemahiran berbahasa Indonesia(TUK) UKBI
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c)
d)

Penyusunan pedoman pendirian TUK UKBI
Perekayasaan aplikasi sistem UKBI dalam jaringan (aplikasi
informasi, administrasi, bank soal, dan pengujian)

2) Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

a)
b)
c)
d)
e)

f)

penyusunan modul dan bahan ajar BIPA

Pengembangan program BIPA dalam jaringan

Pelatihan pengajaran BIPA

Pemetaan lembaga BIPA dan

Promosi BIPA ke perwakilan diplomatik negara-negara asing
di Indonesia serta

Fasilitasi pengembangan BIPA di luar negeri

3) Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan dan dokumen negara

a)
b)

c)

Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga pendamping
bahasa

Pembuatan pangkalan data materi peraturan perundang-
undangan dan dokumen negara yang berbasis jaringan.
Peningkatan mutu tenaga teknis pendamping bahasa di
lingkungan Badan Bahasa.

4) Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum

a)
b)

Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga saksi ahli bahasa
Pembuatan pangkalan data materi kasus keterangan ahli bahasa
berbasis jaringan.

5) Penerjemahan

a)
b)

c)

d)
e)

f)

Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga teknis penerjemah
Pembuatan pangkalan data tenaga teknis, organisasi, dan
lembaga penerjemah berbasis jaringan

Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi
penerjemahan

Penyusunan indikator keberhasilan penerjemahan

Pelatihan penerjemahan lisan dan tulis bagi staf yang ada di
badan bahasa

Penerjemahan dokumen strategis baik dari bahasa Indonesia
ke bahasa asing maupun sebaliknya.

6) Penyuntingan
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a) Pembuatan analisis kebutuhan sumber daya manusia,

b) Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga teknis penyunting,

c) Pembuatan pangkalan data tenaga teknis dan lembaga
penyunting berbasis jaringan,

d) Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga
penyuntingan, dan

e) Pembuatan analisis kebutuhan teknologi informasi.

7) Peningkatan kompetensi Bahasa asing

a) Penyusunan instrumen pelatihan bahasa asing termasuk alat
tes untuk penempatan

b) Penyusunan bahan ajar

c) Pelatihan tenaga pengajar Bahasa asing strategis

d) Pelatihan bahasa asing strategis untuk para staf di lembaga/
instansi di kawasan IPSC

b. Rencana

Program kerja yang akan dicantumkan di bawah ini adalah program
mulai tahun 2015 s.d. tahun 2019. Program tersebut meliputi kegiatan
perencanaan, pembangunan, sosialisasi, implementasi, pengukuran dan
evaluasi untuk setiap kegiatan. Adapaun kegiatan yang akan dilakukan
adalah sebagai berikut.

1) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dalam Jaringan dan
luar jaringan

2) Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

3) Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan dokumen negara

4) Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum

5) Penerjemahan

6) Penyuntingan

7) Peningkatan kompetensi Bahasa asing

c. Kriteria Keberhasilan

Program reformasi birokrasi bidang layanan kebahasaan diharapkan
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memberikan dampak positif terhadap layanan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan kepada masyarakat. Kriteria keberhasilan bidang
layanan kebahasaan adalah sebagai berikut.
1) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dalam Jaringan
a) Termutakhirkannya aplikasi UKBI dalam jaringan dan luar
jaringan
b) Meningkatnya jumlah penutur bahasa Indonesia yang teruji
dengan tes UKBI dalam jaringan dan luar jaringan
c) Meningkatnya jumlah TUKBI di dalam dan luar negeri
2) Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
a) Terlaksananya fasilitasi pengembangan di minimal 25% pusat
pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri
b) Terlaksananya fasilitasi pembentukan dua pusat pembelajaran
BIPA baru di dalam dan luar negeri setiap tahun
c) Termutakhirkannya pangkalan data lembaga, organisasi, dan
pengajar BIPA setiap tahun
d) Terstandardisasinya 25% pengajar BIPA di dalam dan luar
negeri
e) Terstandardisasinya 25% lembaga BIPA di dalam dan luar
negeri
f) Terlaksananya kebijakan dan regulasi fasilitasi BIPA di dalam
dan luar negeri
g) Terlaksananya pelatihan bagi calon guru BIPA di luar negeri
h) Munculnya guru BIPA yang mempunyai pengalaman mengajar
di berbagai belahan dunia.
3) Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan
perundang- undangan dan dokumen negara
a) Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga pendamping
bahasa
b) Pembuatan pangkalan data materi peraturan perundang-
undangan dan dokumen negara yang berbasis jaringan.
c) Peningkatan mutu tenaga teknis pendamping bahasa di
lingkungan Badan Bahasa.
4) Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum
a) Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga saksi ahli bahasa
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b) Pembuatan pangkalan data materi kasus keterangan ahli bahasa
berbasis jaringan.
c) Peningkatan mutu tenaga teknis saksi ahli di lingkungan Badan
Bahasa.
5) Penerjemahan
a) Terstandardisasinya minimal 40% tenaga teknis penerjemah
di lingkungan Badan Bahasa serta lembaga dan organisasi
penerjemah
b) Termutakhirkannya pangkalan data tenaga teknis penerjemah
di lingkungan Badan Bahasa serta lembaga dan organisasi
penerjemah setiap enam bulan sekali
c) Terlaksananya Kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi
penerjemahan kepada minimal 40% tenaga teknis penerjemah
di lingkungan Badan Bahasa serta lembaga dan organisasi
penerjemah
d) Terbentuknya sekelompok enerjemah lisan dan tulis yang
professional
e) Tersedianya dokumen penting yang telah diterjemahkan baik
dai Bahasa asing ke Bahasa Indonesia maupun sebaliknya.
6) Penyuntingan
a) Pembuatan analisis kebutuhan sumber daya manusia,
b) Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga teknis penyunting,
c) Pembuatan pangkalan data tenaga teknis dan lembaga
penyunting berbasis jaringan,
d) Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga
penyuntingan, dan
e) Pembuatan analisis kebutuhan teknologi informasi.
f) Peningkatan mutu tenaga teknis teknis penyunting di
lingkungan Badan Bahasa.
7) Peningkatan Kompetensi Bahasa asing
a) Terlaksananya pelatihan Bahasa asing bagi staf di Badan Bahasa
dan lembaga/instansi lain yang bernaung di kawasan IPSC serta
sekolah
b) Terbentuknya model pelatihan Bahasa asing yang efektif
¢) Meningkatnya kemampuan Bahasa asing para staf di Badan
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Bahasa dan di lembaga/instansi yang bernaung di kawasan
IPSC serta sekolah

d. Agenda Prioritas

Kegiatan yang menjadi prioritas program peningkatan kualitas

layanan kebahasaan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dalam jaringan

a)
b)

<)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

j)
k)

D

m)

Penguatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan tes UKBI
Identifikasi lembaga calon tempat uji kemahiran berbahasa
Indonesia (TUKBI)

Analisis kebutuhan teknologi dan sarana serta prasarana dalam
pengelolaan UKBI Berbasis Jaringan

Analisis kebutuhan sumber daya manusia pengelola fasilitasi
pelayanan UKBI dalam jaringan dan luar jaringan
Penyempurnaan rancangan induk sistem UKBI dalam jaringan
dan luar jaringan

Penyempurnaan prosedur operasional standar (POS) tempat
uji kemahiran (TUKBI)

Penyempurnaan pedoman pendirian TUKBI

Pemutakhiran aplikasi sistem UKBI dalam jaringan (aplikasi
informasi, administrasi, bank soal, dan pengujian)

Integrasi antaraplikasi dan penyempurnaan sistem UKBI dalam
jaringan dan luar jaringan

Uji coba layanan UKBI Daring di luar negeri

Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi
UKBI

Penyusunan standar pelayanan minimal tes UKBI dalam
jaringan dan luar jaringan

Penentuan indikator keberhasilan TUKBI dalam sertifikasi
TUKBI

2) Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

a)

b)
c)

Penyusunan prosedur operasional standar (POS) fasilitasi
BIPA

Penyusunan pedoman teknis fasilitasi BIPA

Identifikasi lembaga, organisasi, dan pengajar BIPA di dalam



3)

4)

d)
e)

f)
g

h)

m)
n)
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dan luar negeri

Perekayasaan aplikasi sistem BIPA dalam jaringan
Penyusunan peta lembaga, organisasi, dan pengajar BIPA di
dalam dan luar negeri

Penyusunan peta perangkat pembelajaran BIPA

Penyiapan fasilitasi pengembangan pusat pembelajaran BIPA
di dalam dan luar negeri

Penyiapan fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran BIPA di
dalam dan luar negeri

Promosi program pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri
Fasilitasi pengembangan pusat pembelajaran BIPA di dalam
dan luar negeri

Fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran BIPA di dalam dan
luar negeri

Pemutakhiran pangkalan data lembaga, organisasi, dan
pengajar BIPA

Pelatihan guru BIPA yang akan dikirim ke luar negeri
Pengiriman guru BIPA ke luar negeri

Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan dan dokumen negara

a)

b)
c)

d)

Penyusunan prosedur operasional standar (POS) fasilitasi
pendampingan bahasa.

Penyusunan pedoman teknis fasilitasi pendampingan bahasa.
Identifikasi ahli bahasa dalam peraturan perundang-undangan
dan dokumen negara.

Promosi program pendampingan bahasa dalam penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen
negara

Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum

a)

b)

c)
d)

Penyusunan prosedur operasional standar (POS) fasilitasi saksi
ahli bahasa di lembaga penegakan hukum.

Penyusunan pedoman teknis fasilitasi saksi ahli bahasa di
lembaga penegakan hukum.

Identifikasi saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum.
Promosi program pelayanan saksi ahli bahasa di lembaga
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penegakan hukum.

5) Penerjemahan
a) penguatan kompetensi penerjemah lisan dan tulis
b) pelaksanaan penerjemahan dokumen penting/strategis
c) promosikegiatan pelatihan bahasa asing di PPSDK
6) Penyuntingan
a) Penyusunan prosedur operasional standar (POS) fasilitasi
penyuntingan.
b) Penyusunan pedoman teknis fasilitasi penyuntingan.
c) Identifikasi penyunting dalam kegiatan penyuntingan.
d) Promosi program penyuntingan bahasa asing ke bahasa
Indonesia.
7) Peningkatan kompetensi bahasa asing strategis
a) penyusunan pedoman pelatihan bahasa asing strategis
b) penguatan kompetensi bahasa asing strategis bagi kawasan
IPSC
c) penguatan kompetensi bahasa asing bagi guru dan pengawas
d) promosi kegiatan pelatihan bahasa asing

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan reformasi birokrasi program Peningkatan
Kualitas Layanan Kebahasaan direncanakan berlangsung hingga tahun
2019. Pada tahap awal kegiatan lebih difokuskan pada perencanaan
dan pembangunan. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan dari program
layanan kebahasaan adalah sebagai berikut:

No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

1. Uji Kemahiran Perencanaan
Berbahasa Indonesia
(UKBI) Dalam Jaringan

Penguatan tata kelola penyelenggaraan Juli 2015 -
pelayanan tes UKBI Desember 2016

Identifikasi lembaga calon tempat uji kemahiran | Juli 2015 -
berbahasa Indonesia (TUKBI) Desember 2016

m Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019
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No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu
Analisis kebutuhan teknologi, sarana , serta Juli 2015 -
prasarana pengelola fasilitasi pelayanan UKBI Desember 2016
dalam jaringan dan luar jaringan
Analisis kebutuhan sumber daya manusia Juli 2015 -
pengelola fasilitasi pelayanan UKBI dalam Desember 2016

jaringan dan luar jaringan

Pembangunan

Penyempurnaan rancangan induk sistem UKBI
dalam jaringan dan luar jaringan

April - Desember
2015

Penyempurnaan prosedur operasional standar
(POS) tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia
(TUKBI)

April - Desember
2015

Penyempurnaan pedoman pendirian TUKBI

April - Desember
2015

Pemutakhiran aplikasi sistem UKBI dalam April 2015 -
jaringan dan luar jaringan Desember 2016
Integrasi antaraplikasi dan penyempurnaan Juli 2015 -
sistem UKBI dalam jaringan dan luar jaringan Desember 2016
Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi Juli 2015 -
serta regulasi UKBI Desember 2016
Penyusunan standar pelayanan minimal tes UKBI | Juli 2015 -
dalam jaringan dan luar jaringan Desember 2016
Penentuan indikator keberhasilan TUKBI Juli 2015 -
Desember 2016

Penentuan lokasi dan penyiapan prasarana dan
sarana TUKBI percontohan

Januari 2015 -
Desember 2019

Penyiapan tenaga pengelola terampil TUKBI

Januari 2016 -

percontohan Desember 2019
Verifikasi prasarana dan sarana TUKBI Juli 2016 -
percontohan Desember 2019
Sosialisasi

Sosialisasi POS dan pedoman pendirian TUKBI di | Juli 2015 -
lembaga-lembaga calon TUKBI Desember 2019
Sosialisasi dan uji coba tes UKBI dalam jaringan di | Juli 2015 -
TUKBI percontohan Desember 2019

Implementasi

Pelaksanaan tes UKBI berbasis jaringan di TUKBI

Januari 2016-
Januari 2017

Perluasan jejaring TUKBI di dalam dan luar negeri

Januari 2016-
Januari 2017

Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi aplikasi sistem UKBI dalam jaringan dan
luar jaringan

Januari 2017-
Januari 2019

Evaluasi TUKBI

Januari 2017-
Januari 2019

Evaluasi pelaksanaan tes UKBI dalam jaringan
dan luar jaringan

Januari 2017-
Januari 2019

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 m
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No | Program/Kegiatan

Tahapan Kerja

Waktu

Evaluasi perluasan jejaring TUKBI di dalam dan
luar negeri

Januari 2017-
Januari 2019

2. Fasilitasi Bahasa
Indonesia bagi Penutur

Penyusunan rancangan induk fasilitasi BIPA

Asing (BIPA)

Penyusunan prosedur operasional standar (POS) | Juli 2015 -

fasilitasi BIPA Desember 2016

Penyusunan pedoman teknis fasilitasi BIPA Juli 2015 -
Desember 2016

Analisis kebutuhan teknologi/ instrumen dan Juli 2015 -

SDM pengelola fasilitasi BIPA Desember 2016

Identifikasi lembaga, organisasi, dan pengajar Juli 2015 -

BIPA di dalam dan luar negeri Desember 2016

Identifikasi perangkat pembelajaran BIPA Juli 2015 -
Desember 2016

Penyusunan rancangan induk fasilitasi BIPA Juli 2015 -
Desember 2016

Pembangunan

Perekayasaan aplikasi sistem BIPA dalam jaringan

April - Desember
2015

Penyusunan peta lembaga, organisasi, dan
pengajar BIPA di dalam dan luar negeri

April - Desember
2015

Penyusunan peta perangkat pembelajaran BIPA April 2015 -
Desember 2016
Penyiapan fasilitasi pengembangan pusat Juli 2015 -
pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri Desember 2016
Penyiapan fasilitasi pembentukan pusat Juli 2015 -
pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri Desember 2016
Penyusunan standar kompetensi pengajar BIPA Juli 2015 -
Desember 2016
Pembuatan pangkalan data lembaga, organisasi, | Juli 2015 -
dan pengajar BIPA berbasis jaringan Desember 2016
Pembuatan kebijakan dan regulasi fasilitasi BIPA | Juli 2015 -
Desember 2016
Penyusunan indikator keberhasilan fasilitasi BIPA | Juli 2015 -
Desember 2016
Sosialisasi
Sosialisasi dan uji coba aplikasi sistem BIPA dalam | Juli 2015 -
jaringan Desember 2019
Promosi program pembelajaran BIPA di dalam Juli 2015 -
dan luar negeri Desember 2019
Sosialisasi standar kompetensi pengajar BIPA di Juli 2015 -
dalam dan luar negeri Desember 2019
Sosialisasi standar pelayanan lembaga BIPA di Juli 2015 -
dalam dan luar negeri Desember 2019
Sosialisasi kebijakan dan regulasi fasilitasi BIPA di | Juli 2015 -
dalam dan luar negeri Desember 2019
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No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu
Implementasi
Fasilitasi pengembangan pusat pembelajaran Januari 2016-
BIPA di dalam dan luar negeri Januari 2017
Fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran BIPA | Januari 2016-
di dalam dan luar negeri Januari 2017
Pemutakhiran pangkalan data lembaga, Januari 2016-
organisasi, dan pengajar BIPA Januari 2017
Standardisasi kompetensi pengajar BIPA di Januari 2016-
dalam dan luar negeri Januari 2017
Standardisasi pelayanan lembaga BIPA di dalam Januari 2016-
dan luar negeri Januari 2017
Penerapan kebijakan dan regulasi fasilitasi BIPA Januari 2016-
di dalam dan luar negeri Januari 2017
Perekrutan calon guru BIPA di luar negeri Januari 2016-
Januari 2017
Pembekalan calon guru BIPA di luar negeri Januari 2016-
Januari 2017
Pengiriman guru BIPA ke luar negeri Januari 2016-
Januari 2017
Pengukuran dan Evaluasi
Evaluasi fasilitasi pengembangan pusat Januari 2017-
pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri Januari 2019
Evaluasi fasilitasi pembentukan pusat Januari 2017-
pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri Januari 2019
Evaluasi standardisasi kompetensi pengajar BIPA | Januari 2017-
di dalam dan luar negeri Januari 2019
Evaluasi standardisasi pelayanan lembaga BIPA di | Januari 2017-
dalam dan luar negeri Januari 2019
Evaluasi penerapan kebijakan dan regulasi Januari 2017-
fasilitasi BIPA di dalam dan luar negeri Januari 2019
3. Pendampingan bahasa | Perencanaan

dalam penyusunan

rancangan peraturan
perundang-undangan
dan dokumen negara

Pembuatan POS identifikasi

Januari - Mei 2015

Identifikasi tenaga pendamping bahasa di
lingkungan Badan Bahasa

Juni - September
2015

Analisis kebutuhan teknologi/ instrumen dan
SDM pengelola fasilitasi pendampingan bahasa

Juni - Agustus
2016

Pembangunan

Penyusunan petunjuk teknis dan standar
kompetensi bagi tenaga pendampingan bahasa

Juni - Desember
2016

Pembuatan pangkalan data materi peraturan
perundang-undangan, dokumen negara, tenaga
teknis pendampingan bahasa, dan lembaga yang
dilayani dalam jaringan

Juni - November
2016
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No

Program/Kegiatan

Tahapan Kerja

Waktu

Peningkatan mutu tenaga teknis pendampingan
bahasa di lingkungan Badan Bahasa

Juni - November
2016—2019

Sosialisasi

Sosialisasi petunjuk teknis dan standar
kompetensi tenaga teknis pendampingan bahasa
di lingkungan Badan Bahasa

Juni - Desember
2016--

Sosialisasi pangkalan data materi peraturan
perundang-undangan, dokumen negara, tenaga
teknis pendampingan bahasa, dan lembaga yang
dilayani dalam jaringan di lingkungan Badan
Bahasa

Juni - November
2016

Implementasi

Pendampingan bahasa dalam penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan di
DPR RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

Januari -
Desember
2015—2019

Pendampingan bahasa dalam penyusunan
dokumen negara di tingkat pusat dan daerah

April - Juni 2015
dan Oktober -

Desember 2019
Penjajakan kerja sama dalam pendampingan Januari -
bahasa dengan dengan pemerintah pusat Desember 2016

dan daerah serta DPR Rl dan DPRD provinsi/
kabupaten/kota

Pemutakhiran pangkalan data materi peraturan
perundang-undangan, dokumen negara, tenaga

April - Juni 2016
dan Oktober -

teknis pendampingan bahasa, dan lembaga yang | Desember 2019

dilayani dalam jaringan di lingkungan Badan

Bahasa

Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi standar kompetensi tenaga teknis Januari -

pendampingan bahasa Desember
2016—2019

Evaluasi pemutakhiran pangkalan data materi
peraturan perundang-undangan, dokumen
negara, tenaga teknis pendampingan bahasa,
dan lembaga yang dilayani dalam jaringan di
lingkungan Badan Bahasa

April - Juni 2016
dan Oktober -
Desember 2016
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No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu
4. Saksi ahli bahasa di Perencanaan
lembaga penegakan Pembuatan POS identifikasi Januari - Mei 2015
hukum

Analisis kebutuhan teknologi/instrumen dan Januari - Mei 2015
SDM saksi ahli bahasa
Identifikasi tenaga saksi ahli bahasa di lingkungan | Juni - September
Badan Bahasa 2015
Pembangunan
Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga Juni — Desember
saksi ahli bahasa 2016
Pembuatan pangkalan data materi kasus Juni - November
keterangan ahli bahasa berbasis jaringan 2016
Sosialisasi
Sosialisasi standar kompetensi tenaga saksi Juni - Desember
ahli bahasa bagi tenaga teknis kebahasaan di 2016
lingkungan Badan Bahasa
Sosialisasi pangkalan data materi kasus Juni - November
keterangan ahli bahasa berbasis jaringan 2016
Implementasi
Standardisasi kompetensi tenaga saksi ahli Januari -
bahasa Desember 2016
Pemutakhiran pangkalan data materi kasus April - Juni 2016
keterangan tenaga saksi ahli bahasa berbasis dan Oktober -
jaringan Desember 2016
Pengukuran dan Evaluasi
Evaluasi standar kompetensi tenaga saksi ahli Januari -
bahasa Desember 2016
Evaluasi pemutakhiran pangkalan data materi April - Juni 2016
kasus keterangan tenaga saksi ahli bahasa dan Oktober -
berbasis jaringan Desember 2016

5. Penerjemahan Perencanaan

Pembuatan POS identifikasi

Januari - Mei 2016

Analisis kebutuhan teknologi/ instrumen dan
SDM pengelola fasilitasi layanan penerjemahan

Januari - Mei 2016

Identifikasi tenaga teknis penerjemah di
lingkungan Badan Bahasa

Juni - September
2016

Identifikasi organisasi penerjemah di Indonesia

Juni - Agustus
2016

Identifikasi lembaga penerjemah di Indonesia

Juni - Desember
2016

Identifikasi tenaga teknis penerjemah di
Indonesia

Juni - Desember
2016

Identifikasi organisasi penerjemah di Asia

Juni - Desember
2016

Pembangunan

Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga
teknis penerjemah

Juni - Desember
2016
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No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu
Pembuatan pangkalan data tenaga teknis, Juni - November
organisasi, dan lembaga penerjemah berbasis 2016
jaringan
Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi Januari -
serta regulasi penerjemahan Desember 2016
Penyusunan indikator keberhasilan Januari -
penerjemahan Desember 2016
Sosialisasi
Sosialisasi standar kompetensi bagi tenaga teknis | Januari -
penerjemah Desember 2016
Sosialisasi pangkalan data tenaga teknis, Januari -
organisasi, dan lembaga penerjemah berbasis Desember 2016
jaringan
Sosialisasi kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta | Januari -
regulasi penerjemahan Desember 2016
Implementasi
Standardisasi kompetensi tenaga teknis Januari -
penerjemah Desember 2016
Pemutakhiran pangkalan data tenaga teknis, April - Juni 2016
organisasi, dan lembaga penerjemah berbasis dan Oktober -
jaringan Desember 2016
Penerapan kebijakan koordinasi dan fasilitasi Januari -
serta regulasi penerjemahan Desember 2016
Penerjemahan dokumen penting/ strategis Januari -

Desember 2016
Penerjemahan buku Frankfurt Book Fair Januari -

Desember 2016
Pengukuran dan Evaluasi
Evaluasi standar kompetensi tenaga teknis Januari -
penerjemah Desember 2015
Evaluasi pemutakhiran pangkalan data tenaga April - Juni 2015
teknis, organisasi, dan lembaga penerjemah dan Oktober -
berbasis jaringan Desember 2015
Evaluasi kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta Januari -
regulasi penerjemahan Desember 2015

6. Penyuntingan Perencanaan

Pembuatan POS identifikasi

Januari - Mei 2016

Analisis kebutuhan teknologi/instrumen dan
SDM pengelola fasilitasi layanan penyuntingan

Januari - Mei 2016

Identifikasi tenaga teknis penyunting di
lingkungan Badan Bahasa

Juni-September
2016

Identifikasi organisasi penyunting di Indonesia

Juni - Agustus
2016

Identifikasi lembaga penyunting di Indonesia

Juni - Desember
2016

Identifikasi tenaga teknis penyunting di Indonesia

Juni - Desember
2016
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kompetensi Bahasa
asing

No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

Pembangunan

Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga Juni - Desember

teknis penyunting 2016

Pembuatan pangkalan data tenaga teknis, Juni - November

organisasi, dan lembaga penyunting berbasis 2016

jaringan

Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi Januari -

serta regulasi penyuntingan Desember 2016

Penyusunan indikator keberhasilan penyuntingan | Januari -
Desember 2016

Sosialisasi

Sosialisasi standar kompetensi bagi tenaga teknis | Januari -

penyunting Desember 2016

Sosialisasi pangkalan data tenaga teknis, Januari -

organisasi, dan lembaga penyuntingan berbasis Desember 2016

jaringan

Sosialisasi kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta | Januari -

regulasi penyuntingan Desember 2016

Implementasi

Standardisasi kompetensi tenaga teknis Januari -

penyunting Desember 2016

Pemutakhiran pangkalan data tenaga teknis,

organisasi, dan lembaga penyunting berbasis

jaringan

Penerapan kebijakan koordinasi dan fasilitasi Januari -

serta regulasi penyuntingan Desember 2016

Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi standar kompetensi tenaga teknis Januari -

penyunting Desember 2016

Evaluasi pemutakhiran pangkalan data tenaga April - Juni 2016

teknis, organisasi, dan lembaga penyuntingan dan Oktober -

berbasis jaringan Desember 2016

Evaluasi kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta Januari -

regulasi penyuntingan Desember 2016

7 Peningkatan Perencanaan

Mengidentifikasi kebutuhan pembelajar

Januari -Mei 2015

Analisi situasi saat ini

Januari -Mei 2015

Mengidentifikasi konsep yang mendasari
pelatihan

Januari -Mei 2015

Pembangunan

Penyusunan alat tes

Juni-Agustus 2015

Penyusunan bahan analisis data tes

Juni-Agustus 2015

Sosialisasi
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No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Waktu

Penyebaran informasi terkait pelatihan Januari- Desember
2015

Sosialisai mengenai kompetensi dasar yang Januari- Desember

diperlukan 2015

Implementasi

Penyelenggaraan pelatihan Januari -
Desember 2016

Pelatihan tenaga pengajar Bahasa asing strategis | Januari -
Desember 2016

Pengukuran dan Evaluasi

Analisis data hasil pelatihan pra tes dan pasca Januari 2017-

tes. Januari 2019

Rekomendasi untuk pelatihan tahap berikutnya. | Januari 2017-
Januari 2019

f.  Penanggung Jawab

Penanggung jawab program Peningkatan Kualitas

Kebahasaan adalah sebagai berikut:

Pengarah

Koordinator

Penanggung Jawab

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Layanan

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa

UKBI Dalam Jaringan dan Luar Jaringan:

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan

Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA):

Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan dan dokumen negara:

Kepala Pusat Pembinaan

Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum:

Kepala Pusat Pembinaan

Penerjemah:

Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Penyuntingan:

Kepala Pusat Pembinaan
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QUICK WINS

1. UJIAN NASIONAL COMPUTER BASED TEST (CBT)
Latar Belakang

Proyek perubahan yang dilakukan adalah bagian dari reformasi
transformasi Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan
Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
menjadi pusat penilaian pendidikan kelas dunia (World Class Assessment
Center). Bagian penting dari transformasi yang direncanakan adalah
mengubah sistem asesmen nasional dari berbasis kertas (paper based
test, PBT) menuju berbasis komputer (computerized based test, CBT).
Perubahan Ujian Nasional (UN) dari PBT menjadi UN CBT untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan optimalitas ujian nasional serta
asesmen pendidikan lainnya. Ujian Nasional yang diselenggarakan
setiap tahun di Indonesia merupakan high stake exam terbesar di dunia
dengan jumlah peserta lebih dari 7 juta siswa dan diselenggarakan di
lebih dari 80.000 satuan pendidikan (SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan
Kelompok Belajar Paket B dan C). Logistik yang dikelola sangat besar,
35 juta eksemplar naskah ujian yang merupakan dokumen negara yang
bersifat rahasia (setara dengan lebih dari 400 container paket soal) harus
didistribusikan ke seluruh satuan pendidikan dengan berbagai moda
transportasi, pesawat udara, kapal, truk, hingga harus naik kuda dan
perahu untuk mencapai sekolah-sekolah di daerah pedalaman secara
tepat jumlah, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat waktu. Pencetakan
bahan UN juga merupakan pekerjaan besar melalui proses pelelangan
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umum sesuai Kepres dan pengawasan selama pencetakan yang harus
dilakukan 24 jam sehari selama sebulan penuh. Mobilisasi SDM juga luar
biasa besar karena melibatkan lebih dari 700.000 panitia dan pengawas
dari berbagai kalangan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekolah,
Perguruan Tinggi, dan Kepolisian. Dari segi substansi, penyelenggaraan
ujian berbasis kertas dengan skala besar tidak memungkinkan bentuk
soal selain multiple choices, sementara kebutuhan asesmen pendidikan
mengharuskan pengukuran daya kritis dan kreatif siswa. Pengukuran
kompetensi kognitif orde tinggi seperti analisa, sintesa, dan evaluasi
sulit dilakukan dengan bentuk soal pilihan ganda (multiple choices).
Transformasi dari PBT menuju CBT akan memberi banyak perubahan
yang substantif untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas
penilaian pendidikan secara nasional. Manfaat reformasi birokrasi
ini terutama bagi stake holder eksternal yakni siswa, orangtua, guru,
sekolah, masyarakat, dan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan)
maupun Pemerintah.

Karena penilaian pendidikan akan berpengaruh pada pembelajaran,
maka modernisasi atau transformasi dari PBT ke CBT akan mendorong
pemanfaatan teknologiinformasidalam pembelajaran dan meningkatkan
literasi teknologi informasi (TIK) siswa. Literasi lulusan akan teknologi
informasi merupakan kebutuhan kompetensi dasar di abad ke-21.
Dengan demikian reformasi ini akan berdampak signifikan berjangka
panjang karena menyentuh aspek mendasar pengembangan kompetensi
lulusan.

Tujuan Perubahan Jangka Pendek

Dalam jangka pendek perubahan dilakukan dalam bentuk penyiapan
sistem ujian nasional berbasis komputer (UN CBT) yang sudah teruji
coba. Langkah ini dilakukan pada tahun 2014. Sistem tersebut digunakan
untuk piloting Ujian Nasional berbasis komputer (UN CBT) pada tahun
2015 di beberapa sekolah yang sudah siap baik sarana - prasarana
maupun SDMnya. Tujuan perubahan jangka pendek ini adalah untuk
menciptakan sistem UN CBT serta menginisiasi/ memperkenalkan
Ujian Nasional berbasis komputer sebagai bentuk reformasi modernisasi
penilaian pendidikan. Dalam konsep manajemen perubahan, ini dikenal
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sebagai inisiasi atau introduksi perubahan. Perubahan jangka pendek ini
dilakukan pada early adopter yakni Daerah dan Sekolah yang paling siap
untuk melakukan perubahan. Tahapan ini telah berhasil dilakukan pada
bulan Mei 2015 dengan melaksanakan UN CBT di 133 SMA, 2 MA, dan
378 SMK dengan jumlah peserta 158.220 peserta serta pada bulan Juni
untuk jenjang SMP dengan 41 SMP dan 9.184 peserta.

Tujuan Perubahan Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, akan dilakukan perluasan UN CBT di
seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2016. Tujuannya memperluas
penetrasi perubahan dan pengaruhnya. Dalam teori manajemen
perubahan hal ini dikenal sebagai penetrasi dan diseminasi perubahan
agar mendapat dukungan yang lebih luas sehingga manfaat dan
dampaknya dapat lebih dirasakan. Rencana jangka menengah ini telah
mulai dieksekusi tahapan awalnya dengan membentuk koordinator
UN CBT di 34 Provinsi pada bulan Juni 2015 serta pembentukan
koordinator Kabupaten/Kota. Selain itu telah dilakukan pembicaraan
awal dengan Ketua Majelis Rektor PTN se Indonesia (MRPTNI)
serta Ketua Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SNMPTN) untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan UN CBT tahun
2016. Bahkan MRPTNI dan panitia SNMPTN akan turut menggunakan
yjian CBT untuk seleksi mahasiswa baru PTN tahun 2016. Keinginan
PTN mengadopsi sistem UN CBT untuk seleksi mahasiswa baru PTN
merupakan bukti kepercayaan dan dukungan perguruan tinggi, sebagai
pengguna hasil UN, terhadap UN CBT.

Tujuan Jangka Panjang

Dalam jangka panjang UN CBT menjadi modalitas utama
penyelenggaraan ujian nasional, sedangkan UN konvensional berbasis
kertas dan pensil sebagai pengecualian untuk sekolah - sekolah tertentu
saja. Bila UN CBT telah digunakan meluas, maka bentuk ujian nasional,
yang selama ini hanya berupa soal multiple choice/pilihan ganda, dapat
dikembangkan lebih luas dengan soal-soal yang lebih tepat untuk
mengukur kompetensi siswa. Bentuk soal UN yang beragam akan
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menuntut kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Hal tersebut akan

berdampak pada pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Dalam jangka

panjang, melalui perubahan ini diharapkan akan terjadi modernisasi

dan reformasi pendidikan yang lebih substantif untuk meningkatkan

mutu pendidikan di Indonesia, dimulai dengan reformasi penilaian

pendidikan.

Manfaat Jangka Pendek

Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan UN, karena dalam jangka
panjang biaya akan lebih murah dan logistik lebih mudah
Mengurangi langkah pemrosesan hasil ujian, karena tidak perlu
melakukan pemindaian lembar jawaban ujian yang selain mahal,
rumit, juga rawan terhadap kecurangan

Meningkatkan efetivitas penyelenggaraan UN, karena soal ujian
dapat dirakit dengan lebih baik dan hasilnya diperoleh seketika
Meningkatkan keamanan soal, karena soal tidak dilepas ke publik,
masih tersimpan dalam server dan terlindungi melalui enkripsi
yang aman

Meminimalisir kecurangan, karena sistem pengamanan berlapis
yang dapat diterapkan melalui sistem komputer

Mengurangi langkah pengamanan, karena tidak lagi harus
mendistribusikan soal dalam bentuk cetak

Meningkatkan mutu UN, karena soal dikelola melalui sistem
komputer

Manfaat Jangka Menengah

Menghemat biaya dan waktu penyelenggaraan UN (penghematan
pada orde 100 milyar rupiah per tahun)

Siswa akan terbiasa dengan ujian berbasis komputer, sehingga
kemahiran menggunakan teknologi informatika akan meningkat
Meningkatkan pemanfaatan laboratorium komputer di sekolah-
sekolah

Meningkatkan mutu soal UN

Meningkatkan mutu pelaporan dan pengelolaan hasil UN

Selain itu, bentuk penilaian terstruktur lainnya, seperti Penilaian
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Mutu Tingkat Kompetensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan
sistem CBT.

Manfaat Jangka Panjang

o  Guru dan siswa semakin computer literate

e  Merubah orientasi belajar siswa

e  Meningkatkan mutu pendidikan

»  Meningkatkan kompetensi dan daya saing siswa

Strategi Reformasi:

Stakeholder yang terlibat untuk membantu keberhasilan program
yang digagas ini adalah berasal dari berbagai pihak, mulai dari Pusat
Penilajan Pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang
Ditjen Pendidikan

Menengah dan Kejuruan, Ditjen Pendidikan Dasar, Sekjen Kemdikbud

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,

- Pusat Teknologi Informasi dan Telekomunikasi. Selain itu ikut
dilibatkan pula Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Pendidikan
Agama), pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia, sekolah,
guru, siswa, orang tua siswa juga dari pihak masyarakat. Kemanfaatan
yang dapat dirasakan dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Stake Holder
External

Stake Holder

Internal
1. Pusat Penilaian * Lebih efisien 1. Siswa * Lebih nyaman
Pendidikan *  Mutu soal meningkat 2. Guru * Lebih efisien
* Lebih effektif 3. Sekolah * Lebih fleksibel
* Inovasi lebih berkembang *  Mengikuti kemajuan
* Reliabilitas dan validitas teknologi
soal meningkat Digital literacy
* Pengembangan teknologi = Pembelajaran abad 21
penilaian * Kompetensi abad 21
1. Mendikbud * Informasi lebih cepat 4. Pemda * Lebih efisien
2. Ditjen DikMenJur * Informasi lebih akurat * Lebih transparan
3. Ditjen DikDas * Biaya dlm jangka panjang * Lebih cepat
4. Balitbang lebih murah = Lebih berdaya guna
* Perencanaan dan * Lebih berhasil guna
pembinaan mutu sekolah 5. Orang tua *  Lebih cepat

lebih tepat

6. Masyarakat

memperoleh hasil
Lebih akurat
Lebih murah
Lebih transparan
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Milestone/Tahapan :

Mengingat lingkup perubahan yang signifikan dan fundamental,

reformasi ini dirancang untuk jangka waktu yang cukup panjang.

Tonggak sasaran utama (milestone) reformasi ini dirancang sebagai
berikut :

Tahun 2014 : terbentuknya sistem UN yang berbasis komputer
(CBT) yang sudah teruji coba (dual system)

Tahun 2015 : terselenggaranya UN CBT di 300 sekolah (6 Provinsi),
dengan menggunakan dual system (CBT dan PBT), dalam
realisasinya berhasil dilakukan di 554 sekolah (185 % dari target) di
24 provinsi (400% dari target)

Tahun 2016 : terselenggaranya UN CBT di 34 Provinsi (dual system)
dan melayani 40% siswa SMK, 10% siswa SMA, dan 10% siswa SMP.
Tahun 2017 terselenggaranya UN CBT di seluruh provinsi sebagai
main system, Paper Based Test hanya digunakan untuk sekolah —
sekolah yang belum terlayani TIK

Milestone tersebut diuraikan lagi ke dalam sub-milestones,

sebagaimana tabel di bawah ini :
TAHAP I (2014)

Persetujuan Pimpinan untuk penyelenggaraan UN CBT
Perencanaan UN CBT 2015

Persetujuan BSNP untuk penyelenggaraan UN CBT

Sosialisasi ke Daerah

Pendataan Sekolah Perintis UN CBT

Persetujuan Dinas Provinsi dan Sekolah yang siap untuk UN CBT
2015

Verifikasi sekolah penyelenggara piloting UN CBT

Penyiapan SDM

Penyiapan software UN CBT

Penyiapan hardware UN CBT

Uji coba sistem UN CBT tahap 1

Evaluasi dan penyempurnaan UN CBT 2015

Penyempurnaan sistem

Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional 2015 termasuk UN CBT
Persiapan implementasi dalam UN 2015
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TAHAP II (2015)

Finalisasi bahan UN CBT 2015

Rakornas UN dan koordinasi (24) provinsi penyelenggara UN CBT
Try out dan pemantapan 300 sekolah penyelenggara UN CBT
(realisasi 554 sekolah)

Pelaksanaan UN CBT di 6 Provinsi (realisasi 24 Provinsi)

Evaluasi UN CBT

Rencana tindak lanjut untuk scale up tahun berikutnya
Pembentukan panitia daerah (Provinsi)

Koordinasi dengan Perguruan Tinggi Negeri di 34 Provinsi
Pendataan Sekolah-sekolah yang akan mengikuti UN CBT tahun
2016

Persiapan implementasi dalam UN 2016

Pelatihan dan penguatan sekolah-sekolah penyelenggara UN CBT
2016

TAHAP III (2016)

Finalisasi bahan UN CBT 2016

Rakornas UN

Pelaksanaan UN CBT di semua provinsi

Pengembangan teknologi UN CBT dengan soal non-multiple choices
Evaluasi UN CBT

Rencana tindak lanjut

TAHAP IV (2017)

Finalisasi bahan UN CBT 2017
Rakornas UN

Pelaksanaan UN CBT di semua provinsi
UN CBT sebagai moda utama
Pengenalan soal non-multiple choice
Evaluasi UN CBT

Perbaikan dan tindak lanjut

Manfaat Reformasi Birokrasi:

Kemanfaatan yang didapatkan dari reformasi ini adalah

1.

Pada Ujian Nasional CBT tidak terjadi kecurangan (tidak terjadi
contek-mencontek, indeks integritas pelaksanaan UN CBT = 100%),
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hal ini merupakan nilai tambah yang tidak dapat diperoleh dari UN
PBT (tingkat kecurangan tinggi, diindikasi terjadi di lebih dari 60%
sekolah)

2. Pelaksanaan UN CBT jauh lebih efisien dibanding UN PBT karena
tidak lagi diperlukan pencetakan soal, pengiriman soal secara fisik,
pengawalan soal secara fisik, pendistribusian soal secara fisik.

3. Pada piloting UN CBT di 554 sekolah yang dilakukan pada tahun
2015, meskipun baru mencakup 2% peserta UN, berpotensi
menghemat pencetakan 827.836 eksemplar bahan ujian (bila
dirupiahkan senilai lebih dari 8 milyar rupiah). Sementara
pelaksanaan UN CBT memanfaatkan infrastruktur komputer yang
sudah ada di sekolah, sehingga hampir tidak ada investasi baru.

4. Pelaksanaan scoring UN CBT dilakukan secara langsung sehingga
tidak memerlukan pemindaian lembar jawaban ujian (penghematan
tenaga kerja dan potensi masalah/kebocoran, dsb)

5. Pelaksanaan UN CBT lebih sederhana, menghemat waktu, dan
dapat dilakukan setiap saat. Hal ini memberi fleksibilitas bagi
penyelenggaraan ujian nasional.

6. Dengan ujian berbasis komputer, maka bentuk soal ujian nasional
ke depan dapat lebih beragam, tidak hanya pilihan ganda. Hal ini
merupakan tujuan utama reformasi penilaian pendidikan secara
nasional. Bentuk soal yang beragam memungkinkan pengukuran
kreatifitas dan kemampuan analitis siswa secara lebih baik dan
komprehensif.

2. GURU GARIS DEPAN (GGD)

Komitmen penyediaan pelayanan pendidikan di Indonesia kembali
ditunjukkan oleh Pemerintah melalui hadirnya Formasi Khusus
penyediaan Abdi Negara, CPNS oleh peserta SM-3T. Peserta SM-3T
yang telah melakukan pengabdian selama satu tahun sebagai pendidik
di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia (3T). Fenomena ini
merupakan kepedulian lebih lanjut terhadap nasib masa depan Indonesia
yang sebelumnya sukses dengan Program SM-3T dan PPG Berasrama.
Walau tanggung jawab secara formal administratif dari Pemerintah,
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dalam hal ini Kemdikbud dan Kemristekdikti kepada para peserta SM-
3T telah berhenti selepas kontrak pendidikan PPG Berasrama, tetapi
komitmen nasional dalam menghadirkan daya juang para pendidik
professional pada segenap penjuru Indonesia tetap dapat diwujudkan
dengan menghadirkan skema khusus penyerapan para lulusan SM-3T
melalui seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Kebijakan Pemerintah Pusat menjalin berbagai upaya untuk
merealisasikan Formasi Khusus CPNS SM-3T yang dimaksud. Mulai
dari membangun komunikasi ke berbagai pihak terkait, baik internal
Kemdikbud, lintas kementerian dan Pemerintah Daerah sasaran dalam
menyatukan persepsi penanganan masalah pendidikan Indonesia
sekaligus menegoisasikan mekanisme ideal penyiapan guru masa depan
bangsa. Ada tiga kali pelaksanaan Rapat Koordinasi secara bertahap
yang berhasil menghadirkan partisipasi dari Pemda Daerah Sasaran,
Pihak dari Kemdikbud, dan Kemen-PAN RB.

a. Rapat Koordinasi dengan Nomor Surat 106809/A4/KP/2014 oleh
Sekretaris Jenderal Kemdikbud dengan agenda Koordinasi Awal
Pengadaan CPNS dan Penandatanganan Kerjasama Pelaksanaan
Pengadaan CPNS dengan mengundang 26 Kabupaten Daerah 3T

b. Rapat Koordinasi lanjutan dengan Nomor Surat 1801/E4.1/2014
oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi dengan agenda yang sama
pada Rapat sebelumnya tetapi dengan agenda khusus mengundang
13 Perwakilan Pemda yang berhalangan hadir sebelumnya

c. Rapat koordinasi lanjutan kedua dengan Nomor Surat 1853 /
E4.1/2014 oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi dengan agenda
yang sama pada Rapat sebelumnya dengan agenda penyempurnaan
partisipasi dan keterlibatan 8 (delapan) Perwakilan Pemda yang
tersisa.

Terselenggaranya Rapat yang berlangsung secara simultan tersebut
telah mengisyaratkan adanya kesepahaman persepsi dan partisipasi
secarasinergis diantaraberbagai pihak dalam memberikan jalan hadirnya
Formasi Khusus bagi pengabdian sarjana pendidikan professional
masa depan bangsa yang hasilnya ditandai dengan penandatanganan
Nota Kesepahaman dan Keberterimaan alumni peserta SM-3T oleh
29 Kabupaten Daerah Penempatan: Sumba Timur, Kupang, Manggarai
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Timur, Aceh Selatan, Manggarai, Simeulue, Gayo Lues, Aceh Besar, Aceh
Timur, Flores Timur, Ngada, Sorong, Raja Ampat, Rote Ndao, Alor,
Manokwari, Waropen, Aceh Singkil, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni,
Sorong Selatan, Supiori, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Tambrauw, Lanny
Jaya, Yalimo, Deiyai, Pegunungan Bintang.

Komitmen pelaksanaan Formasi Khusus yang dimaksud kembali
ditegaskan secara resmi melalui penerbitan Kebijakan Permenpan-
RB No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Khusus ASN Kemeneterian/
Lembaga Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Menteri PAN-RB No.
762 Tahun 2014 tentang Formasi PNS Untuk Sarjana Mendidik di
Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T).

Berbagai terobosan konsep baru dengan para pemangku kebijakan,
setelah terbitnya MoU dan Kebijakan Penyelenggaraan Formasi Khusus
SM-3T, Pihak Dikti dan Kemdikbud segera mengintruksikan kepada
segenap jajarannya untuk melakukan pemutakhiran Database alumni
PPG SM-3T. Sebanyak 4607 Alumni yang dimaksud, yang memiliki
keistimewaan mengikuti formasi khusus karena berhasil menyelesaikan
pendidikan PPG SM-3T berasrama yang dibuktikan dengan pemerolehan
Sertifikat Pendidik Guru Profesional. Kelengkapan informasi mengenai
4607 pemegang hak kepesertaan tersbut berhasil direkapitulasi dalam
tabulasi pendataan berdasarkan kategori LPTK penyelenggara PPG,
Nomor Sertifikat, Program Studi, dan berbagai kebutuhan identitas
personal lainnya.

Data hasil pelaksanaan seleksi tes kompetensi dasar, dapat ditemukan
informasi bahwa pada awalnya, sebanyak 1480 calon peserta yang
berhasil memasuki registrasi pendaftaran di panselnas dan kemdikbud,
ternyata yang tercatat sebagai peserta TKD sebanyak 1395 peserta.
Pengaturan ambang batas nilai yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB
sebagai penjaring lulusan terbaik telah menghasilkan sebanyak 1224
peserta yang sanggup melampauinya. Hanya saja dari 1000 formasi
yang disediakan oleh pemerintah, sejumlah 809 peserta yang mampu
terdistribusi ke 29 kabupaten penempatan. Mereka adalah pengabdi
profesional yang akan mematrikan diri sepenuhnya demi kebangkitan
pendidikan daerah tertinggal di Indonesia.
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Capaian

Sampai dengan saat ini, capaian hasil program percepatan (Quick

Wins) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3t yaitu Guru di

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis

Depan (GGD) adalah sebagai berikut.

1) Sebanyak 4607 Alumni SM-3T, yang memiliki keistimewaan
mengikuti formasi khusus karena berhasil menyelesaikan
pendidikan PPG SM-3T berasrama yang dibuktikan dengan
pemerolehan Sertifikat Pendidik Guru Profesional. Kelengkapan
informasi mengenai 4607 pemegang hak kepesertaan tersbut
berhasil direkapitulasi dalam tabulasi pendataan berdasarkan
kategori LPTK penyelenggara PPG, Nomor Sertifikat, Program
Studi, dan berbagai kebutuhan identitas personal lainnya.

2) Data hasil pelaksanaan seleksi tes kompetensi dasar, dapat
ditemukan informasi bahwa sebanyak 1480 calon peserta
yang berhasil memasuki registrasi pendaftaran di panselnas
dan kemdikbud, ternyata yang tercatat sebagai peserta TKD
sebanyak 1395 peserta. Pengaturan ambang batas nilai yang
ditetapkan oleh KemenPAN-RB sebagai penjaring lulusan
terbaik telah menghasilkan sebanyak 1224 peserta yang sanggup
melampauinya. Hanya saja dari 1000 formasi yang disediakan oleh
pemerintah, sejumlah 809 peserta yang mampu terdistribusi ke
29 kabupaten penempatan. Mereka adalah pengabdi profesional
yang akan mematrikan diri sepenuhnya demi kebangkitan
pendidikan daerah tertinggal di Indonesia.

3) Dari 809 peserta awal yang lulus Tes TKD, terdapat 2 peserta
yang mengundurkan diri dan 9 peserta yang tidak terdaftar
dalam database kepesertaan PPG SM-3T, dan akhirnya yang
berhasil memperoleh NIP dan SK CPNS sebanyak 798 peserta
yang akan ditugaskan sebagai Guru Garis Depan pada 4 provinsi
di 28 kabupaten.

Rencana

Program percepatan (Quick Wins) Pemenuhan Kebutuhan Guru
Di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar
Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD) yang dicantumkan
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di bawah ini merupakan program yang dilaksanakan dalam

tahun 2015. Program tersebut meliputi kegiatan perencanaan,

pengembangan, sosialisasi, implementasi, pengukuran dan evaluasi

untuk setiap kegiatan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan ialah

sebagai berikut.

1) Pemberangkatan Guru Garis Depan ke tempat bertugas di 28
Kabupaten di seluruh Indonesia

2) Peningkatan kompetensi gurugugus depan  baik subject
knowledge maupun pedagogical knowledge yang akan berdampak
pada kualitas hasil belajar,

3) Peningkatan pengembangan karir, penghargaan, perlindungan,
kesejahteraan Guru Garis Depan

4) Mengevaluasi dan pengukuran terhadap keberhasil pelaksanaan
program pemenuhan kebutuhan Guru Garis Depan di daerah
tertinggal, terdepan, dan terluar.

c. Kiriteria Keberhasilan

Program percepatan (Quick Wins) Pemenuhan Kebutuhan Guru

di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar

Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD) diharapkan memiliki

dampak positif terhadap layanan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan kepada masyarakat. Kriteria keberhasilan Program

percepatan (Quick Wins) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah

3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia

Sebagai Guru Garis Depan (GGD) ialah sebagai berikut.

1) Telah ditempatkannya 798 CPNS guru ke tempat tugas di 28
Kabupaten di seluruh Indonesia sebagai Guru Garis Depan

2) Meningkatnya kompetensi guru di daerah 3T melalui program
Uji Kompetensi Guru dan Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan

3) Meningkatnya pengembangan karir, dan kesejahteraan guru di
daerah tertinggal, terdepan, terluar.

4) Diketahuinya tingkat keberhasilan pelaksanaan program
percepatan (Quick Wins) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di
Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar
Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD) sebagai mahan
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pertimbangan dalam menentukan strategi kebjakan program
berikutnya.

d. Agenda Prioritas

Dari rencana program utama yang akan dilakukan dalam Program

percepatan (Quick Wins) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah

3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia

Sebagai Guru Garis Depan (GGD) tersebut di atas, prioritas

program pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

1) Penempatan/pemberangkatan 798 CPNS guru ke tempat tugas
di 28 Kabupaten di seluruh Indonesia sebagai Guru Garis Depan

2) Peningkatan kompetensi guru di daerah 3T melalui program
Uji Kompetensi Guru dan Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan

3) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pelaksanaan program percepatan (Quick Wins)
Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu Guru di
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru
Garis Depan (GGD) sebagai mahan pertimbangan dalam
menentukan strategi kebjakan program Guru Garis Depan pada
tahun berikutnya.

e. Waktu dan Tahapan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Program percepatan (Quick Wins)
Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah
Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan
(GGD) direncanakan berlangsung selama tahun 2015. Pada tahap
awal kegiatan lebih difokuskan pada pendataan, identifikasi,
penyusunan, dan sosialisasi standar, norma, kriteria, dan prosedur
dalam pelaksanaan Program percepatan (Quick Wins) Pemenuhan
Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD).
Adapun tahapan kerja yang akan dilakukan Program percepatan
(Quick Wins) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu
Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai
Guru Garis Depan (GGD) seperti tampak dalam tabel berikut.
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Tabel 3.x Rencana Kegiatan Quick Wins Guru Garis Depan Tahun 2015

kompetensi guru
di daerah 3T
melalui program
Uji Kompetensi
Guru dan Program
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan

No Program Kegiatan Base | Target |Penanggung
Line |2015 [jawab
2014
Program a) Penempatan/ 798
Percepatan pemberangkatan
(Quick 798 CPNS guru
Wins) ke tempat tugas di
Pemenuhan 28 Kabupaten di
Kebutuhan seluruh Indonesia
Guru Di sebagai Guru Garis
Daerah 3T Depan
yaitu Guru
di Daerah
Tertinggal,
Terdepan,
Terluar
Indonesia
Sebagai
Guru Garis
Depan
(GGD)
b) Peningkatan 4.8 5.5
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No Program Kegiatan Base | Target |Penanggung
Line |2015 [jawab
2014

¢) Pelaksanaan
Monitoring dan
evaluasi untuk
mengetahui tingkat
keberhasilan
pelaksanaan
program percepatan
(Quick Wins)
Pemenuhan
Kebutuhan Guru
Di Daerah 3T
yaitu Guru di
Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar
Indonesia Sebagai
Guru Garis
Depan (GGD)
sebagai bahan
pertimbangan
dalam menentukan
strategi kebjakan
program Guru Garis
Depan pada tahun
berikutnya

3. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak Tahun 2006
mempunyai unit kerja yang melayani masyarakat baik langsung
maupun tidak langsung di tangani oleh Gerai Informasi Media yang
berada dibawah Pusat Informasi dan Humas. Pada tanggal 1 Mei 2010
sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik, layanan masyarakat yang meminta
informasi dan menyampaikan pengaduan di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan ditangani melalui satu pintu melalui Pusat Informasi
dan Humas. Sementara itu, layanan pendidikan lainnya seperti tunjangan
sertifikasi guru, dapodik, NRG, NISN, bansos, dll masih ditangani oleh
unit kerja masing-masing di Kemdikbud.

Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 m
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Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 tahun
2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, maka
layanan pendidikan dan kebudayaan yang ditangani unit kerja masing-
masing di lingkungan Kemdikbud di kelola secara terpadu satu pintu
yang dikoordinasikan oleh Biro komunikasi dan Layanan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal Kemdikbud. Pada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinamakan unit layanan
terpadu (ULT).

Tugas ULT vyaitu memberikan layanan kepada pemangku
kepentingan pendidikan dan kebudayaan serta masyarakat yang ingin
mendapatkan informasi, menyampaijkan aspirasi/pengaduan dan
pengurusan perijinan dan mengkoodinasikan unit kerja yang memiliki
layanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan ULT yaitu memberikan
perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; Memperpendek
proses pelayanan; Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,
murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan Mendekatkan dan
memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

a. Capaian

Capaian ULT saat ini antara lain yaitu
1. Terwujudnya Kantor Unit Layanan Terpadu yang terletak di
komplek Kemendikbud gedung C lantai 1 beserta Sumber Daya

Manusianya.
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Ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 043/P/2015 Tentang Tim Pengelola Unit Layanan
Terpadu (ULT) di lingkungan Kemendibud

Terlayaninya pemangku kepentingan sebanyak 4417 orang
selama bulan April s.d Juli 2015 dengan grafik berdasarkan
layanan sebagai berikut
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Rencana

Dalam rangka implementasi unit layanan terpadu perlu dilakukan

perencanaan, implementasi dan evaluasi, adapun kegiatannya
adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Membentuk Unit Layanan Terpadu
Implementasi Layanan Terpadu
Pengukuran dan Evaluasi

Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan ULT yaitu terwujudnya Unit Layanan Terpadu

Kemdikbud dan terlaksananya layanan masyarakat satu pintu yang

bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum
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kepada masyarakat; Memperpendek proses pelayanan; Mewujudkan
proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan
terjangkau; dan Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang
lebih luas kepada masyarakat.

d. Agenda Prioritas
Agenda prioritas dalam implementasi ULT yaitu Membentuk Unit
Layanan Terpadu, Implementasi Layanan Terpadu dan Pengukuran
dan Evaluasi

No | Program/Kegiatan Tahapan Kerja Ukuran Keberhasilan
1 Membentuk Unit 1. Menyiapkan Sarpras | 1. Tersedianya
Layanan Terpadu 2. Rekrutmen pegawai sarpras
Kementerian 3. Membentuk tim 2. Tersedianya
pelaksana layanan, pegawai
3. Tersusunnya SK
Tim Pelaksana
2 Implementasi Layanan | 1. koordinasi dengan 1. Terkoordinirnya
Terpadu unit terkait, seluruh layanan
2. mengidentifiasi jenis- pada unit utama
jenis layanan, 2. Teridentifikasinya
3. Penyusunan SOP laya nan
untuk masing-masing Kemdikbud
jenis layanan 3. Tersedianya SOP
4. peningkatan SDM 4. Tersdianya SDM
pengelola layanan, yang kompeten
5. Pengintegrasian 5. Terintegrasinya
Layanan masyrakat seluruh layanan
berbasis IT berbasis IT
6. Implementasilayanan | 6. Terlaksananya
7. Pengembangan layanan terpadu
layanan berbasis IT 7. Tersedianya
aplikasi layanan
berbasis IT
3 Pengukuran dan 1. Penyusunan laporan 1. Tersedianya
Evaluasi layanan laporan layanan
2. Evaluasi layanan 2. Tersedianya bahan
peningkatan mutu
layanan
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e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja
Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja ULT yaitu
No | Program/Kegiatan [ Tahapan Kerja Waktu
1 Membentuk Unit 1. Menyiapkan Sarpras | Januari-Februari 2015
Layanan Terpadu 2. Rekrutmen pegawai | Februari 2015
K teri
ementerian 3. Membentuk tim Februari 2015
pelaksana layanan,
4. Training SDM ULT | Februari 2015
2 Implementasi 1. koordinasi dengan Januari —Februari 2015
Layanan Terpadu unit terkait,
2. mengidentifiasi jenis- | Januari — Februari 2015
jenis layanan,
3. Penyusunan SOP Februari 2015 -April 2016
untuk masing-
masing jenis layanan
4. peningkatan SDM Mei 2015 & Desember
pengelola layanan, 2015
Mei 2016 & Desember
2016
Mei 2017 & Desember
2017
Mei 2018 & Desember
2018
8. Pengintegrasian Maret 2015 -Desember
Layanan masyrakat [ 2016
berbasis IT
9. Implementasi Maret 2015 sd .........
layanan berbasis IT
10. Pengembangan Maret 2015 — Desember
layanan 2018
3 Pengukuran dan 1. Penyusunan laporan | Maret 2015 — Desember
Evaluasi layanan 2018
2. Evaluasi layanan Juni 2015 & Desember
2015
Juni 2016 & Desember
2016
Juni 2017 & Desember
2017
Juni 2018 & Desember
2018
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Quick Wins

FRITHA BASE LINE TARGET
N0 | PROGIAMMESATAN TRAER HERERHASL AN 0 5 ME | 007 | Im3 | 2008
Membentuk Unit Layanan  |(zmor Uniz
1| Terpadu Kemantedan yEar Tepacu
Weryiaghar Erpms x|
GErLTETCEEWE x ¥
Vembemuk impdziz g
o H] ¥
Traiming 508 LLT X ¥
mip lemendzsi Layanan edsozanyz
b ayaran Epaiu 2 g
H] ¥
H ¥ ¥
EnrgEErn SO
PErEEIC4E |3y nan, X ' '
EEmEEE
ZyErE mEnEE|  x ¥ ¥
bedasis [T
TClEmE E EETE melemenzi IgEan
bertass T " i 4
ErgEmErEEr layEre ErgETtaEEr
yFEr
E-He ¥ ¥
ECTEEs
JPENIR B S M
1|Penguirmdmbaesi  [2E0E
X ¥ ¥
X ¥ T
f. Penanggung Jawab

Penanggungjawab unit layanan terpadu yaitu

Pengarah : Mendikbud

Pembina : Sesjen Kemdikbud
Penanggungjawab : Kepala Biro KLM

Koordinator : Kepala Bagian Layanan Terpadu
Anggota : Sesditjen Unit Utama
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